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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak infrastruktur 
jembatan Suramadu bagi pembangunan Ekonomi di Madura, untuk menganalisis 
spillover effect (spread effect atau backwash effect) aktivitas ekonomi Kota 
Surabaya bagi Madura dan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat 
meningkatkan pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Data yang digunakan 
penulis bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota Surabaya dari tahun 1999-2018. 
Penulis menggunakan analisis uji beda, uji granger dan uji struktural dengan 
menggunakan variabel PDRB, investasi, IPM, sektor industri, sektor perdagangan, 
sektor pertanian, penduduk, belanja daerah, infrastruktur, dan pembangunan 
ekonomi di Pulau Madura dan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan: 1) Dari analisa uji beda didapatkan bahwasannya sebelum dan 
seduah Jembatan Suramadu belum dapat berdampak secara menyeluruh 
terhadap PDRB, investasi dan IPM kabupaten di Pulau Madura. 2) Dari analisa uji 
granger dapat disimpulkan ternyata perkembangan pembangunan daerah yang 
lebih maju (Kota Surabaya) dalam penelitian ini belum mampu mendorong 
perkembangan pembangunan wilayah Pulau Madura atau dalam kata lain 
menimbulkan (backwash effect). 3) Dari analisa uji struktural yang dapat 
mempengaruhi pembangunan ekonomi di Pulau Madura yang secara signifikan 
hanyalah penduduk yang berdampak pada tingkat investasi dan pembangunan 
ekonomi di Pulau Madura. Akan tetapi disisi lain meskipun tingkat laju investasi 
yang ada di Pulau Madura cenderung lambat disetiap tahunnya tetap dapat 
mendorong pembangunan ekonomi yang ada.  






The purpose of this study is to analyze the impact of Suramadu bridge for 
economic development in Madura, to analyze the spillover effect (spread effect or 
backwash effect) of Surabaya City's economic activities for Madura and to analyze 
factors that can increase economic development on Madura Island. The data used 
by the author comes from the publication of the Central Bureau of Statistics of 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep and Surabaya City Regencies from 
1999-2018. The author uses a different test analysis, granger test and structural 
test using the variables of GRDP, investment, HDI, industrial sector, trade sector, 
agricultural sector, population, regional spending, infrastructure, and economic 
development in Madura Island and Surabaya City. Based on the results of the 
study, it shows: 1) From the analysis of different tests, it is found that the Suramadu 
Bridge has not been able to have a comprehensive impact on thr GRDP, 
investment and HDI of the district on Madura Island, 2) From the analysis of the 
Granger test, it can be concluded that the development of more advanced regional 
development (Surabaya City) in this study is not able to encourage the 
development of the Madura Island region or in other words it causes (backwash 
effect). 3) From the analysis of structural tests that can affect economic 
development on Madura Island, only the population has an impact on the level of 
investment and economic development on Madura Island. But on the other hand, 
although the rate of investment in Madura Island tends to be slow every year, it 
can still encourage economic development.  






Ketertarikan terhadap tema disertasi yang diambil oleh penulis merupakan 
ekspresi keresahan terhadap tidak kunjung membaiknya kondisi wilayah Madura 
(Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) setelah jembatan 
suramadu dibangun. Pengamatan visual maupun diskusi-diskusi kecil dengan 
pelaku-pelaku usaha dan pelaksana birokrasi semakin menambah keingintahuan 
penulis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada wilayah madura khususnya 
setelah terbangunnya jembatan suramadu. Oleh karena itu penulis mengajukan 
judul disertasi “Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu dan Spillover Effect 
Kegiatan Ekonomi Kota Surabaya terhadap Wilayah Madura”. 
 Yang menjadi harapan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah 
mengetahui secara lebih dalam apa saja yang efek pembangungunan jembatan 
suramadu khususnya efek ekonomi, investasi dan indikator-indikator pertumbuhan 
lain di wilayah madura. Selain itu penulis juga memiliki keingintahuan besar 
terhadap hubungan antara dua pusat pertumbuhan, Kota Surabaya sebagai center 
dan Wilayah madura sebagai periphery khususnya setelah jembatan suramadu 
terbangun pada tahun 2009. Dan sebagai pelengkap penulis ingin mengetahui 
secara lebih dalam bagaimana respon Pemerintah Daerah terhadap terbangunnya 
sebuah mega infrastruktur yang menghabiskan dana sebesar 5 Trilyun rupiah, 
utamanya adalah apakah ada pola perubahan belanja daerah, faktor demografi, dan 
belanja-belanja daerah lain seperti infrastruktur dan tingkat investasi daerah. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu semua pemangku 
kepentingan di seluruh wilayah Madura terutama terkait, apa yang sudah terjadi 
sejak terbangunnya jembatan suramadu khususnya faktor ekonomi, investasi, IPM 
dan lebih lanjut mengetahu bagaimana pola hubungan ekonomi antara dua kutub 
pertumbuhan dan apakah pola belanja daerah di seluruh Pemerintah Daerah sudah 
secara signifikan dapat berseiring dengan kemanfaatan terbangunnya jembatan 
suramadu. Akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat bagi komunitas pelaku 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia sejak digulirkannya Undang-
undang mengenai Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang 
tersebut memberikan banyak kewenangan bagi pemerintah daerah untuk 
mengatur daerahnya secara proporsional atau dalam kata lain yakni pelimpahan 
tanggung jawab yang akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan 
sumber daya yang berkeadilan termasuk dalam perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional yang artinya 
orientasi otonomi seharusnya pada upaya pemaksimalan fungsi pemerintah yaitu 
layanan, pengaturan dan pemberdayaan agar dapat dilakukan secara cepat dan 
setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Otonomi fiskal ini apabila 
dikelola dengan baik maka akan mampu meningkatkan kinerja ekonomi dan 
pembangunan ekonomi pada wilayah tersebut dengan memperhatikan efesiensi 
dan efektivitas. 
Endaryanto et al., (2018) menegaskan bahwa kinerja dan pembangunan 
ekonomi ini menjadi tujuan yang harus dicapai oleh suatu daerah, dengan salah 
satu indikator keberhasilannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus 
semakin kecilnya ketimpangan distribusi pendapatan serta angka kemiskinan. 
Dalam teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan 
pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari 
luar daerah tersebut sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan 
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kekayaan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah yang 
kemudian akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan (Kliping, 2012).   
Gambar 1.1  
PDRB ADHK di Pulau Jawa Beserta Kontribusinya Terhadap PDB Nasional 
Tahun 2018 
 
Sumber: BPS Indonesia 
 
Data yang ditunjukkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia tentang 
nilai PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah senilai Rp 39.587,92 ribu, atau 
tertinggi kedua di Pulau Jawa. Besarnya nilai PDRB Provinsi Jawa Timur tersebut 
tidak lepas dari hasil pembangunan di daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota 
utamanya Kota Surabaya yang menjadi titik pusat pertumbuhan sekaligus ibu kota 






















DKI JAKARTA JAWA TIMUR BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DI
YOGYAKARTA
PDRB ADHK 2018 KONTRIBUSI TERHADAP PDB NASIONAL
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Tabel 1.1  
PDRB ADHK Kabupaten/Kota (persen) Yang Terpusat Di Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2015-2017 
Kabupaten 2015 2016 2017 2018 
Kota Surabaya 324215,17 343652,60 364714,82 387333,39 
Kab Gresik 81380,44 85850,11 90855,60 96275,98 
Kab Sidoarjo 112012,86 118179,19 125039,06 132598,97 
Kab Mojokerto 46792,33 49360,59 52192,82 55248,49 
Kab Lamongan 22316,88i 23623,79 24927,95 26299,92 
Kab Bangkalan 16906,84 17018,65 17618,60 18368,88 
Kab Sampang i 11874,48 12606,81 13197,67 13793,21 
Kab Pamekasan i 9316,86 9815,77 10310,24 10873,49 
Kab Sumenep i 21750,58 22311,69 22949,70 23770,32 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
 
Kota Surabaya menjadi kota yang paling tinggi dalam menyumbang PDRB 
Provinsi Jawa Timur dengan nilai PDRB ADHK sebesar 324.215,17 pada tahun 
2015 dan 387.333,39 pada tahun 2018. Yang berbanding terbalik dengan PDRB 
ADHK kabupaten di Pulau Madura yang menjadi penyumbang PDRB Provinsi 
Jawa Timur terendah utamanya Kabupaten Pamekasan dengan nilai sebesar 
9.316,86 pada tahun 2015 dan sebesar 10.873,49 pada tahun 2017.  
Tabel 1.2 
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Yang Terpusat Di Provinsi 




















2015 5.97 6.61 5.77 5.65 5.24 -2.66 2.08 5.32 1.27 
2016 6 5.49 5.86 5.49 5.51 0.66 6.17 5.35 2.58 
2017 6.13 5.83 5.52 5.74 5.8 3.53 4.69 5.04 2.86 
2018 6.50 5.97 5.45 5.89 6.02 4.22 4.56 5.46 3.63 
2019 6.52 5.41 5.44 5.81 5.99 1.03 1.42 4.92 0.14 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Jika dilihat dari sisi laju pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Provinsi 
Jawa Timur maka Kota Surabaya mempunyai laju pertumbuhan tertinggi pula 
dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang mana pada tahun 2015 tingkat 
laju pertumbuhan ekonominya sebesar 5,97 yang meningkat pada tahun 2019 
sebesar 6,52. Sedangkan yang paling rendah ada pada kabupaten di Pulau 
Madura yang utamanya ada pada Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten 
Sumenep. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan 
sebesar -2,66 dan tahun 2019 sebesar 1,03. Untuk Kabupaten Sumenep pada 
tahun 2015 sebesar 1,27 dan pada tahun 2019 sebesar 0,14. Selain itu, dilihat dari 
tingkat kemiskinan, kabupaten di Pulau Madura juga masih memiliki tingkat 
kemiskinan yang tinggi.  
Tabel 1.3  
Presentase Kemiskinan Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2012-2018 
Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kab. Bangkalan 24,70  23,23  22,38  22,57  21,41  21,32  19,59 
Kab. Sampang 27,97  27,08  25,80  25,69  24,11  23,56  21,21 
Kab. Pamekasan 19,61  18,53  17,74  17,41  16,70  16,00  14,47 
Kab. Sumenep 21,96  21,22  20,49  20,20  20,09  19,62  20,16 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
Dari data tingkat kemiskinan, kemiskinan di setiap kabupaten di Pulau 
Madura berfluktuatif ditiap tahunnya meskipun di tahun 2018 presentase 
kemiskinan dari keempat kabupaten menurun, akan tetapi tingkat kemiskinannya 
masih berada di atas 15%. Dengan demikian berdasarkan data diatas 
menunjukkan bahwasannya aktivitas kinerja ekonomi dan pembangunan ekonomi 
di Pulau Madura sangatlah rendah yang diukur dari tingkat PDRB ADHK, laju 
pertumbuhan ekonomi dan presentase kemiskinan. Padahal selama ini 
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pemerintah pusat telah memberikan kewenangan dan keluasaan untuk mengolah 
keuangannya agar dapat meningkatkan kinerja dan pembangunan ekonomi di tiap 
daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat memberikan dana transfer pada 
pemerintah daerah di era desentralisasi ini sebagai penyeimbang keuangan antar 
daerah serta peningkat pembangunan ekonomi melalui Dana Alokasi Khusus 
(DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Wardhana et al., 2013).  
Tabel 1.4  
DAU dan DAK Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2016-2018 
Kabupaten 2016 2017 2018 
DAU DAK DAU DAK DAU DAK 
Kab. 
Bangkalan 
101224300 47854800  101224250 35419744  99446068 30831457  
Kab. Sampang 82795300 263276000 88791177 198499971 82544316 294215735 
Kab. 
Pamekasan 
862936000 43322400 862935567  37716098 849764469 28912569 
Kab. Sumenep 1110488000 2255950000 1104878530 3255087240 1110487853 3305549200 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
 
Adanya Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari kabupaten-
kabupaten di Pulau Madura yang cenderung meningkat setiap tahunnya ini, 
seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan 
pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten tersebut mengingat bahwa 
dengan adanya DAU diharapkan daerah sanggup untuk mengalokasikan 
keuangannya pada sektor yang potensial sebagai pendorong investasi di daerah 
dan juga dampaknya terhadap peningkatan pada pelayanan publik. Termasuk 
dengan adanya DAK diharapkan ketimpangan antar daerah dapat menurun, 
karena DAK ini diperuntukkan berdasarkan bidang yang menjadi prioritas nasional 
seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. 
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Oleh karena itu, Kota Surabaya yang menjadi pusat pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur diharapkan pula dapat 
memberikan efek pembangunan ekonomi pula di daerah sekitarnya khususnya 
Kabupaten di Pulau Madura sesuai dengan teori pertumbuhan Perrox mengingat 
kinerja ekonomi dan pembangunan kabupaten di Pulau Madura masih terlambat 
dibandingkan daerah lainnya. Maka sebab itu, pemerintah provinsi Jawa Timur 
membangun sarana infrastruktur berupa Jembatan Suramadu. Pembangunan ini 
diharapkan dapat menjadi akses yang efisien dan efektif untuk meningkatkan 
mobilitas perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang 
signifikan dan sebagai penggerak pembangunan ekonomi di Pulau Madura untuk 
dapat bersaing dengan daerah yang lain karena dapat terhubung langsung 
dengan pusat pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya (Suprijati & 
Yakin, 2017). 
Dibangunnya Jembatan Suramadu ini merupakan bentuk dari pembangunan 
infrastruktur. Infrastruktur memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan 
sosial dan kualitas lingkungan, sekaligus mempunyai keterkaitan dengan proses 
kinerja serta pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Indikasi yang ditunjukkan 
berdasarkan hal tersebut adalah wilayah dengan sistem infrastruktur yang lengkap 
biasanya lebih baik tingkat kesejahteraan sosial serta kualitas lingkungannya, dan 
pertumbuhan ekonominya pun juga lebih baik (Effendi, 2013). Dengan adanya 
pembangunan Jembatan Suramadu ini diharapkan dapat menjadi dongkrak 
perkembangan pertumbuhan dan pembangunan di Pulau Madura yang sekaligus 
pula diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi utamanya pada PDRB 
kabupaten di Pulau Madura. 
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Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) 
dari Universitas Airlangga, menyebutkan wilayah Madura tergolong wilayah 
dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah kedua di Jawa 
Timur sebesar Rp 16.701,48 Milyar. 
Tabel 1.5  
Data PDRB Jawa Timur Berdasarkan Pembagian Wilayah Jawa Timur 
Tahun 2018 
Wilayah Nilai Rata-Rata 
 PDRB (dalam milyar 
Rp) 
Keterangan 




Rp 49.998,11,- Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, 
Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, 
Pasuruan, Bondowoso dll 
Wilayah 
Selatan 




Rp 16.701,48,- Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 
Sumenep 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
Berdasarkan fenomena empiris tersebut, hal ini menjadi daya tarik 
permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan dari sisi teori pengeluaran 
pemerintah maupun modal publik menyatakan bahwasannya ketersediaan DAU, 
DAK, dan potensi fisik infrastruktur daerah akan memberikan dampak terhadap 
sistem ekonomi dan sosial di masyarakat, yang dari adanya potensi infrastruktur 
yang baik akan berdampak pula pada produktivitas penduduk dan akan 
menghasilkan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan kinerja ekonomi dan 
pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun 
sudah tersedia DAU, DAK yang cukup meningkat disetiap tahunnya serta sarana 
infrastruktur berupa Jembatan Suramadu, tingkat kinerja dan pembangunan 
ekonomi di Pulau Madura masih rendah serta angka kemiskinan ditiap kabupaten 
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di Pulau Madura masih diatas 15%. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 
tertarik untuk meneliti terkait “Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu dan 
Spillover Effect Kegiatan Ekonomi Kota Surabaya Terhadap Wilayah Madura”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang pada penelitian “Dampak 
Pembangunan Jembatan Suramadu dan Spillover Effect Kegiatan Ekonomi Kota 
Surabaya Terhadap Wilayah Madura” yang telah dipaparkan sebelumnya, 
diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah keberadaan infrastruktur jembatan Suramadu memberikan dampak 
bagi pembangunan Ekonomi di Madura? 
2. Apakah Aktivitas Ekonomi Kota Surabaya memberikan spillover effect bagi 
Madura dalam bentuk spread effect atau backwash effect? 
3. Apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung peningkatan kinerja 
pembangunan ekonomi di Pulau Madura? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah penelitian “Dampak 
Pembangunan Jembatan Suramadu dan Spillover Effect Kegiatan Ekonomi Kota 
Surabaya Terhadap Wilayah Madura” maka tujuan penelitian dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Menganalisis dampak  infrastruktur jembatan Suramadu bagi pembangunan 
Ekonomi di Madura; 
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2. Menganalisis spillover effect (spread effect atau backwash effect) aktivitas 
ekonomi Kota Surabaya bagi Madura; 
3. Menganalisis faktor-faktor yang dapat mendukung peningkatan kinerja 
pembangunan ekonomi di Pulau Madura. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi teoritis bagi 
pengembangan keilmuan utamanya kajian-kajian dibidang regional. Kajian ini juga 
dapat menjadi referensi bagi peneltii selanjutnya yang hendak mendalami 
permasalahan-permasalahan terkait dampak pembangunan infrastruktur dan 
pembangunan ekonomi wilayah. 
Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat praktis bagi pemerintah Provinsi 
Jawa Timur mengenai perencanaan pembangunan khususnya upaya dalam 
meningkatkan kinerja ekonomi dan pembangunan wilayah yang masih relatif 





BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pembangunan Ekonomi 
Kebijakan dari pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dalam arti luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu 
dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan 
oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat 
untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan 
masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi 
juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya 
pembatasan tersebut maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya 
didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan 
pendapatan per kapita penduduk didalam suatu masyarakat dalam jangka panjang 
(Azis, 2018). 
Dari definisi tersebut, maka pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat 
penting yakni pertama, suatu proses yang merupakan perubahan yang terjadi 
secara berkelanjutan. Kedua, usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan 
perkapita. Ketiga, kenaikan pendapatan perkapita itu harus tetap berlangsung 
dalam jangka panjang. Menurut Witjaksono (2009), pembangunan ekonomi 
merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu dapat 
diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-
perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, 
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dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.  
Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola 
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan 
ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui 
runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan 
ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke 
tahap pembangunan berikutnya (Arsyad, 2014).  Di dalam proses pembangunan 
ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah 
berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional tidak dapat dihindari 
mengingat adanya perbedaan dalam kekayaan sumber daya yang dimiliki antara 
daerah yang satu dengan daerah yang lainya. Dasar pelaksanaan pembangunan 
itu sendiri serta konsentrasi kegiatan ekonomi juga berbeda.  Menurut Suryani 
(2006) teori-teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu :  
1. Inward –looking Theories. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh faktor-faktor 
ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.  
2. Output Oriented Theories. Teori ini mengangap bahwa adanya mekanisme 
yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah ke 
daerah lainnya.  
Teori mengenai pembangunan regional dapat dikelompokan kedalam tiga 
kategori yaitu :  
1. Proses pembangunan wilayah dan ketimpangan antardaerah;  
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2. Penyebab terjadinya ketimpangan;  
3. Alokasi intervensi antardaerah.  
Kategori-kategori tersebut bukan suatu pengelompokan yang mutlak tetapi 
antara yang satu dengan yang lainya dapat saling melengkapi. Ketimpangan 
pembangunan antara daerah dengan pusat atau daerah dengan daerah adalah 
merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan adanya faktor endowment dan awal 
dari pelaksanaan pembangunan serta investasi. Bagi daerah yang sudah terlebih 
dahulu membangun tentunya dapat lebih banyak menyediakan sarana dan 
prasarana, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi. Proses tersebut 
menunjukkan ketimpangan pembangunan antar daerah yang sebenarnya 
merupakan akibat dari adanya proses pembangunan itu sendiri. 
2.1.2 Teori Pusat Pertumbuhan 
Teori pertumbuhan dirintis oleh Francois Perroux dengan istilah Growth 
Center, Development pole atau Growth pole. Ide dasar dari teori kutub 
pertumbuhan adalah bahwa akan ada sekelompok industri yang mampu 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dinamis di wilayah tersebut dan 
sekitarnya, ada hubungan erat antara satu industri dengan sama lain (keterkaitan 
sektor/industri dari sisi input dan output di antara industri dalam kelompok tersebut), 
dan ada industri yang unggul yang mampu menarik atau mendorong 
perkembangan industri lainnya dalam kelompok tersebut yang biasa disebut 
dengan leader atau leading sector. Kelompok industri inilah yang disebut dengan 





Gambar 2.1  
Ilustrasi Kutub-Kutub Pertumbuhan 
 
Sumber: Perroux dalam Jumino (2019) 
 
 
Inti teori Perroux dalam teori pusat pertumbuhan adalah pada proses 
pembangunan disuatu wilayah akan ada sektor industri yang tumbuh lebih cepat 
dari sektor lainnya, baik dari sisi motivasi, tenaga kerja, pasar, dan seterusnya 
yang selanjutnya menarik sektor-sektor lain yang terkait erat dengannya, 
khususnya sektor yang memberikan outputnya sebagai input ataupun yang 
membeli output sektor yang memimpin tersebut, untuk berlokasi di lokasi sekitar 
industri tersebut. Proses ‘berkumpulnya’ sekelompok industri yang saling terkait 
tersebut dalam suatu wilayah dikenal dengan istilah proses aglomerasi ekonomi. 
Pada perkembangan berikutnya, akan ada implikasi dari pertumbuhan sub lokasi 
industri tersebut, di mana lokasi tersebut akan menjadi pusat atau inti atau kutub 
suatu wilayah. Sementara lokasi/sub wilayah sekitarnya menjadi hinterland 
sehingga akan terdapat ketidakseimbangan antara pusat dengan hinterlandnya 
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dan dapat berdampak sesuatu yang disebut dengan Efek Pusat 
Pertumbuhan.Teori ini dikenal sebagai teori pusat pertumbuhan (growth of pole) 
yang merupakan dasar strategi kebijaksanaan pembangunan industri diberbagai 
daerah yang saat ini banyak digunakan. Perroux menyatakan bahwa, 
pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan, 
pertumbuhan akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang 
berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula. Selain, Perroux ahli ekonomi 
lainnya seperti Myrdal, Hirschman, Boudville dan Friedman juga mengungkapkan 
berbagai konsep tentang konsep pusat pertumbuhan. 
Menurut Myrdal bahwa pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu 
bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi 
lainnya. Pertumbuhan ini akan terjadi pada daerah belakangnya melalui melalui 
efek kumulatif yaitu efek penyebaran (spread effect) dan efek balik negatif 
(backwash effect). Prinsip pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh 
adanya industri propulsive tertentu, cenderung hanya akan menarik modal dari 
daerah sekitarnya, karena keuntungan lokasi pada wilayah tersebut. Hal ini 
memungkinkan backwash effect akan menjadi lebih kuat dari spread effect yang 
ditandai dengan adanya penyerapan ekonomi wilayah sekitarnya ke pusat-pusat 
pertumbuhan wilayah tersebut. Kekuatan efek penyerapan meliputi  penyerapan 
pasar hasil produksi bagi wilayah belum berkembang, sedangkan kekuatan efek 
balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan 
aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah tidak berkembang ke wilayah 
berkembang (Nurhayani et al., 2015). Apabila tidak ada kebijaksanaan intervensi 
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dari suatu mekanisme pasar maka pertumbuhan ekonomi ini akan menimbulkan 
pertumbuhan wilayah yang timpang.  
Sementara itu, menurut Hirschman bahwa pertumbuhan ekonomi pada 
pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek 
polarisasi (polarization effect) dan efek penetesan kebawah (trickling down effect). 
Polarisasi efek tersebut diperkuat dengan adanya pemusatan investasi pada pusat 
pertumbuhan, sedangkan trickling down effect dapat tumbuh dengan cara 
meningkatkan daya tarik wilayah sekitarnya. Adapun yang menjadi pembeda 
antara konsep Myrdal dan Hirschman adalah terletak pada kepercayaan masing – 
masing terjadinya spread effect atau trickling down effect melalui adanya kutub 
pertumbuhan tersebut. Menurut Myrdal bahwa backwash effect akan muncul lebih 
kuat dibandingkan spread effect. Sedangkan, menurut Hirschman dampak 
kebelakang atau trickling down effect akan lebih kuat dibandingkan dengan 
polarization effect (Ermawati, 2010). Apabila dilihat dari sudut pandang tata ruang 
geografis, industri-industri yang menjadi pendorong dan industri-industri yang 
dominan akan mendorong terjadinya aglomerasi-aglomerasi pada kutub-kutub 
pertumbuhan di mana pun mereka berada. Jelaslah bahwa industri pendorong 
mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Daerah-daerah 
yang menjadi kutub/pusat pertumbuhan tidak hanya terkait dengan keberadaan 
dan interaksi antara industri-industri inti, tetapi juga memerhatikan faktor-faktor lain. 
Pada daerah-daerah tersebut terdapat beberapa keuntungan yang menjadikannya 
lebih cepat berkembang dan diminati daripada daerah-daerah lain. Keuntungan-
keuntungan tersebut antara lain, kemudahan memperoleh sumber daya alam, 
keuntungan-keuntungan yang berkenaan dengan pusat transportasi, prasarana 
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yang sudah berkembang, serta potensi pasar yang tinggi pada daerah-daerah 
yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi (Pasaribu et al., 2014b). 
Berdasarkan tulisan mengenai kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan, 
perkembangan geografik dan konsep – konsep ekonomi dasar dapat didefinisikan 
sebagai berikut: 
a) Kutub pertumbuhan (growth poles) adalah pusat-pusat dalam arti 
keruangan yang abstrak, sebagai tempat kekuatan-kekuatan sentrifugal 
dan kekuatan sentripetal. Growth Poles bukan kota atau wilayah, 
melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis dan hubungan kegiatan 
ekonomi yang dinamis tersebut tercipta di dalam dan di antara sektor-
sektor ekonomi. 
b) Pusat pertumbuhan (growth centers) merupakan konsep kutub 
pertumbuhan yang dijadikan konsep keruangan yang konkret. Pusat 
pertumbuhan adalah sekumpulan (geografis) semua kegiatan. Pusat 
pertumbuhan adalah kota-kota atau wilayah perkotaan yang memiliki suatu 
industri propulsive yang komplek. Pertumbuhan pembangunannya sangat 
pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga dapat dijadikan 
sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 
perkembangan wilayah lain di sekitarnya. 
c) konsep yang menyatakan dampak dari perkembangan kutub/pusat 
pertumbuhan dapat lihat sebagai berikut : 
1. Spread effect merupakan dampak perkembangan inti/core yang 
menguntungkan daerah sekitarnya karena akan memperluas 
penyebaran sumber daya di wilayah sekitar. Di dalam konsep spread 
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effect, perkembangan pembangunan daerah yang lebih maju mampu 
mendorong perkembangan pembangunan di daerah yang miskin atau 
berkembang. Dengan adanya permintaan dari daerah yang lebih maju 
terhadap bahan-bahan hasil produksi pada daerah yang miskin atau 
berkembang. Permintaan-permintaan yang dibutuhkan daerah maju 
tersebut mencakup barang hasil pertanian, hasil industri barang 
konsumsi dan barang industri rumah. 
 
Gambar 2.2  












Sumber : Pasaribu et al., (2014) 
 
 
2. Backwash effect merupakan dampak perkembangan inti/core yang 
merugikan daerah sekitarnya karena akan menyerap sumber  daya di 
wilayah sekitar. Di dalam konsep backwash effect, pembangunan pada 
daerah yang maju akan menyebabkan hambatan yang jauh lebih besar 
daripada daerah yang masih terbelakang. Hal ini yang pertama 
disebabkan karena adanya corak perpindahan penduduk yang terdidik 
dan produktif yang berpindah ke daerah yang lebih maju. Kedua 
disebabkan karena adanya corak aliran modal yang lebih terjamin di 
daerah yang lebih maju sehingga semakin berkurangnya aliran dan 
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permintaan modal di daerah yang berkembang atau miskin dan yang 
terakhir disebabkan oleh adanya jaringan transportasi yang lebih baik 
di daerah atau wilayah yang lebih maju daripada daerah yang masih 
berkembang.  
Gambar 2.3  







Sumber : Pasaribu et al., (2014) 
 
 
3. Net spillover effect, merupakan dampak pertumbuhan suatu inti yang 
pada awalnya akan menyerap sumber daya daerah lainnya, tetapi 
dalam jangka panjang akan menguntungkan. 
Gambar 2.4  












Menurut Myrdal, Duckworth and Londress (1957) terjadinya ketimpangan 
regional karena besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan 
spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal akan 
meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan permintaan ke wilayah maju 
akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang 
menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang 
lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan 
modal di wilayah terbelakang (Dhyatmika, 2013). Spread effect dapat diartikan 
sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan mencakup aliran 
kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Sedangkan 
backwash effect dapat diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian 
mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran 
modal ke wilayah inti dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi 
wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi 
perkembangan wilayah inti.  
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator tingkat 
pembangunan manusia disuatu wilayah yang dihitung melalui perbandingan dari 
angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. UNDP mendefinisikan 
pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan 
bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan 
akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan 
pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah 
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produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Keempat hal pokok 
tersebut mengandung prinsip sebagai berikut: 
1) Produktivitas 
Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan 
berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dalam 
pembangunan ekonomi. 
2) Pemerataan 
Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua 
hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses 
tersebut harus dihapus sehingga penduduk dapat mengambil manfaat 
dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup.  
3) Kesinambungan 
Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak 
hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang. 
Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungan harus selalu 
diperbaruhi. 
4) Pemberdayaan 
Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang 
akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk 
berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. 
Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi 
kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya 
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adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan 
meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap 
dan mengelola sumber daya yang penting bagi pembangunan ekonomi 
(Lumbantoruan & Hidayat, 2013). Pengaruh pembangunan manusia terhadap 
pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau 
dalam ilmu ekonomi lazim disebut mutu modal manusia. Peningkatan kualitas 
modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan 2 faktor penentu yang 
sering kali disebutkan dalam beberapa literature yaitu pendidikan dan kesehatan.  
Pada level mikro, peningkatan pendidikan penduduk dikaitkan dengan 
peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan 
produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang memilki tingkat pendidikan 
tinggi maupun pengalaman pelatihan yang banyak, semakin tinggi 
produktivitasnya dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang akan 
tinggi. Disamping pendidikan,kesehatan juga memiliki peranan terhadap 
pembangunan ekonomi. pengaruh kesehatan terhadap pembangunan ekonomi 
terjadi langsung maupun tidak langsung.  Pengaruh secara tidak langsung faktor 
kesehatan terhadap pembangunan ekonomi umumnya melalui beberapa cara, 
antara lain perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi 
angkatan kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam 
tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang kepada pembangunan ekonomi, 
ataupun perbaikan taraf kesehatan mendorong bertambahnya jumlah penduduk 
yang akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja. Tingkat 
kesehatan yang baik akan mempengaruhi penguasaan keterampilan dan 
kemampuan mengendalikan tekanan, sehingga mampu mengembangkan 
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intensitas riset dan karenanya kemajuan teknologi akan tercapai. Kemajuan 
teknologi ini akan mempengaruhi kemampuan produksi barang dan jasa yang 
pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi 
(Lumbantoruan & Hidayat, 2013). 
2.1.4  Human Capital Investment 
Investasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 
untuk meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang (Suyanto et al., 2015). 
Investasi dilakukan dengan cara menanamkan sejumlah modal berupa dana 
selama jangka waktu tertentu sehingga dapat diperoleh tingkat keuntungan yang 
dapat dinikmati di kemudian hari. Wujud dari investasi dapat beraneka ragam. 
Selain berupa investasi barang modal yang biasa dilakukan oleh perusahaan, 
investasi juga dapat berupa investasi modal manusia yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang. Menurut Pertiwi (2015), wujud dari tingkat keuntungan yang 
diperoleh dari aktivitas investasi modal manusia adalah peningkatan tingkat 
penghasilan. Artinya, semakin banyak biaya yang dikorbankan, maka akan 
semakin besar peluang untuk memperoleh tingginya tingkat penghasilan. 
Investasi modal manusia menjadi kegiatan yang penting untuk dilakukan. Hal 
ini didasari oleh adanya keinginan suatu perusahaan dalam memperoleh tenaga 
kerja dengan produktivitas tinggi. Mereka akan sanggup membayar upah yang 
tinggi untuk tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi pula. Tentunya, untuk 
dapat meningkatkan produktivitasnya, tenaga kerja perlu dibekali dengan modal 
manusia yang bermutu. Modal ini dapat diperoleh tenaga kerja selama proses 
hidupnya, baik itu melalui pendidikan formal, pelatihan tenaga kerja untuk 
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meningkatkan keahlian, ataupun juga melalui on-the job training dan pengalaman 
hidupnya (Saptalia, 2008). 
Berbeda dengan kegiatan investasi pada umumnya, modal untuk investasi 
pada modal manusia ini tidak dapat dijual kembali. Artinya, modal yang 
dikeluarkan selama kegiatan investasi ini telah berubah menjadi wujud lain berupa 
mutu modal manusia. Oleh karena itulah Suyanto et al. (2015) menyebutkan 
bahwa biaya peluang atau opportunity cost untuk investasi modal manusia ini 
tidaklah sedikit. Namun, besarnya biaya yang dikeluarkan ini juga sebanding 
dengan keuntungan atau return yang diperoleh di kemudian hari. Oleh karena 
berdampak pada peningkatan produktivitas yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja, 
investasi modal manusia ini pada akhirnya juga dapat meningkatkan upah riil dari 
seorang tenaga kerja.  
Schultz (1961) juga menyatakan bahwa perbedaan kualitas modal manusia 
sangat menentukan perbedaan tingkat pendapatan pada tiap individu. Schultz 
(1961) menjelaskan tenaga kerja yang tidak bersekolah, dalam kondisi kesehatan 
yang buruk, keterbatasan keterampilan ataupun juga kemampuan tidak dapat 
memperoleh pendapatan yang lebih besar dari tenaga kerja dengan kualifikasi 
yang sebaliknya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada 
beberapa indiktator yang dapat digunakan untuk mencapai modal manusia yang 
berkualitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, keterampilan dan kemampuan.  
Secara lebih lengkap, Schultz (1961) menjelaskan ada lima poin yang dapat 
meningkatkan kualitas modal manusia. Diantaranya yaitu (1) fasilitas dan layanan 
kesehatan yang mendukung tercapainya angka harapan hidup yang tinggi, (2) 
pelatihan di tempat kerja termasuk diantaranya adalah berupa magang yang 
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disediakan oleh masing-masing perusahaan, (3) pendidikan formal, mulai dari 
tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi, (4) pendidikan non formal, serta 
(5) tingkat responsibitas individu dalam merespon perubahan pada kesempatan 
kerja.  
Menurut Becker (1975), keputusan investasi individual dalam hal pekerjaan 
baik yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja, pilihan karir, 
dan lain-lain, tidak terlepas dari logika ekonominya. Logika ekonomi ini dapat 
diartikan juga sebagai pemikiran rasional mengenai perbandingan antara biaya 
dan manfaat. Ketika biaya yang dikeluarkan secara rasional dinilai lebih rendah 
dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima di masa mendatang, maka 
keputusan untuk meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan akan diambil. 
Namun sebaliknya, ketika biaya yang dikeluarkan secara rasional dinilai lebih 
tinggi dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima di masa mendatang, 
maka keputusan untuk meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan tidak 
dapat diambil. 
Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa keinginan memperoleh 
keuntungan merupakan alasan bagi seseorang untuk bersedia melakukan 
kegiatan investasi modal manusia. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi yang 
dimaksud adalah berupa keinginan untuk dapat meningkatkan tingkat 
kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan upah riil yang diterima.  
2.1.5  Investasi 
Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat atau permintaan efektif 
sebagai faktor utama penggerak perekonomian, dimana baik negara maupun 
sektor swasta memegang peranan penting. Keynes memandang pemerintah 
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sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja 
publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan “permintaan 
efektif” jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Pada 
masa resesi, kenaikan pada pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong 
kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I) dan karenanya dapat menaikkan GDP (Y). 
Dimana jika terjadi percepatan pada pertumbuhan GDP atau ekonomi dan 
pendapatan perkapita masyarakat akan mengakibatkan pada proses 
pembangunan ekonomi yang lebih baik pula (Sulistiawati, 2012). 
Harrod-Domar juga mengembangkan teori Keynes dengan memberikan 
peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, 
khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi 
menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari permintaan investasi, dan 
kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara 
meningkatkan stok capital yang merupakan dampak dari penawaran investasi. 
Solow dan Swan kemudian juga mengoreksi teori yang dikemukakan oleh Harrod-
Domar dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada 
ketersediaan faktor-faktor produksi meliputi pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, 
akumalasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Asumsi yang digunakan adalah 
skala pengembalian yang konstan (constan return to scale), substitusi antara 
modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktifitas 
marjinal yang semakin menurun (diminishing marginal productivity) dari tiap 
inputnya. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap 
sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah 
tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, 
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sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti akan menambah 
jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar 
berarti ukuran pasar domestiknya adalah besar. Dengan ukuran pasar domestik 
yang besar akan menarik banyak investasi di daerah tersebut. 
Investasi ini diperlukan bagi setiap daerah dikarenakan dapat mengurangi 
ketimpangan ekonomi dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. 
Menurut Kuncoro dalam Sahar (2018) ketimpangan mengacu pada standar hidup 
yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu 
adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang 
membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, 
sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah 
tersebut. 
Menurut Kahirunnisa and Hidayat (2008) adapun faktor-faktor penyebab 
ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu : 
1. Perbedaan kandungan sumber daya alam 
Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber 
daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya 
ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, 
gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses 
pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki 
minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah 
yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah tidak 
ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga 
sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong 
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pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan 
kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan 
produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan 
sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-
barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan 
daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih 
rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang 
bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. 
2. Perbedaan Kondisi Demografi 
Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan 
antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup 
besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan 
struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi 
ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut. Perbedaan 
kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah 
karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat 
pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang 
baik akan cenderung memiliki produktivias kerja yang lebih tinggi sehingga 
hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan 
meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 
daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu 
kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif 
rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan 
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kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga 
pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. 
3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa 
Mobilitas barang dan jasa antar daerah jelas akan mempengaruhi 
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa bila kegiatan perdagangan baik internasional maupun antar 
wilayah) kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi 
(factor price equilization) akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses 
pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar 
wilayah akan cenderung menjadi tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini 
meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang 
disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Bila mobilitas 
barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak 
dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya 
dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja 
di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang 
sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan 
cenderung tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan 
sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas di dalam suatu daerah, seperti 
: jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-
lain. 
4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah 
Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah yang cukup 
tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan 
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pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan 
lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih 
tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi 
kegiatan ekonomi yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan 
cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan 
ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong 
proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan 
kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila 
konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang 
selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya 
tingkat pendapatan masyarakat setempat. 
Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh 
beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak 
pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan 
mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, 
khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, 
meratanya fasilitas trasnportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut 
mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi 
demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan 
ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia 
tersedia dengan kualitas yang lebih baik. 
5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah 
Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat 
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menarik lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung 
mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. 
Selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui 
penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per 
kapita yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya terjadi bila investasi 
pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyatalebih rendah. 
Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh 
sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah 
yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan 
cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga 
ketimpangan antardaerah cenderung tinggi. Akan tetapi sebaliknya 
bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, 
maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga 
ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung lebih rendah. 
Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak 
ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan 
banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah 
keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah, sedangkan keuntungan 
lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan 
baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan 
upah buruh, konsenstrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. 
Termasuk ke dalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi 
yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi 
terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan 
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bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah 
perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini 
menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan 
dengan daerah pedesaan.  
Kuznets (1995) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, 
distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi 
pendapatannya akan mengalami peningkatan. Hipotesis Kuznet menyatakan 
adanya hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan distribusi 
pendapatan. Hubungan antara tingkat pendapatan dan ketimpangan distribusi 
pendapatan dihipotesiskan berupa bentuk hubungan dengan pola U-terbalik 
(inverted Ushaped pattern) yang artinya distribusi pendapatan cenderung semakin 
timpang pada tahap awal pembangunan dan kemudian cenderung lebih merata 
pada tahap selanjutnya sejalan dengan perbaikan tingkat pendapatan. Observasi 
inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena 
perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet 
dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari 
perluasan sektor modern. Kuznets menitikberatkan pada perubahan struktural 
yang terjadi pada pembangunan ekonomi. Ketika peranan sektor industri semakin 
meningkat, maka terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri 
modern termasuk industri pengolahan dan jasa. Di dalam transisi ekonomi ini, 
produktivitas tenaga kerja pada sektor modern lebih tinggi daripada produktivitas 
sektor pertanian sehingga pendapatan per kapita pada sektor modern juga akan 
lebih tinggi.  
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2.1.5 Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Rasio Pendidikan 
Menengah Keatas Terhadap Gambaran Kondisi Penduduk 
Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan yang artinya kondisi 
dari kualitas penduduk berpengaruh terhadap dinamika pembangunan. Menurut 
Teori Malthus, perkembangan jumlah penduduk mengikuti deret ukur yang lebih 
cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan pangan yang mengikuti deret hitung. 
Untuk itu seiring dengan perkembangannya penduduk menurut Adam Smith, 
jumlah penduduk yang semakin besar akan sangat menjanjikan pada laju 
perkembangan pertumbuhan ekonomi. Terlebih jika jumlah penduduk dipengaruhi 
oleh permintaan tenaga kerja sehingga produktivitas tenaga kerja yang dimiliki 
akan meningkat.  Akan tetapi perlu diingat dalam hal ini tidak dapat dari segi 
kuantitas penduduk saja yang menjadi peran emas dalam pembangunan ekonomi, 
melainkan harus diiringi pula oleh kualitas penduduk yang digambarkan oleh 
tingkat pendidikannya. Dalam teori human investment, pendidikan merupakan 
suatu bentuk investasi pada setiap penduduk, dimana jika pendidikan penduduk 
tersebut meningkat akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan 
kesejahteraan penduduk pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan maupun 
pembangunan ekonomi suatu wilayah tersebut. Pada penelitiaan ini, gambaran 
akan kualitas pendidikan penduduk dicerminkan oleh data rasio penduduk yang 
berpendidikan menengah keatas. Dari rasio penduduk yang berpendidikan 
menengah keatas nantinya akan dapat dengan jelas diketahui seberapa 
presentase dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada yang memiliki 
pendidikan menengah keatas. Oleh karena itu dalam penelitian ini, gambaran akan 
penduduk dapat tercermin dari jumlah penduduk dan rasio penduduk yang 
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berpendidikan menengah keatas sesuai dengan landasan teori Malthus, Adam 
Smith dan human investment yang telah dibahas sebelumnya (Ainy et al., 2019).  
2.1.6 Hubungan Antara Realisasi Belanja DAU, DAK, Bantuan 
Keuangan dan Hibah Bansos Terhadap Gambaran Kondisi 
Belanja Daerah 
Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah 
dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan pubik. Dalam hal ini terdapat pos-
pos tertentu dalam komponen belanja daerah yang digunakan pemerintah dalam 
pelayanan publik yakni realisasi DAU, DAK, bantuan keuangan dan hibah bantuan 
sosial. Belanja daerah dalam teori ekonomi publik tergolong dalam pengeluaran 
pemerintah untuk pos pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin besar 
pengeluaran pemerintah maka nantinya diharapkan akan berdampak pada 
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan ekonomi pada suatu 
daerah tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Keynes (Prasetya, 2012). 
Peruntukkan realisasi DAU sendiri dialokasikan untuk pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah, yang dihitung berdasarkan alokasi dasar yaitu jumlah gaji 
pegawai negeri sipil daerah, serta berdasarkan celah fiskal yaitu selisih antara 
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Untuk realisasi DAK 
digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan 
prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Sedangkan 
realisasi bantuan keuangan ini diperuntukkan untuk pemberian bantuan keuangan 
terhadap daerah lainnya yang kurang mampu dalam membiayai daerahnya 
sehingga ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat 
diminimalisir adanya bantuan keuangan ini. Untuk realisasi hibah bansos 
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diperuntukkan untuk bantuan sosial baik berupa uang, barang atau jasa oleh 
pemerintah terhadap masyarakatnya yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial dan masyarakat lebih sejahtera. Oleh karena 
itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan realisasi dari DAU, DAK, bantuan 
keuangan dan hibah bansos karena komponen ini dapat menggambarkan kondisi 
pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya 
melalui output belanja daerah yang kemudian nantinya dapat berdampak pada 
pembangunan ekonomi.  
2.1.7 Hubungan Antara Pengeluaran Infrastruktur Terhadap 
Ketersediaan Infrastruktur  
Infrastruktur ini merupakan wujud dari public capital (modal public) yang 
dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara umum 
meliputi ketersediaan jalan, jembatan dan sarana infrastruktur lainnya yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan sosial maupun 
ekonomi. Ketersediaan potensi fisik infrastruktur ini memberikan dampak terhadap 
sistem ekonomi dan sosial dimasyarakat. Dari adanya infrastruktur yang baik ini, 
akan berdampak pula pada produktifitas setiap penduduk yang bekerja karena 
mereka mempunyai alat untuk bekerja berupa peralatan dan infrastruktur yang 
memadahi untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan modal 
fisik. Hal ini selaras dengan penjelasan Todaro & Smith (2003) yang mengatakan 
bahwa ketersediaan infrastruktur disuatu negara adalah faktor penting sebagai 
penentu bagi tingkat kecepatan dan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, 
pemerintah menyediakan infrastruktur yang ada tentunya sangat erat berkaitan 
dengan pengeluaran pemerintah dibidang infrastruktur atau anggaran infrastruktur. 
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Dalam teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Keynes, pemerintah 
mengeluarkan atau melakukan pembiayaan untuk fasilitas publik tak lain agar 
masyarakatnya lebih dapat sejahtera sehingga dapat berdampak pada 
pembangunan ekonomi daerah tersebut.  
2.1.8 Hubungan Antara PMTB dan Kapasitas Fiskal Terhadap 
Gambaran Kondisi Investasi  
Investasi atau permodalan merupakan persediaan faktor produksi yang 
secara fisik dapat dihasilkan maupun direproduksi. Jika persediaan modal terebut 
meningkat dalam jangka waktu tertentu maka dapat dikatakan bahwa terjadi 
pembentukan modal pada waktu tersebut. Kondisi tingkat investasi yang ada di 
daerah dapat tergambarkan dari adanya PMTB dan kapasitas fiskal. PMTB 
merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi. studi empiris Badan Pusat Statistik, PMTB (Pembentukan Modal Tetap 
Bruto) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengetahui 
kontribusi PMTB serta perubahan inventori terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu 
dicari keterkaitan antara besaran PMTB dan persediaan dengan perkembangan 
atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun demikian untuk mengetahui 
informasi tentang PMTB dan persediaan yang merupakan proses akumulasi 
tersebut tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan 
suatu negara/wilayah dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan inventori 
terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi, dimana sebagian dari investasi 
dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan 
dalam kegiatan produksi atau proses produksi.  
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Selain PMTB, kapasitas fiskal dapat menjadi penentu dari kegiatan investasi. 
Adapun instrument kapasitas fiskal yaitu dana perimbangan, pajak daerah, 
retribusi daerah dan PAD. Dari adanya kapasitas fiskal ini dapat menggambarkan 
bagaimana kondisi kemampuan daerahnya yang dapat menjadi ketertarikan 
pertimbangan investor dalam berinvestasi (Amelia, 2010). Semakin mapan kondisi 
kapasitas fiskal, dapat semakin tergambar bahwa daerah tersebut baik dalam 
pengelolaan keuangannya dan dapat sebagai daya tarik untuk investasi. Investasi 
merupakan suatu bagian penting dalam suatu perkonomian karena investasi 
mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa 
sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi berarti 
kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan 
output dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 
2.1.9 Hubungan Antara PDRB Perkapita dan PDRB ADHB Terhadap 
Gambaran Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. 
pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. 
Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. 
Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang 
menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. 
Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses kenaikan 
output perkapita dalam jangka panjang. Maka oleh sebab itu, dalam hal ini PDRB 
perkapita dan PDRB ADHB dapat menggambarkan kondisi pembangunan 
ekonomi daerah. PDRB perkapita sendiri merupakan gambaran dan rata-rata 
pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu 
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wilayah/daerah, sedangkan PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat berjalan.  
2.1.10 Hubungan Antara Penduduk dan Investasi 
Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses 
pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. 
Pertama, investasi menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari 
permintaan investasi, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi 
perekonomian dengan cara meningkatkan stok capital yang merupakan dampak 
dari penawaran investasi. Stok capital yang merupakan dampak penawaran 
investasi ini menurut Solow dan Swan meliputi pertumbuhan penduduk, tenaga 
kerja, akumalasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Asumsi yang digunakan 
adalah skala pengembalian yang konstan (constan return to scale), substitusi 
antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktifitas 
marjinal yang semakin menurun (diminishing marginal productivity) dari tiap 
inputnya. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap 
sebagai salah satu faktor positif yang memacu adanya investasi sehingga dapat 
menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jumlah tenaga kerja 
yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan 
pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga 
produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran 
pasar domestiknya adalah besar sehingga akan menarik investasi yang besar pula. 
Investasi ini diperlukan bagi setiap daerah dikarenakan dapat mengurangi 
ketimpangan ekonomi dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. 
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2.1.11 Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pembangunan 
Ekonomi 
Tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah atau 
daerah dapat dilihat dari laju tingkat output produksi dari seluruh sektor ekonomi 
pada daerah tersebut yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi peningkatan PDRB ialah faktor demografi atau faktor 
kependudukan. Menurut (Novrantyo, 2016) pertumbuhan penduduk dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena dengan pertumbuhan 
penduduk yang tinggi dapat meningkatkan produk domestik bruto daerah dan 
meningkatkan produksi lokal. Dalam kondisi ini penduduk berperan sebagai pelaku, 
sasaran pembangunan sekaligus sebagai penikmat hasil pembangunan. Jadi, 
untuk menuju sasaran pertumbuhan ekonomi suatu negara, terdapat faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang 
mempengaruhinya yakni faktor kependudukan. Pertumbuhan penduduk dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi disisi lain juga dapat menghambat laju 
pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari pertumbuhan penduduk ialah 
meningkatkan pendapatan daerah dan potensi pajak yang tinggi. Sedangkan 
dampak negatifnya ialah semakin tingginya tingkat pengangguran. Dalam Teori 
Malthus mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung meningkat 
secara geometri, sedangkan kebutuhan hidup riil hanya meningkat secara 
aritmatik sehingga menurut Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk cenderung 
akan menambah beban perekonomian bangsa. Namun disisi lain teori ini 
berbanding terbalik. Menurut ahli ekonomi seperti Deliarnov dalam (Novrantyo, 
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2016) mengungkapkan bahwa Malthus dinilai mengabaikan adanya faktor 
teknologi. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan kemajuan 
teknologi dimulai dengan revolusi industri pada abad ke 18, revolusi hijau dan 
revolusi biru. Dengan adanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi, secara 
otomatis akan meningkat perekonomian suatu negara dan dengan adanya 
peningkatan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat 
mengurangi kesenjangan ekonomi dan dapat meningkatkan pembangunan 
daerah.   
2.1.12 Hubungan Antara Rasio Penduduk Yang Berpendidikan 
Menengah Keatas  dan Investasi  
Penduduk yang berpendidikan tinggi menengah keatas merupakan salah 
satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi disuatu wilayah. 
Human capital merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 
1776 dibidang ekonomi klasik. Menurut Schultz (1961) human capital dapat 
dicapai melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja 
berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak 
jumlah manusia atau tenga kerja maka produktifitasnya semakin tinggi. Investasi 
merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. 
Pendidikan dan pelatihan yang semakin tinggi yang didapatkan manusia akan 
meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga produktifitasnya juga 
akan meningkat. Cara kedua tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga 
kerja. Dengan adanya tingkat rasio penduduk disuatu daerah yang berpendidikan 
menengah keatas ini maka akan memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja 
penduduk yang tinggi pula. Adanya produktivitas tenaga kerja penduduk akan 
40 
 
berdampak pada investasi suatu wilayah dikarenakan input dari adanya investasi 
adalah modal (K) dan tenaga kerja (L). Semakin meningkatnya penduduk yang 
memiliki produktifitas tenaga kerja yang tinggi maka ukuran pasar domestiknya 
juga semakin besar sehingga akan menarik investasi yang besar di wilayah 
tersebut (Nurkholis, 2018) 
2.1.13 Hubungan Antara Rasio Penduduk Yang Berpendidikan 
Menengah Keatas  dan Pembangunan Ekonomi 
Istilah modal manusia mengacu pada kemampuan produktifitas dan 
pengetahuan yang berada pada setiap tenaga kerja yang memiliki sifat nilai 
ekonomi berupa jasa dimasa yang akan datang.  Schultz (1961) menyatakan baik 
modal fisik maupun modal manusia sangat penting bagi produktifitas. Seiring 
dengan peningkatan modal fisik dan modal manusia, keuntungan semakin 
meningkat. Melakukan tambahan pendidikan dan pelatihan keterampilan pada 
pekerja akan meningkatkan kinerja kerja. Modal manusia memiliki manfaat 
instrinsik untuk masa depan. Manfaat intrinsik dapat mempengaruhi kesejahteraan 
individu. Dengan demikian menurut Mincer (1981) modal fisik dan modal manusia 
dapat dikatakan sebagai asset karena investasi pada keduanya akan 
menghasilkan beberapa jenis output. Ekonom percaya bahwa terdapat manfaat 
dari investasi dalam modal manusia. Investasi dalam kemampuan pendidikan dan 
pelatihan disimpulkan mampu menghasilkan produktifitas individu yang lebih tinggi 
mengakibatkan kompensasi. Dengan pendidikan yang tinggi, seseorang mampu 
pindah dari status ekonomi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dan keluar dari 
kemiskinan (Warda et al., 2018).  
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Dilain pihak, ketimpangan dalam pendidikan memiliki korelasi dengan 
ketimpangan dalam pasar kerja dan ketimpangan pendapatan. Hal ini dijelaskan 
oleh pengembalian modal yang akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya 
pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat 
kemampuan bekerja, pengetahuan dan informasi yang mempengaruhi 
produktivitas kerja seseorang dan pada akhirnya pendapatan. Di level keluarga, 
akses terhadap pendidikan sendirilah yang menjadi penjelas terhadap 
peningkatan ekonomi. Dalam hal ini pendidikan yang baik menjadi input bagi 
modal manusia dalam meningkatkan produktifitas. Jika investasi pada pendidikan 
ini besar, maka kesejahteraan pada masyarakat juga akan meningkat dan 
masalah ketimpangan serta kemiskinan yang ada dapat teratasi sehingga akhirnya 
dapat menaikkan tingkat pembangunan ekonomi yang ada di wilayah tersebut 
(Pieters, 2011).  
2.1.14 Hubungan Antara Konsumsi Pemerintah dan Investasi 
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi 
permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian dua sektor sisi 
permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri dari dua komponen yaitu konsumsi 
dan investasi sehingga persamaan dalam penawaran agregat sebagai berikut: 
Y = C + I………………………………………………………..(2.1) 
Dimana: Y= PDB 
   C= Konsumsi  
    I= Investasi 
 
Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya konsumsi (c) ini merupakan 
konsumsi atas belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Analisis Harrod-Domar 
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dalam perekonomian dua sektor, investasi harus mengalami kenaikan agar 
perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan dan pertambahan 
investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Hal yang 
perlu berlaku yakni apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih 
banyak (konsumsi/pengeluaran pemerintah), maka dalam keadaan yang demikian 
barang-barang modal yang bertambah dapat digunakan sepenuhnya apabila 
investasi juga berperan dalam hal ini (Deprianto et al., 2011). Pengeluaran 
pemerintah untuk konsumsi ini bersumber dari insentif fiskal seperti DAU, DAK, 
bagi hasil pendapatan sumber daya alam dan bagi hasil pendapatan sumber daya 
lain yang mana anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan pelayanan 
publik yang dapat menurunkan adanya ketimpangan antar daerah sehingga 
investasi daerah dapat meningkat (Wardhana et al., 2013).  
2.1.15 Hubungan Antara Konsumsi Pemerintah dan Pembangunan 
Ekonomi 
Pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan 
oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan 
pendapatannya. Dalam teori Keynes, variabel G yang melambangkan 
pengeluaran/ konsumsi pemerintah akan mempengaruhi pembentukan 
pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pendapatan nasional (Y). 
Pemerintah memberi sumbangan terhadap pengeluaran ini melalui pembelian 
barang dan jasa. Pembelian ini berupa faktor produksi dan pembelian produk, 
porsi untuk konsumsi dan investasi berupa anggaran belanja rutin dan belanja 
modal, porsi untuk konsumen dan untuk perusahaan. Porsi untuk konsumen 
ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses 
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investasi seperti pembangunan jalan raya, pengeluaran pendidikan, transfer 
payment dan pengeluaran lainnya (Musgrave, 1989).  
Pengeluaran untuk proses konsumsi ini bersumber dari insentif fiskal seperti 
DAU, DAK, bagi hasil pendapatan sumber daya alam dan bagi hasil pendapatan 
sumber daya lain (Wardhana et al., 2013). Pengeluaran dari konsumsi yang 
bersumber dari anggaran tersebut disebut dengan pengeluaran infrastruktur. 
Infrastruktur memiliki peran sangat krusial dalam pembangunan ekonomi di suatu 
wilayah. Infrastruktur menjamin akses terhadap layanan dasar sehingga dapat 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teorinya adalah bahwa pembangunan 
infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan 
meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan 
infrastruktur diharapkan mampu mengurangi kemiskinan. Dampak pembangunan 
infrastruktur terhadap pengurangan ketimpangan tergantung pada jenis 
infrastruktur dan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu 
pengeluaran pemerintah untuk konsumsi berupa infrastruktur yang inklusif mutlak 
diperlukan guna memfasilitasi masyarakat dalam menunjang kegiatannya 
sehingga akan dapat menaikkan pendapatan perkapita dan pembangunan 
ekonomi. 
2.1.16 Hubungan Antara Ketersediaan Infrastruktur dan Investasi 
Infrastruktur merupakan bagian capital stok yaitu biaya tetap sosial yang 
langsung mendukung produksi. Definisi lain mengenai infrastruktur yaitu mengacu 
pada fasilitas fisik dan termasuk kerangka organisasional, pengetahuan dan 
teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi. 
Infrastruktur ini dapat dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur 
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sosial. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas public seperti sarana jalan dan 
sarana penunjang lainnya. Sedangkan infrastruktur sosial berupa pendidikan dan 
kesehatan. Adanya infrastruktur ini akan menarik adanya pemasukkan investasi 
baik domestik maupun investasi asing (Sagita, 2013). Penanaman modal ini 
diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam mengolah potensi 
ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal 
dari domestik maupun asing. Dengan adanya infrastruktur dan investasi ini akan 
mempercepat kegiatan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan 
ekonomi di suatu daerah.  
2.1.17 Hubungan Antara Ketersediaan Infrastruktur  dan 
Pembangunan Ekonomi 
Potensi wilayah ini ditandai dengan bagaimana potensi fisik infrastruktur 
disuatu daerah. Dalam ilmu ekonomi, potensi fisik dan infrastruktur ini merupakan 
wujud dari public capital (modal public) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan 
oleh pemerintah yang secara umum meliputi ketersediaan jalan, jembatan dan 
sarana infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
baik kebutuhan sosial maupun ekonomi. Ketersediaan potensi fisik infrastruktur ini 
memberikan dampak terhadap sistem ekonomi dan sosial dimasyarakat. Dari 
adanya infrastruktur yang baik ini, akan berdampak pula pada produktifitas setiap 
penduduk yang bekerja karena mereka mempunyai alat untuk bekerja berupa 
peralatan dan infrastruktur yang memadahi untuk menghasilkan barang dan jasa 
yang biasa disebut dengan modal fisik. Hal ini selaras dengan penjelasan Todaro 
& Smith (2003) yang mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur disuatu negara 
adalah faktor penting sebagai penentu bagi tingkat kecepatan dan pembangunan 
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ekonomi. Infrastruktur ini memiliki eksternalitas positif jangka panjang yang dimana 
jika pemerintah memberikan dukungan pada fasilitas ini akan dapat meningkatkan 
produktivitas semua input dalam produksi sehingga akan mempercepat dalam 
pembangunan ekonomi.  
2.1.18 Hubungan Antara Investasi  dan Pembangunan Ekonomi 
 Para ahli ekonomi menekankan arti penting investasi sebagai penentu 
utama pada pembangunan ekonomi. Investasi atau permodalan merupakan 
persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat dihasilkan maupun 
direproduksi. Jika persediaan modal terebut meningkat dalam jangka waktu 
tertentu maka dapat dikatakan bahwa terjadi pembentukan modal pada waktu 
tersebut. Akumulasi modal inilah yang serba kekurangan di negara-negara 
berkembang, sedangkan modal ini memegang peranan penting dalam menunjang 
pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan di negara 
terbelakang dapat diputus melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya 
tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi dan 
investasi berada pada tingkatan yang rendah. Hal ini menyebabkan kekurangan 
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Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini 
adalah analisis 
deskriptif, indeks 
Williamson dan analisis 
regresi data panel. 
 
 










2015 berkisar antara 
angka IW (Indeks 
Williamson) 0,406-0,446 
2. Berdasarkan regresi 
data panel secara 
simultan investasi, 
belanja pemerintah, 




3. Secara simultan 
investasi, belanja 
pemerintah, aglomerasi, 
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durbin spasial dan 
analisis regresi dengan 
menggunakan data 










yang lebih baik daripada 
model pertumbuhan 
ekonomi regional 
Indonesia yang tidak 
mengontrol 
ketergantungan spasial. 
2. Peneliti juga menemukan 
terjadinya spatial spillover 
yang positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
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1. Alternatif terpilih sesuai 




Ibukota Kabupaten daerah 
otonomi baru (DOB). 
2. Berdasarkan teori sektor 
yang merupakan teori yang 
diadopsi dari Fisher dan 
Clark, kemampuan 
Kecamatan Sape terkait 
sektor primer terutama, 
bahwa sape memiliki 
potensi yang besar dalam 
hal pertanian, kehutanan 
dan terutama di sektor 
primer perikanan. Sama 
halnya dengan potensi dari 
sektor sekundernya 
Kecamatan Sape dengan 
letak geografisnya yang 
berada di ujung timur 
Pulau Sumbawa, membuat 
Sape menjadi pintu 
gerbang transportasi dari 
dan ke timur Indonesia, 
dengan keberadaan 
Pelabuhan penyeberangan 
Sape sebagai pusatnya.. 
Jurnal 
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Wilah dan Kota, 
Volume 12 No. 
4:459-471, 
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1. Hasil penelitian ini adalah 
Dinamika Perkembangan 
kota kecil dipengaruhi oleh 
urbanisasi. 
2. Urbanisasi yang terbentuk 
sangat dipengaruhi oleh 





3. Dari analisis mengenai 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi dinamika 
perkembangan kota kecil, 
terdapat beberapa faktor, 
antara lain faktor lokasi, 
aksesbilitas, sosial politik, 
lingkungan fiscal, dan 
sejarah. 
4. Hasil analisis dan 
wawancara dapat 
disumpulkan bahwa 
perkembangan kota kecil 
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analisis deskriptif untuk 
mendeskripsikan area 
perkotaan dan 
pinggiran, serta analisis 
kuantitatif 
melalui analisis faktor 
dengan menggunakan 
SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat 5 (lima) faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan area pinggiran 
di Kecamatan Karanganyar 
sebagai ibukota kabupaten, 
yaitu faktor 
ketersediaan fasilitas sosial, 
faktor pelayanan, faktor 
ekonomi dan lingkungan, 
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data panel di 33 Provinsi 
di Indonesia 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pertumbuhan tenaga kerja 
dan net ekspor berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi sedangkan inflasi 
dan sumber daya manusia 
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oleh Solow dan 
Swan 
Pendeteksian awal akan 
adanya hubungan 
ketergantungan spasial 
(spatial lag dependent) 
antara pusat-pusat 
pertumbuhan di 
Kalimantan dan daerah 
sekitarnya diuji 
menggunakan Lagrange 
Multiplier Spatial Lag 
Dependent 
Hasil penelitian membuktikan 
bahwa pertumbuhan output, 
pertumbuhan tenaga kerja, 
dan pertumbuhan investasi 
yang terjadi pada pusat-
pusat pertumbuhan di 
Kalimantan secara signifikan 
memberikan dampak 
spillover negatif (backwash 




secara signifikan berdampak 
spillover positif (spread 
effect) terhadap wilayah 
sekitarnya apabila 
pertumbuhan output, 
pertumbuhan tenaga kerja, 
dan pertumbuhan investasi 
pada pusat-pusat 
pertumbuhan disertai dengan 




pusat-pusat pertumbuhan di 
Kalimantan di masa 
mendatang harus diarahkan 
pada upaya peningkatan 
transaksi perdagangan 
antarwilayah agar dampak 
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fasilitas perkotaan yang 
dimiliki. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pusat pertumbuhan 
primer di Kota Palembang 
adalah Kecamatan Ilir Timur I 
dan 
II, Sekunder adalah 
Kecamatan Ilir Barat 1 dan II 
(sebelah barat Palembang), 
Sukarami 
(Sebelah Utara Palembang), 
Kalidoni (Sebelah Timur), 
dan Seberang Ulu 2 
(Sebelah Selatan 
Palembang) dan Sako 
(Sebelah Timur Palembang) 
sedangkan kecamatan 
lainnya adalah 
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statistik yang sesuai. 
Berdasarkan penilaian 
terhadap masing-masing 
variabel/sub variabel dipilih 5 
kecamatan 
yang potensial 
dikembangkan sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi. 
Kelima kecamatan tersebut 
adalah a) Kecamatan Bulik, 
b) Kecamatan Lamandau, c) 
Kecamatan Delang, d) 
Kecamatan Belantikan Raya 
e) Kecamatan Sematu Jaya. 
 
Desa/kelurahan yang 
diusulkan sebagai lokasi 
pusat pertumbuhan pada 
masing-masing 
kecamatan yang terpilih 
sebagai pusat pertumbuhan 
adalah sebagai berikut: 
No Kecamatan 
Desa/Kelurahan 
01 Bulik Nanga Bulik/Kujan 
02 Lamandau Penopa 
03 Delang Kudangan 
04 Belantikan Raya Bayat 
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Jenis sumber daya alam 
yang potensial mendukung 





kelapa sawit, hasil 
hutan serta pertambangan 
(mineral dan batubara). 
Sarana/prasarana penunjang 
kegiatan ekonomi masih 
sangat terbatas, sehingga 
menghambat aktivitas 
perekonomian masyarakat. 













data 47 provinsi 
































panel durbin model dan 
spatial weight matrix 
berdasarkan contiguity. 
Hasil penelitian bahwa 
pertumbuhan 
ekonomi wilayah lain dan 
determinan pertumbuhan 
ekonomi dari wilayah lain 
seperti pendapatan 
per kapita awal, investasi 
modal fisik, investasi 









bahwa ketika ketergantungan 
spasial dikontrol, 
konvergensi pertumbuhan 
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diprediksi akan terjadi 
dengan kecepatan sekitar 
4% per tahun 
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Model durbin spasial 
Dan model tes empiris 
 
Tes empiris diuji dengan 
menggunakan kinerja 
kemandirian suatu 
daerah dan mengukur 
dampak spillover secara 





Hasil penelitian ini 
mengindikasikan bahwa 
adanya lintas wilayah 
dengan menggunakan modal 
fisik akan tetapi tidak ada 
dampak dari sumber daya 
manusianya. Hal ini 
seharusnya tidak bisa 
dilakukan tetapi peran modal 
manusia tidak dianggap 
penting. Dengan 
menggunakan data proksi 
dari modal manusia, kita 
dapat menemukan inestasi 
manusia itu sangat penting. 
Investasi modal manusia 
meningkat sebesar 10% 
sedangkan ouput regional 
sebesar 1,5% dan 
peningkatan ini secara 
statistic yaitu signifikan. 
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-  Theories of 
first generation 
- Theories of 
second 
generation  
-  Theories third 
generation 
- Multipolarity - 




Studi literatur teori generasi pertama, 
kedua dan ketiga, penelitian 
menunjukkan dasar pada 
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- Type of 
agglomerati
on 
Studi literatur Daerah yang berdekatan 
dengan daerah pusat 
pertumbuhan memiliki 
pengaruh yang kuat baik dari 
segi ekonomi, social dan 
teknologi 
Environment 






























keterkaitan antar sector 
yang membentuk 
agglomerasi ekonomi. 
- Agglomerasi ekonomi 
memberikan dampak 










- Namun dalam praktek 
tidak seperti yang 
diharapkan karena 
wilayah pusat dampak 
tetesan Tricle Down 
Effect kepada wilayah 
hinterlandnya ternyata 
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- kuantitatif deskriptif 
- tipologi 
Kabupaten/Kota 
- autokorelasi spasial 




menunjukkan: (1) terdapat 
empat kota sebagai pusat 
pertumbuhan; (2) konsentrasi 
pertumbuhan ekonomi 
tersebar di bagian timur dan 
barat Pulau Kalimantan; (3) 
sektor pertambangan dan 
penggalian merupakan 
sektor unggulan dan 
kompetitif; dan (4) 
transformasi struktural tidak 
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- - Growth Poles  
- - Metropolization 
- - Polarization 
- -Spatial 
Planning 



















- Spatial Planning 
 
pemusatan ekonomi atau 
Growth pole memiliki dapak 
negative yaitu meningkatnya 
kesenjangan terhadap 
daerah sekitar pusat 
pertumbuhan, hal ini terjadi 
pada negara Rumania, 
pemusatan ekonomi justru 
meningkatkan ketimpangan 




LIX, 2, 2014, pp. 
125 - 138 
17 Assessing the 
Merits of the Urban-
Led Policy in China: 
Spread or 
Backwash Effect? 













- Economic Models 
and the ECM 
- Data Description 
Studi kasus di Sanghai -Cina 
memberikan gambaran 
bahwa pemusatan ekonomi 
atau agglomerasi memiliki 
Backwash effect berupa 
kesenjangan di daerah 
pinggiran terutama daerah 
sekitar pusat pertumbuhan 
Sustainability 
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- -local growth 
- -spatial 
dependences 















- Local and industry 
specific level 
- Industry specific 
level 
- Spatial analysis 
 




pekerjaan. Hal ini terjadi 
karena adanya perubahan 
struktur ekonomi yang 
berdampak terhadap 
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- -luas wilayah 
- -luas lahan 
terbangun 

































- Identifikasi dinamika 
sistem kota-kota 
- Analisis kekuatan 
karakter kekotaan 
- Analisis korelasi 
- Penentuan wilayah 
potensial sebagai 
pusat pertumbuhan 




pertumbuhan di Yogyakarta 
dan sekitarnya juga 
memberikan gambaran 
negative. Yaitu pemusatan 
kota justru meningkatkan 
jumlah ketimpangan dan 
beban kota yang semakin 
meningkat. Semakin tinggi 
peringkat suatu kota, maka 
semakin dinamis perubahan 
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- - PDRB 
- -fasilitas per 
kecamatan 






























- analisis skalogram 
- indeks sentralitas 
- metode gravitasi 
- analisis tipologi 
klassen 
- analisis Location 
Quotient. 
- enam kecamatan yang 
termasuk kecamatan 





Purwareja Klampok dan 
Susukan. 
- Terdapat interaksi dan 




































Growth pole - Analisis skalogram 
- Analisis tipologi 
klasen 
- Terdapat kecamatan 
yang layak dan tidak 
layak berdasarkan 
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1. Pembangunan Jembatan 
Suramadu memberikan 
multiplier effect kepada 
masyarakat di Pulau 
Madura (Kabupaten 
Bangkalan) dapat 
memotong waktu dan 
biaya perjalanan dari 
pusat ± pusat pelayanan 
ekonomi. 
2. Dampak yang timbul 








permintaan rumah hunian 
meningkat. Selain 
meningkatnya permintaan 
rumah hunian dampak 
yang lain berdirinya pusat 
belanjaan. 




usaha ± usaha baru. hal ini 
terjadi akibat akses jalan 
yang mudah sehingga 
mendorong masyarakat 
melakukan usaha ± usaha 
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Membuat mereka yang 
aktif dan kreatif 
mempunyai pekerjaan 




4. Potensi pariwisata religi 
yang ada di kabupaten 
Bangkalan dapat dijadikan 
potensi andalan Pulau 
Madura. 
5. Kebijakan pembangunan 
Jembatan Suramadu 
merupakan upaya untuk 
memenuhi kebutuhan 
yang kompleks. Dampak 
kebijakan pembangunan 
jembatan Suramadu 
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Regresi panel periode 
tahun 2001-2010 
-DAU, DAK, infrastruktur 
jalan, aturan hold harmless 






pendapatan provinsi di 
Indonesia dengan 
menggunakan indeks 
Williamson. Hasil yang 
didapat ketimpangan pada 
daerah miskin lebih merata 
dibandingkan daerah kaya. 
Penentuan daerah kaya dan 
daerah miskin menggunakan 
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berbeda serta apa 






















kinerja ekonomi dan 
keuangan daerah di 
kabupaten pemekaran lebih 
tinggi dibandingkan di 
kabupaten induk. Indikator 
penurunan angka kemiskinan 
adalah indikator yang paling 
signifikan mendongkrak 
kinerja ekonomi di kabupaten 
pemekaran. Kinerja 
keuangan kabupaten 
pemekaran yang tinggi 
dibandingkan kabupaten 
induk didorong oleh indikator 
turunnya ketergantungan 
fiskal, penciptaan 
pendapatan, proporsi belanja 
modal, dan kontribusi sektor 
pemerintah. Kinerja ekonomi 
daerah dipengaruhi oleh 
pangsa pertanian, ukuran 
wilayah, pendidikan, 
kesehatan, transfer 
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25 The Impact Of 
Population Change 
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Growth In Kenya 




















































analisis VAR dengan 
data time series dari 
tahun 1963-2009 
Pertumbuhan penduduk dan 
pertumbuhan ekonomi 
memiliki korelasi positif dan 
pertumbuhan penduduk yang 
mana akan berdampak pada 
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dalam regresi linear 
multivariate. Yang mana 
data yang digunakan 
bersumber dari world 
bank tahun 2010.  
Pertumbuhan penduduk 
mempunyai hubungan negatif 
terhadap pertumbuhan GDP 
Perkapita, penurunan tingkat 
kesuburan rasio usia 
penduduk tua dan muda tidak 
memiliki dampak yang 
signifikan pula terhadap 
pertumbuhan ekonomi, laju 
pertumbuhan penduduk 











27 How Would 
Population Growth 
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-Adanya hubungan sebab 
akibat yang positif antara 
pertumbuhan penduduk 
dnegan investasi jangka 
panjang. 
-fluktuasi permanen dalam 
modal manusia 
mempengaruhi perubahan 
permanen dibentuk investasi 
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analisis regresi OLS 
dengan menggunakan 
data sekunder BPS 
tahun 2004-2012 
Pendidikan di proxy dengan 
angka melek huruf 
berpengaruh positif dan 
signifkan terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang 
di proxy dengan PDB yang 
kemudian akan berdampak 
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29 The relationship 
between education 
and Foreig Direct 
Invesment: Testing 
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crossectional time series 
fixed effect for income 
group countries. Data 
dari tahun 1980-1999 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pendidikan SMP dan 
SMA di tahun ini dan 
beberapa tahun kedepan 
memiliki dampak positif dan 
signifikan terhadap FDI. 
Hubungan ini lebih kuat pada 
kasus negara yang 
berpenghasilan menengah 
dan Hubungan ini lebih lemah 
utuk negara yang 
berpenghasilan tinggi dan 
rendah. Ini menujukkan 
bahwa negara-negara yang 
berpenghasilan rendah 
memiliki tingkat daya saing 
yang lebih rendah di pasar 
FDI karena upah yang lebih 
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BAB III  
KERANGKA KONSEP PENELITIAN 
3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
Provinsi Jawa Timur merupakan salah provinsi dengan nilai PDRB terbesar 
kedua di Indonesia. Besarnya nilai PDRB tersebut memperlihatkan potensi 
ekonomi yang besar di wilayah Jawa Timur. Potensi ekonomi tersebut diharapkan 
mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh wilayah kabupaten atau kota di 
Jawa Timur. Dibalik tingginya potensi ekonomi yang dimiliki ternyata masih 
terdapat wilayah dengan tingkat perekonomian yang masih tertinggal yaitu wilayah 
madura. Berdasarkan data makro ekonomi, wilayah Madura termasuk kedalam 
wilayah yang tingkat kemiskinan dan PDRBnya cukup rendah dibandingkan 
dengan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga kinerja dan 
pembangunan ekonominya juga relatif rendah. Hal ini disebabkan kondisi 
geografis wilayah yang berada di kepulauan yang terpisah dari wilayah Jawa Timur 
lainnya. Aksesibilitas mobilitas ekonomi menjadi salah satu penyebab 
ketertinggalan pembangunan ekonomi di wilayah Madura. Maka untuk mengatasi 
kondisi tersebut dilakukan pembangunan jembatan yang menghubungkan 
Surabaya dan Madura atau disebut jembatan Suramadu. Dengan dibangunnya 
jembatan suramadu diharapkan mobilitas barang dan jasa serta mobilitas faktor 
ekonomi dapat lebih lancar sehingga mendorong kinerja ekonomi dan 
pembangunan ekonomi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan 
ketertinggalan kabupaten di wilayah Madura. 
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Salah satu mobilitas yang diharapkan untuk dapat mendorong 
pembangunan ekonomi wilayah madura adalah adanya spillover effect dari 
aktivitas ekonomi Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi sekaligus 
pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Hirschman mengatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah 
belakangnya melalui efek polarisasi (polarization effect) dan efek penetesan 
kebawah (trickling down effect). Polarisasi efek tersebut diperkuat dengan adanya 
pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan, sedangkan trickling down effect 
dapat tumbuh dengan cara meningkatkan daya tarik wilayah sekitarnya. 
Mydral membagi dampak pusat pertumbuhan ekonomi menjadi dua yaitu 
dampak balik (backwash effect) dan dampak sebar (spread effect). Dampak sebar 
diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan keuntungan atau favourable 
effect, yang mencakup aliran kegiatan pada investasi pada pusat pertumbuhan ke 
daerah sekitar. Sedangkan dampak balik adalah pengaruh yang memberikan 
dampak kerugian (infavourable effect), hal tersebut mengenai modal 
pembangunan yang berkurang yang digunakan wilayah pinggiran agar mampu  
mengimbangi perkembangan wilayah inti akibat aliran manusia dan modal dari 
wilayah pinggiran atau sekitar masuk ke wilayah inti (Widyastuti, 2018). Maka pada 
penelitian ini penulis ingin melihat sebenarnya dari upaya pembangunan ekonomi 
mulai dari pembangunan jembatan Suramadu apakah memberikan dampak 
perubahan bagi kabupaten yang ada di Madura serta ingin menguji apakah Kota 
Surabaya sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Timur yang berdekatan dengan 
madura dapat memberikan spread effect atau justru malah memberikan backwash 
effect. manfaat penelitian ini sebagai informasi ilmiah dan evaluasi terhadap 
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program-program pembangunan dalam rangka pengurangan ketimpangan 
wilayah di Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Madura. 
Gambar 3.1  

















3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 
3.2.1 Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan tiga alat analisis, dan kombinasi variabel yang 
digunakan pada tiap analisis adalah berbeda. Pada penggunaan alat analisis 
berupa analisa struktural, secara umum variabel yang digunakan berbentuk 
variabel laten. Penggunaan variabel laten dalam penelitian didasarkan pada 
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diperlukan berbagai indikator untuk dapat menjelaskannya (Sarwono, 2010). 
Sementara itu jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen (terikat) dan 
variabel independen (penjelas).  
Untuk tujuan identifikasi seberapa besar pengaruh adanya investasi 
terhadap pembangunan ekonomi di Pulau Madura, maka variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa variabel pembangunan ekonomi. 
Dalam strukturalnya, variabel pembangunan ekonomi ini masuk dalam susunan 
inner model bersama dengan variabel independennya yaitu investasi. Oleh karena 
variabel pembangunan ekonomi termasuk variabel latin yang tidak memiliki ukuran 
secara jelas mengenai besaran atau nilanya, maka diperlukan beberapa indikator 
penjelas. Dengan menggunakan model indikator formatif. Dua indikator yang 
digunakan untuk menjelaskan variabel pembangunan ekonomi dalam penelitian 
ini adalah berupa pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan PDRB atas dasar 
harga berlaku. 
Variabel investasi merupakan variabel penjelas atau sebagai variabel 
independen yang menjelaskan kondisi dari variabel dependen. Hanya saja, dalam 
strukturalnya, variabel investasi bukan sebagai variabel eksogen yang tidak 
dipengaruhi oleh hadirnya variabel lain. Eksistensi variabel investasi dalam 
strukturalnya dipengaruhi oleh tiga variabel lain, yaitu penduduk, belanja daerah 
dan infrastruktur.  
Pertama, adalah penduduk. Penduduk merupakan salah satu variabel 
laten yang menjadi variabel independen dari variabel dependen pembangunan 
ekonomi. Terdapat dua indikator formatif yang digunakan untuk menjelaskan 
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variabel penduduk dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk dan rasio penduduk 
yang berpendidikan SMA, MA, SMK dan perguruan tinggi.  
Kedua adalah variabel belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah 
satu elemen penting dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. 
Semakin banyak belanja pembangunan suatu daerah maka akan mendukung 
kelancaran kegiatan pembangunan ekonomi yang ada. Terdapat empat indikator 
formatif yang digunakan untuk menjelaskan variabel belanja daerah dalam 
penelitian ini yaitu realisasi belanja DAU, realisasi belanja DAK, belanja bantuan 
hibah bansos, dan belanja bantuan keuangan. 
Ketiga adalah infrastruktur. Sama halnya dengan variabel-variabel 
sebelumnya, variabel infrastruktur ini juga merupakan variabel laten, sehingga 
diperlukan juga indikator untuk menjelaskannya. Adapun indikator yang digunakan 
dalam penelitian yaitu pengeluaran infrastruktur. 
Sama halnya dengan variabel pembangunan ekonomi, variabel investasi 
dalam penelitian ini juga termasuk variabel laten. Oleh karena itu, diperlukan juga 
berbagai indikator penjelas. Terdapat 2 indikator formatif yang digunakan untuk 
menjelaskan investasi dalam penelitian ini yakni PMTB dan kapasitas fiskal ditiap 
daerah. Kedua variabel tersebut diduga memiliki kaitan erat dengan proses 
investasi yang dapat mempengaruhi pula dalam pembangunan ekonomi di suatu 
daerah. Sementara itu, dua alat analisa lainnya yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan kombinasi variabel yang berbeda. Dimana pada analisa uji beda, 
menggunakan beberapa variabel seperti PDRB, investasi, serta IPM, Sedangkan 
pada penggunaan alat analisa berupa Grangger Causality berupa variabel PDRB 
dengan berbagai sektor ekonomi.  
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3.2.2. Definisi Operasional Variabel 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1) Jumlah Penduduk (X1.1) adalah total penduduk yang mendiami suatu 
kawasan.  Penduduk adalah masyarakat yang berdomisili diwilayah 
geografis republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, dan mereka 
yang bertujuan untuk menetap walaupun kurang dari enam bulan 
berdomisili diwilayah republik Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum, 
2020). Penduduk dalam penelitian ini adalah penduduk di Kabupaten 
Sumenep, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Dalam hal ini jumlah 
penduduk digunakan dalam variabel penelitian dikarenakan jumlah 
penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan ekonomi 
suatu daerah dan dapat menjadi permasalahan yang mendasar karena 
jumlah penduduk yang tidak dapat terkendali dapat mengakibatkan tidak 
tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat 
serta menekan angka kemiskinan.  
2) Rasio penduduk yang berpendidikan menengah keatas (X1.2) adalah rasio 
atau perbandingan penduduk yang berpendidikan setingkat SMA keatas 
dengan jumlah penduduk disetiap wilayah Kabupaten Sumenep, 
Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Rasio penduduk yang 
berpendidikan menengah keatas ini digunakan dalam variabel penelitian 
untuk melihat bagaimana kondisi struktur penduduk yang berpendidikan 
tinggi dimana pendidikan sendiri merupakan cara untuk menyelamatkan 
diri dari lingkaran kemiskinan. Jika seseorang mengharapkan pekerjaan 
yang baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat 
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pendidikan yang tinggi dan pada akhirnya akan dapat berdampak pula 
pada pembangunan ekonomi daerah.  
3) Realisasi belanja Dana Alokasi Umum (X2.1) adalah besaran realisasi dana 
alokasi umum yang diperoleh kabupaten atau kota yang telah dibelanjakan. 
Realisasi belanja DAU digunakan dalam penelitian ini karena tujuan dari 
DAU sendiri ialah untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan 
kemampuan fiskal antara daerah dan pusat serta antar daerah sehingga 
adanya data dari realisasi belanja DAU ini dapat menggambarkan 
bagaimana kemampuan Pulau Madura dalam merealisasikan program 
pembangunan daerah dari adanya belanja DAU. 
4) Realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (X2.2) adalah besaran realisasi 
dana alokasi khusus yang diperoleh kabupaten atau kota yang telah 
dibelanjakan. Realisasi belanja DAK dalam penelitian ini untuk 
menggambarkan realisasi dana dari APBN untuk Pulau Madura yang 
ditujukan untuk pendanaan kegiatan khusus, yakni sesuai dengan prioritas 
nasional dan merupakan urusan daerah. Terutama untuk membiayai 
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum 
mencapai standar tertentu yang pada akhirnya mendorong percepatan 
pembangunan daerah.  
5) Belanja bantuan hibah bansos (X2.3) adalah total bantuan pemberian baik 
berupa uang, barang atau jasa kepada pemerintah daerah. Belanja 
bantuan hibah bansos ini dimaksukkan dalam variabel penelitian untuk 
menggambarkan seberapa besar proxy yang dibelanjakan untuk 
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pembangunan ekonomi daerah di Pulau dari adanya bantuan hibah 
bansos.  
6) Belanja bantuan hibah keuangan (X2.4) adalah total bantuan pemberian 
berupa uang kepada pemerintah daerah. Selain belanja bantuan hibah 
bansos, penulis juga memasukkan variabel belanja bantuan hibah 
keuangan dalam variabel penelitian untuk menggambarkan seberapa 
besar proxy yang dibelanjakan untuk pembangunan ekonomi daerah di 
Pulau dari adanya bantuan keuangan yang didapatkan. 
7) Pengeluaran Infrastruktur (X3.1) adalah anggaran yang digunakan untuk 
infrastruktur disetiap daerah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan 
dan Sumenep. Dalam penelitian ini pengeluaran infrastruktur dimasukkan 
dalam variabel penelitian untuk melihat seberapa besar pengeluaran 
infrastruktur di Pulau Madura untuk membiayai sarana pendukung 
pembangunan ekonomi daerah. Dimana menurut teori, pengeluaran 
infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dan akan 
memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi.  
8) PMTB (Y1.1) adalah pengeluaran dari barang modal dengan umur 
pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. Cakupan 
PMTB adalah bangunan bukan tempat tinggal dan tempat tinggal, 
bangunan lain seperti mesin dan peralatan, serta jalan dan bandara. PMTB 
digunakan dalam penelitian ini dikarenakan PMTB sering digunakan 
pemerintah sebagai injeksi modal dalam perekonomian ketika sedang 
menaglami kelesuan atau stagnan. 
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9) Kapasitas fiskal (Y1.2) adalah kemampuan keuangan suatu daerah yang 
dicerminkan melalui penerimaan umum atau APDB (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah), tidak termasuk DAK (dana alokasi 
khusus), dana pinjaman lama, dana darurat, dan penerimaan lain yang 
penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, seperti 
pembiayaan tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan 
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Kapasitas fiskal dalam hal ini 
untuk mencerminkan kondisi kemampuan dasar keuangan daerah Pulau 
Madura dalam pembiayaan pembangunan ekonomi  
10) PDRB perkapita (Y2.1) adalah perkiraan pendapatan perorangan dari PDRB 
pertahun yang dibagi dengan jumlah penduduk pertahun atau dalam arti 
lain pendapatan perkapita adalah pendapatan regional dibagi dengan 
jumlah penduduk pertahun. PDRB perkapita digunakan dalam penelitian 
ini karena PDRB perkapita sebagai salah satu alat ukur tingkat 
kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. 
11) PDRB atas dasar harga berlaku (Y2.2) adalah menggambarkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini.  
Penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku ini karena variabel ini dapat 
menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi daerah pada setiap tahun 
berjalan.  
12) IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah pengukuran perbandingan 
dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. Variabel IPM dapat 
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan 
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.   
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13) Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah 
oleh pemerintah yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah 
dengan manfaat sosial, ekonomi, dan manfaat lainnya pada jangka waktu 
tertentu. Investasi menjadi variabel dalam penelitian ini untuk 
menggambarkan bagaimana perkembangan investasi di Pulau Madura 
yang mana investasi dapat menjadi modal untuk pengembangan 





BAB IV  
METODE PENELITIAN 
4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 
dilakukan berdasarkan perhitungan hasil regresi yang menitik beratkan pada 
pengujian hipotesis yang telah diajukan dengan menggunakan data yang terukur 
sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan. Pada penelitian ini bersifat 
deskriptif kuantitatif yang dimaksudkan untuk memecahkan suatu permasalahan 
melalui tahapan pengumpulan dan penyusunan data yang kemudian akan diolah, 
dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan untuk mendapatkan pemahaman 
tentang karakter hubungan variabel.  
4.2 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup pada penelitian ini adalah melihat kondisi kinerja ekonomi dan 
pembangunan ekonomi wilayah Madura yang meliputi Kabupaten Sumenep, 
Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang sebelum dan sesudah terdapatnya 
pembangunan jembatan Suramadu serta mencoba melihat keberadaan Kota 
Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai ibu kota 
provinsi Jawa Timur yang bagaimana memberikan dampak terhadap Madura 
melalui Spillover effect baik berupa spread effect ataukah backwash effect. Apabila 
pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah berdampak positif yang mana 
perkembangan di wilayah inti diikuti dengan wilayah di sekitarnya, maka proses 
tersebut dinamakan “spread effect”. Jika spread effect lebih dominan dalam proses 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka perubahan yang terjadi cenderung 
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pada pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Sebaliknya, jika 
pertumbuhan tersebut berdampak negatif yang mana perubahan yang terjadi pada 
wilayah inti hanya menghasilkan dampak positif terhadap wilayahnya sendiri, 
maka proses pertumbuhan pada wilayah tersebut dinamakan “backwash effect”. 
Dalam penelitian ini kurun waktu yang digunakan selama rentang tahun 20 tahun 
yang mana dari tahun 1999-2018 tanpa menggunakan model lag terdistribusi 
(distributed lag model) sehingga hal ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang 
juga meneliti hal yang serupa untuk memasukkan time lag dalam model 
penelitiannya.  
4.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
panel. Data kuantitatif merupakan data yang berisi kumpulan angka-angka. 
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data yang digunakan bersifat 
data panel, dari data wilayah meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep, 
Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan dengan runtutan waktu dari 
tahun 1999 – 2018 yang kemudian akan diperoleh kesimpulan hasil yang 
didapatkan secara menyuluruh. Adapaun beberapa data yang digunakan dalam 
analisa ini adalah terkait dengan jumlah penduduk, rasio penduduk yang 
berpendidikan terakhir menengah keatas (SMA,MA,SMK dan perguruan tinggi), 
realisasi belanja DAU (Dana Alokasi Umum), realisasi belanja DAK (Dana Alokasi 
Khusus), belanja bantuan hibah bansos, belanja bantuan keuangan, pengeluaran 
infrastruktur,tingkat investasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), kapasitas 
fiskal, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan PDRB atas dasar harga 
berlaku di wilayah Madura dan Surabaya. Metode pengumpulan data penelitian ini 
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adalah melalui studi pustaka dan publikasi yang terkait penelitian yang dilakukan 
untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain 
yang masih relevan dengan penelitian ini.  
4.4 Metode Analisis Data 
Peneliti mengembangkan adanya 3 model analisis data pada penelitian ini 
yakni uji beda, granger causality dan analisa struktural. Peneliti menggunakan 
ketiga model analisis ini dikarenakan peneliti terdahulu seperti Aspiansyah & 
Damayanti (2019), Chiang (2018), Tatuh & Sendouw (2013), Pasaribu et al., (2014) 
pertama, hanya melihat satu sisi aspek saja yakni hanya melakukan pengujian 
suatu kondisi satu waktu saja tanpa ada perbedaan kondisi kurun waktu dari 
sebelumnya sehingga untuk melihat dampak dari pembangunan suatu wilayah 
kurang terlihat hasilnya. Kedua, para peneliti terdahulu hanya menggunakan 
variabel utama saja tanpa melihat apa saja variabel pembentuk dari variabel utama 
yang digunakan. Oleh karena itu peneliti menggunakan ketiga model analisa 
dalam penelitian yang (1) model analisa uji beda yang digunakan untuk 
mengetahui perbedaan perubahan suatu kondisi ekonomi pada suatu wilayah 
akan adanya sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, (2) model analisa 
granger causality yang berguna untuk menganalisis mengenai hubungan sebab 
akibat antara kegiatan ekonomi sebuah daerah dengan daerah lainnya, (3) model 
analisa struktural dipakai untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar 
variabel laten serta dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan 
indikator formatif. Ketiga, beberapa penelitian terdahulu hanya memasukkan 
variabel PDRB atas dasar harga berlaku, laju pertumbuhan PDRB, PMTDB, 
jumlah penduduk yang sedang bersekolah SMA keatas, laju pertumbuhan modal 
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manusia, laju pertumbuhan penduduk. laju inflasi, laju pertumbuhan ekspor netto, 
rasio PAD terhadap total pengeluaran, presentase panjang jalan, kebakaran lahan 
dan pertumbuhan tenaga kerja secara langsung terhadap variabel pembangunan 
ekonomi tanpa melakukan identifikasi dari faktor apa saja yang mempengaruhi 
pembangunan suatu wilayah. 
Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apa 
yang belum dilakukan dipenelitian sebelumnya pertama, terkait menggunakan 
data dengan kurun waktu sebelum dan sesudah dilakukannya penerapan 
kebijakan pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. Kedua, 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah dengan 
memasukkan juga inner dan outer model pada penelitian. Ketiga, keterbaruan 
pada penelitian ini menggunakan variabel realisasi belanja suatu daerah, 
pengeluaran infrastruktur fisik dan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah 
dengan menggunakan variabel rasio penduduk yang berpendidikan keatas dan 
investasi daerah sebagai faktor pembentuk dari pembangunan ekonomi berupa 
modal manusia, modal fisik dan modal investasi sesuai dengan teori 
pembangunan regional. 
Berdasarkan pada permasalahan rancangan penelitiannya, data yang 
terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan beberapa 
tahapan analisis dan alat analisa. Pada tahap pertama dalam penelitian ini adalah 
menggunakan Uji Beda atau Uji-T dengan maksud mencoba menganalisis 
mengenai ada tidaknya perbedaan perubahan kondisi ekonomi sebelum dan 
sesudah adanya jembatan suramadu bagi Pulau Madura. Tahapan kedua 
menggunakan granger causality yang bertujuan untuk mencoba menganalisi 
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spillover effect Kota Surabaya terhadap perekonomian di Madura. Tahapan ketiga 
adalah mencoba menganalisis mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan 
pembangunan ekonomi di Madura.  
1. Uji Beda atau T-test 
Penelitian ini mencoba membandingkan kondisi ekonomi Kabupaten di 
Madura sebelum dan sesudah dibangunnya jembatan suramadu. Periode yang 
diukur adalah 10 tahun sebelum dibangunnya suramadu dan 10 tahun setelah 
dibangunnya suramadu. Dimana tahun 1999 – 2008 merupakan tolok ukur 
sebelum dibangunnya jembatan Suramadu dan tahun 2009-2018 tolok ukur 
sesudah dibangunnya jembatan Suramadu.  
T-test merupakan pengujian distribusi T dengan tingkat perbedaan nilai rata-
rata tertentu dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Pada penelitian ini 
menggunakan uji beda paired test yang merupakan pengujian terhadap dua 
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… … … … … … … … … … … … … . . (2) 
Dimana:  
t : nilai distribusi t 
d : rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan 
Sd : standar deviasi perbedaan antara pengamatan berpasangan  
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n : sejumlah pengamatan berpasangan 
d : perbedaan antara data berpasangan  
Analisa data menggunakan uji beda (T-test) berpasangan yaitu  Variabel 
yang coba diuji adalah PDRB, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan 
Investasi. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan dalam teknik pengujian 
hipotesis, meliputi : 
1. Merumuskan hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik . 
Ho : tidak terdapat perbedaan variabel PDRB, IPM dan investasi sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu  
Ha: terdapat perbedaan PDRB, IPM dan investasi sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu  
2. Menetapkan tingkat signifikansi sebesar  5%. 






4. Membandingkan hasil thitung dengan ttabel dengan kriteria sebagai berikut : 
Apabila thitung > ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada perbedaan 
kesenjangan regional sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu 
antara Madura dan Surabaya. 
 
2. Granger Causality 
Tahap kedua analisa penelitian ini adalah menganalisis mengenai hubungan 
sebab akibat antara kegiatan ekonomi sebuah daerah dengan daerah lainnya. 
Dalam penelitian ini adalah melihat kausalitas aktivitas ekonomi Kota Surabaya 
sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Timur terhadap Wilayah di Madura.  
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut penelitian ini mencoba menggunakan 
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metode granger causality untuk melihat kekuatan ekonomi suatu wilayah dalam 
mempengaruhi wilayah lain sekitarnya.  
Penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh beberapa variabel makro 
ekonomi Kota Surabaya terhadap kondisi beberapa variabel makro ekonomi di 
wilayah Madura atau justru variabel makro ekonomi di Madura mempengaruhi 
variabel makro ekonomi Kota Surabaya sehingga dapat diketahui apakah Wilayah 
Madura mendapatkan spillover effect berupa spread effect yaitu sebaran ekonomi 
dari aktivitas ekonomi Kota Surabaya atau justru mencapatkan backwash effect 
atau efek pengurasan. 
Penelitian ini menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 
Kota Surabaya dan data sektor ekonomi di wilayah Madura (Kabupaten Bangkalan, 
Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Data yang diobservasi dalam 
penelitian ini adalah selama 20 tahun mulai tahun 1998 – 2018. Secara lebih rinci, 
hipotesis penelitian pada analisa uji Granger Causality pada penelitian ini yakni: 
H0 : Tidak terdapat kausalitas satu arah dari variabel PDRB di Kota Surabaya 
terhadap variabel sektor ekonomi di Madura yang artinya akan menghasilkan 
spread effect atau sebaliknya (backwash effect) 








(tidak ada spread effect) 










(tidak ada backwash effect) 
H1 : Terdapat kausalitas satu arah dari variabel PDRB di Kota Surabaya terhadap 
variabel sektor ekonomi di Madura yang artinya akan menghasilkan spread effect 
atau sebaliknya (backwash effect) 



















3. Analisa Struktural 
Analisa struktural dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan 
pendekatan Partial Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) adalah  
struktural equation modeling (SEM) berbasis komponen atau varian (variance) 
(Hermawan & Hasibuan, 2018). PLS merupakan pendekatan alternatif yang 
berubah dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi varian, SEM dengan 
basis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori, sedangkan PLS cenderung 
bersifat predictive model (Rozandy et al., 2013). Disisi lain PLS juga dapat 
digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten ada atau tidak. 
Sekaligus, PLS dapat menganalisis konstruk yang terbentuk dari indikator reflektif 
atau formatif. Akan tetapi, penelitian ini menggunakan indikator formatif untuk 
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membentuk konstruk. Konstruk dengan indikator formatif berkarakteristik komposit. 
Jika suatu variabel laten digambarkan dengan η dan x adalah indikator, maka x = 
η. Dengan demikian, seolah-olah indikator menentukan model hubungan formatif 
variabelnya. Sehingga, arah hubungan kausalitas seolah-olah terjadi dari indikator 
ke variabel lain.  
Model hubungan formatif ciri-cirinya adalah: 
1. Hubungan kausalitas berarah dari variabel manifest (indikator) ke variabel laten 
(konstrak). 
2. Tidak adanya korelasi antar indikator (Alpha Cronbach atau uji konsistensi 
internal tidak diperlukan). 
3. Satu indikator yang dihilangkan dapat berakibat makna dari konstruk berubah. 
4. Pengukuran yang salah diletakkan pada tingkat konstruk (ζ)  
Konstruk formatif merupakan kesatuan bentuk model hubungan formatif 
dalam PLS. Konstruk bisa diartikan menjadi konsep yang sudah dibatasi 
pengertiannya berdasar ciri, sifat, dan unsurnya sehingga dapat diukur dan diamati. 
Contohnya yaitu model hubungan dalam konstruk formatif yang direpresentasikan 
dengan X1, X2, dan X3 sebagai indikator atau variabel manifest, serta Y sebagai 
variabel laten seperti dalam penelitian ini.  
Ada dua hal yang dilakukan dalam analisis PLS. Pertama, menilai 
measurement model atau outer model. Penilaian dilakukan terhadap validitas 
variabel penelitian dan reliabilitas. Kedua, menilai structural model atau inner 
model. Pengujian structural model atau inner model dilakukan sebagai cara untuk 




Pengembangan diagram struktural pada model penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 4.1 berikut: 
Gambar 4.1  




  = Inner Model 
  = Outer Model 
 
X1   =  Penduduk 
X1.1  = Jumlah Penduduk di Pulau Madura 
X1.2   =  Rasio penduduk  yang berpendidikan menengah keatas (SMA,  
    SMK, MA sampai perguruan tinggi) 
X2   =  Belanja Daerah 
X2.1   =  Realisasi belanja DAU 
X2.2   =  Realisasi belanja DAK 
X2.3   =  Belanja bantuan keuangan  
X2.4   =  Belanja bantuan hibah bansos  
X3   =  Infrastruktur 
X3.1   =  Pengeluaran Infrastruktur 
Y1   =  Investasi 
Y1.1   =  PMTB 
Y1.2   =  Kapasitas fiskal 
Y2   =  Pembangunan ekonomi 
Y2.1   =  PDRB Perkapita 





















Dalam analisa struktural ini terkait dengan pengukuran variabel dari setiap 
indikator yang diukur yang akan menghasilkan pengaruh langsung dan tidak 
langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh yang dapat dilihat dari koefisien 
dari satu variabel ke variabel lainnya. Sedangkan pengaruh tidak langsung 
merupakan urutan jalur melalui satu atau lebih variabel perantara.  Pengaruh 
langsung yang dimaksud dalam variabel penelitian ini yakni pengaruh variabel 
penduduk, belanja daerah dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi, 
sedangkan pengaruh tidak langsung yakni pengaruh variabel penduduk, belanja 
daerah dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi melalui perantara 
variabel investasi. Untuk menguji pengaruh tidak langsung dapat dilakukan 
dengan empat tahap yakni: 
1. Tahap pertama menguji pengaruh langsung dari predictor kepada 
criterion. 
2. Tahap kedua melihat apakah predictor memiliki pengaruh terhadap 
mediator. 
3. Tahap ketiga melihat apakah mediator memiliki pengaruh terhadap 
criterion. 
4. Tahap keempat adalah melihat pengaruh predictor terhadap criterion 
dengan tetap memasukkan pengaruh mediator (Baron & Kenny, 1986). 
Berdasarkan penjelasan diatas yang mana  model yang akan diuji nantinya 
sebagai berikut (Bollen, 1989):  
• Model persamaan pengaruh secara langsung: 
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ξ1𝑌1 = β1ξ1𝑋1 +  β2ξ2𝑋2 + β3ξ3𝑋3 ………………………………..(5) 
ξ2𝑌2 = β1ξ1𝑋1 +  β2ξ2𝑋2 + β3ξ3𝑋3 ………………………………..(6) 
 
• Model persamaan pengaruh tidak langsung melalui variabel investasi: 
ξ2𝑌2 = (β1ξ1𝑋1𝑌1 +  β1ξ1𝑋1𝑌2) +  (β1ξ1𝑋2𝑌1 + β1ξ1𝑋2𝑌2)  (β1ξ1𝑋3𝑌1 + β1ξ1𝑋3𝑌2) +
  β1ξ1𝑌1 …………………………………………………………………… (7) 
Keterangan: 
ξ1𝑌1 ∶ Investasi 
ξ2𝑌2 ∶ Pembangunan Ekonomi 
ξ1𝑋1:  Penduduk 
ξ2𝑋2: Belanja Daerah 
ξ3𝑋3: Infrastruktur 
β     ∶ Koefisien  
 
Persamaan pengukuran variabel Investasi (ξ1𝑌1) : 
ξ1𝑌1  = λ1𝑌11 + 1 : PMTB 
ξ1𝑌1  = λ1𝑌12 + 2 : Kapasitas fiskal 
Persamaan pengukuran variabel Pembangunan ekonomi (ξ2𝑌2) : 
ξ2𝑌2  = λ1𝑌21 + 2 : PDRB Perkapita 
ξ2𝑌2  = λ1𝑌22 + 2 : PDRB atas dasar harga berlaku 
Persamaan pengukuran variabel penduduk (ξ1𝑋1): 
ξ1𝑋1 = λ1𝑋11 + 1 : Jumlah penduduk 
ξ1𝑋1 = λ1𝑋12 + 2 : Rasio penduduk yang berpendidikan menengah keatas  




Persamaan pengukuran variabel belanja (ξ2𝑋2) : 
ξ2𝑋2 = λ2𝑋21 + 1 : Realisasi belanja DAU 
ξ2𝑋2 = λ2𝑋22 + 2 : Realisasi belanja DAK 
ξ2𝑋2 = λ2𝑋23 + 3 : Belanja bantuan keuangan 
ξ2𝑋2 = λ2𝑋24 + 4 : Belanja bantuan hibah bansos 
Persamaan pengukuran variabel Infrastruktur (ξ3𝑋3) : 
ξ3𝑋3 = λ2𝑋31 + 1 : Pengeluaran infrastruktur 
Dari pengukuran variabel diatas maka hipotesis dalam analisa struktural ini 
yakni: 
H1 ∶Terdapat pengaruh antara tingkat penduduk terhadap Pembangunan ekonomi 
melalui variabel investasi 
H2 ∶ Terdapat pengaruh antara belanja daerah terhadap Pembangunan ekonomi 
melalui variabel investasi 
H3 ∶ Terdapat pengaruh antara infrastruktur terhadap Pembangunan ekonomi 
melalui variabel investasi 
H4 ∶ Terdapat pengaruh antara tingkat penduduk terhadap pembangunan ekonomi 
H5 ∶ Terdapat pengaruh antara belanja daerah terhadap pembangunan ekonomi 
H6 ∶Terdapat pengaruh antara infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi 
H7 ∶ Terdapat pengaruh antara investasi terhadap pembangunan ekonomi 
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BAB V  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
5.1 Gambaran Umum Pulau Madura 
Pulau Madura merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa 
Timur.  Secara geografis, pulau ini berada di sebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau 
ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dan timur. Sedangkan, 
sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Selat Madura. Pulau Madura 
terbagi menjadi 4 kabupaten, yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 
Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Apabila, diurutkan 
dari ujung barat Pulau Madura, maka posisi kabupaten di Pulau Madura yang 
pertama adalah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Kabupaten Sampang, 
Kabupaten Pamekasan dan kabupaten yang berada di posisi paling ujung timur 
dari Pulau Madura adalah Kabupaten Sumenep. Ketinggian rata-rata setiap 
kabupaten di Pulau Madura ini adalah bervariasi. Berdasarkan informasi dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2019) menunjukkan bahwa wilayah di 
Kabupaten Bangkalan memiliki rata-rata ketinggian sebesar 23 meter diatas 
permukaan laut. Sedangkan Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan 
Kabupaten Sumenep memiliki rata-rata ketinggian masing-masing adalah sebesar 
15 meter, 8 meter dan 13 meter di atas permukaan laut.  
Pulau Madura ini terhubung dengan pusat pertumbuhan Provinsi Jawa Timur 
yakni Kota Surabaya dengan adanya peran Jembatan nasional Suramadu. 
Panjang Jembatan Suramadu adalah 5438 meter yang merupakan jembatan 
terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan 
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layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan 
utama (main bridge).  
Ground breaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden 
Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan dibangun serta 
diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 
tanggal 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat 
pembangunan di Pulau Madura meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di 
Madura yang relatif tertinggal dibandingkan dengan kawasan lain di Provinsi Jawa 
Timur.  
Kondisi perkembangan Pulau Madura yang relative tertinggal ini dapat dilihat 
pada kondisi kemiskinan selama ini. Presentase kemiskinan di Pulau Madura pada 
tahun 2013-2018 memang cenderung menurun pada ketiga kabupaten. Akan 
tetapi jika dilihat pada Kabupaten Sumenep, presentase penduduk miskinnya 
berfluktuatif hingga pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan menjadi 20,16%.  
Tabel 5.1  
Presentase penduduk miskin Pulau Madura 
Wilayah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kab. 
Bangkalan 
23,23  22,38  22,57  21,41  21,32  19,59 
Kab. 
Sampang 
27,08  25,80  25,69  24,11  23,56  21,21 
Kab. 
Pamekasan 
18,53  17,74  17,41  16,70  16,00  14,47 
Kab. 
Sumenep 
21,22  20,49  20,20  20,09  19,62  20,16 
Prov. Jawa 
Timur 
12,55 12,42 12,34 12,05 11,77 10,98 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Dibandingkan dengan presentase kemiskinan penduduk secara 
keseluruhan di Provinsi Jawa Timur, Presentase kemiskinan penduduk Pulau 
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Madura lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur yakni sekitar 2 kali 
lipatnya.  
Tingginya tingkat kemiskinan di Pulau Madura disebabkan mengindikasikan 
permasalahan pada kondisi ketenagakerjaan yang dapat dilihat pada indikator 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi TPT di Pulau Madura pada tahun 
2010 – 2018 cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke 
tahun, sebagaimana yang ditunjukkan tabel berikut ini: 
Tabel 5.2  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten-Kabupaten di Pulau 
Madura Tahun 2010-2018 (%) 
DAERAH 
TAHUN 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kabupaten 
Bangkalan 
5,79 6,37 5,13 6,78 5,68 5,00 - 4,48 5,25 
Kabupaten 
Sampang 
1,77 2,13 1,71 4,68 2,22 2,51 - 2,48 2,41 
Kabupaten 
Pamekasan 
3,53 2,61 2,29 2,17 2,14 4,26 - 3,91 2,92 
Kabupaten 
Sumenep 
1,89 1,99 1,14 2,56 1,01 2,07 - 1,83 1,79 
Jawa Timur 4,25 5,33 4,09 4,30 4,19 4,47 4,21 4,00 3,99 
Sumber: Badan Pusat Statistik Berbagai Kabupaten, 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Penggangguran 
Terbuka (TPT) masing – masing kabupaten di Pulau Madura dari tahun 2010 
hingga 2018 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Akan tetapi, apabila 
dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Pulau Madura dapat diketahui 
bahwa TPT di Kabupaten Bangkalan adalah lebih tinggi dibandingkan dengan 
ketiga kabupaten lainnya. Bukan hanya itu, dibandingkan dengan TPT Provinsi 
Jawa Timur, TPT di Kabupaten Bangkalan juga masih tergolong lebih tinggi. 
Kondisi tersebut hampir terjadi di sepanjang tahun 2010-2018. Hanya pada tahun 
2011, TPT di Kabupaten Bangkalan menunjukkan angka yang lebih rendah 
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dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, sedangkan tahun-tahun lainnya 
menunjukkan kondisi yang sebaliknya.  
Kendati demikian, jika ditinjau perkembangannya selama sembilan tahun 
terakhir yaitu dari tahun 2010-2018, TPT Kabupaten Bangkalan sudah mengalami 
penurunan sebesar 0,54 % (dari 5,79 % menjadi 5,25 %). Kondisi yang sama juga 
terjadi di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. TPT di Kabupaten 
Pamekasan dalam perkembangannya dari tahun 2010-2018 juga menunjukkan 
angka yang menurun yaitu dari 3,53 % pada tahun 2010 menjadi 2,92 % pada 
tahun 2018 (atau turun 0,61 %).  Begitupun juga dengan Kabupaten Sumenep, 
TPT di Kabupaten Sumenep dalam perkembangannya dari tahun 2010-2018 juga 
menunjukkan angka yang semakin turun, meski dengan penurunan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan 
(yaitu sebesar 0,1%). Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh perkembangan TPT 
Kabupaten Sampang yang mengalami kenaikan dari 1,77 % pada tahun 2010 
menjadi 2,41 % pada tahun 2018.  
Di samping itu, dari kondisi pendidikan dapat diketahui bahwa Kabupaten 
Sampang memiliki persentase jumlah penduduk yang cukup tinggi yang “tidak 
punya ijazah SD” dibandingkan tiga kabupaten lain yakni sebesar 41,31%. 
Persentase jumlah penduduk dengan indikator “tidak punya ijazah SD” terbesar 
kedua adalah Kabupaten Sumenep dengan persentase 37,92%. Sedangkan, 
Kabupaten Pamekasan persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah adalah 
yang paling rendah yakni sebesar 28,57%. Apabila melihat dari pendidikan 
tertinggi (S2/S3), persentase terbesar berada di Kabupaten Pamekasan 0,41%. 
Selain itu, untuk pendidikan D4/S1, persentase jumlah penduduk Kabupaten 
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Pamekasan lebih besar pula dibandingkan dengan 3 kabupaten lainnya. Berikut 
ini perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi masing – 
masing kabupaten yang ada di Pulau Madura: 
Tabel 5.3  
Persentase Jumlah Penduduk di Pulau Madura Menurut Pendidikan 
Tertinggi Tahun 2018 
Pendidikan 
Tertinggi 












Ijazah SD  
32,42 41,31 28,57 37,92 20,97 
SD/MI/ Paket 
A  
38,55 32,73 28,31 25,54 29,38 
SMP/ MTs/ 
Paket B  
14,64 13,36 18,38 17,39 21,39 
SMA/SMK/MA/ 
Paket C  
11,76 7,96 16,42 14,01 16,42 
SMK/MAK  0,66 1,33 2 0,56 5,87 
D1/D2 /D3 0,13 0,64 0,59 1,18 1,27 
D4/S1 1,76 2,34 5,32 3,29 4,37 
S2/S3 0,07 0,33 0,41 0,12 0,34 
Jumlah 100 100 100 100 100 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019 
 
Apabila disimpulkan dapat diketahui bahwa capaian indikator pendidikan di 
Kabupaten Pamekasan cenderung lebih baik dibandingkan 3 kabupaten lainnya. 
Hal tersebut dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk yang tidak memiliki 
ijazah lebih rendah dibandingkan dengan 3 kabupaten lainnya. Di samping itu, 
persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi S2/S3 dan D4/S1 lebih 
besar dibandingkan 3 kabupaten/kota lainnya. 
5.2 Gambaran Umum Kota Surabaya 
Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara 
geografis Surabaya, terletak di 9' - 7 ° 7 ° Lintang Selatan dan 112 ° 36' - 112 ° 57' 
99 
 
Bujur Timur. Di Surabaya, ada muara sungai Kalimas, salah satu dari dua pecahan 
Sungai Brantas. Secara administratif, Surabaya dibagi menjadi 160 desa atau 
kelurahan dan 31 kecamatan. Surabaya memiliki dataran yang sangat ebar 
dengan luas wilayah ± 33.306,30 Ha. Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi 
Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di Utara dan Timur, 
Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat. Surabaya berada 
pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di 
bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan 
ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas permukaan laut dan di bagian barat sedikit 
bergelombang. Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan 
Sungai Brantas. Dengan wilayah seluas 333,063 km², maka kepadatan penduduk 
Kota Surabaya adalah sebesar 8.462 jiwa per km². 
Meskipun laju pertumbuhan penduduknya cukup padat, Kota Surabaya tetap 
menjadi primadona dalam tujuan mencari lapangan pekerjaan dikarenakan Kota 
Surabaya merupakan kota industri dan perdagangan terbesar di Provinsi Jawa 
Timur. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB menurut lapangan usaha 










Tabel 5.4  
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Terbesar Di Kota Surabaya 
Kategori/Sektor 2016 2017 2018 
Industri pengolahan 66582825,62 69881287,92 73322747,38 
Konstruksi 33864739,10 36208179,04 38480421,60 
Perdagangan besar 
dan eceran; reparasi 
mobil dan sepeda 
motor 




49881297,69 54192882,21 58411739,39 
Informasi dan 
komunikasi 
22421127,22 23974911,33 25613455,86 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 
Selain menjadi pusat karena industri dan perdagangannya, Kota Surabaya 
merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun 
mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. 
Kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai 
dari pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain hingga pendidikan 
tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. 
Beberapa universitas dan institut negeri ternama yang ada di Surabaya 
adalah Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri 
Surabaya (UNESA), Universitas Terbuka (UT), dan Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS). Di Surabaya juga terdapat beberapa sekolah atau instansi 
pendidikan swasta yang ternama, di antaranya adalah PPPK Petra, Tarakanita, 
dan lain sebagainya. Tak heran jika rata-rata lama sekolah penduduk Kota 





Tabel 5.5 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya 





Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 
 
Meskipun Kota Surabaya menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa 
Timur dan rata-rata lama sekolahnya meningkat tiap tahunnya, tak dapat dipungkiri 
juga Kota Surabaya memiliki permasalahan pada kondisi ketenagakerjaan. 
Kondisi TPT di Kota Surabaya pada tahun 2010 – 2019 cenderung mengalami 
perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, sebagaimana yang ditunjukkan 
tabel berikut ini: 
Gambar 5.1  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2010-2019 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2020 
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Penggangguran 
Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar 6,48 % dan pada tahun 


















5.3 Hasil Pengujian Statistik 
5.3.1 Hasil Uji Beda 
Uji beda dilakukan untuk membandingkan kondisi ekonomi kabupaten di 
Pulau Madura sebelum dan sesudah dibangunnya Jembatan Suramadu. Periode 
yang diukur adalah 10 tahun sebelum dibangunnya suramadu dan 10 tahun 
setelah dibangunnya suramadu. Dimana tahun 1999 – 2008 merupakan tolok ukur 
sebelum dibangunnya jembatan Suramadu dan tahun 2009-2018 tolok ukur 
sesudah dibangunnya jembatan Suramadu.  
T-test adalah pengujian menggunakan distribusi T terhadap signifikansi 
perbedaan nilai rata-rata tertentu dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. 
Dalam penelitian ini menggunakan uji beda paired test yang merupakan pengujian 
terhadap dua sampel berpasangan.   
5.3.1.1 Hasil Uji Beda Kabupaten Bangkalan 
 
Tabel 5.6  
Hasil Uji Beda PDRB Kabupaten Bangkalan Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBBK~e |      10    34268.92    4871.966    15406.51    23247.77    45290.07 
PDRBBK~a |      10    24469.44    4775.859    15102.59     13665.7    35273.18 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |         20    29369.18     3505.33    15676.31    22032.44    36705.92 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                      9799.48    6822.381                      -4432.156    24031.12 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBBKLPre) - mean(PDRBBKLPasca)                  t =   1.4364 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  19.9913 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.9168         Pr(|T| > |t|) = 0.1664          Pr(T > t) = 0.0832 




Dari hasil uji T mengenai jumlah PDRB Kabupaten Bangkalan sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas 
adalah sebesar 0,1664 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan 
yaitu sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tidak ada perbedaan tingkat PDRB 
Kabupaten Bangkalan baik sebelum dan sesudah adanya jembatan Suramadu.  
Tabel 5.7  
Hasil Uji Beda Investasi Kabupaten Bangkalan Sebelum dan Sesudahnya 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
INVEST~e |      10       24100      23658.9       74816       -29420.14    77620.14 
INVEST~a |      10     1374526    320514.9    1013557    649470.8     2099581 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |        20    699312.9    220133.4    984466.5    238568.5     1160057 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                      -1350426    321386.9                      -2076000   -624852.2 
------------------------------------------------------------------------------ 
  diff = mean(INVESTASIBKLPre) - mean(INVESTASIBKLPa~a)         t =  -4.2019 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  9.11987 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                            Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0011         Pr(|T| > |t|) = 0.0022          Pr(T > t) = 0.9989 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai investasi Kabupaten Bangkalan sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas 
adalah sebesar 0.0022 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan 
yaitu sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat investasi di Kabupaten Bangkalan 
terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu 




Tabel 5.8  
Hasil Uji Beda IPM Kabupaten Bangkalan Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |               Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
IPMBKLPre |          10      59.878    .9854991    3.116422    57.64865    62.10735 
IPMBKLPasca |      10      60.913    .6486516    2.051217    59.44565    62.38035 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |              20     60.3955    .5863183    2.622095    59.16832    61.62268 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                              -1.035   1.179812                           -3.523911    1.453911 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(IPMBKLPre) - mean(IPMBKLPasca)                    t =  -0.8773 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  17.0248 
 
 Ha: diff < 0                     Ha: diff != 0                     Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.1963         Pr(|T| > |t|) = 0.3926          Pr(T > t) = 0.8037 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai IPM Kabupaten Bangkalan sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas adalah 
sebesar 0.3926 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 
sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tidak ada perbedaan tingkat IPM Kabupaten 











5.3.1.2 Hasil Uji Beda Kabupaten Sampang 
 
Tabel 5.9  
Hasil Uji Beda PDRB Kabupaten Sampang Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBSP~e |      10    17797.26    1032.967    3266.527    15460.53       20134 
PDRBSP~a |      10    15500.55    1298.669    4106.753    12562.76    18438.34 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |          20    16648.91    849.4504    3798.858    14870.99    18426.83 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                       2296.715    1659.386                      -1177.165    5770.594 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBSPGPre) - mean(PDRBSPGPasca)                  t =   1.3841 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =    18.94 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.9088         Pr(|T| > |t|) = 0.1824          Pr(T > t) = 0.0912 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai PDRB Kabupaten Sampang sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas sebesar 
0.1824 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 
0,1. Yang artinya bahwa tidak ada perbedaan tingkat PDRB Kabupaten Sampang 





 Hasil Uji Beda Investasi Kabupaten Sampang Sebelum dan Sesudah 
Adanya Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
INV~GPre |      10           0           0           0           0           0 
INVEST.. |        10     1884795    301292.7    952771.3     1203223     2566366 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |        20    942397.4      261233     1168269    395630.5     1489164 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                       -1884795      301292.7                   -2566366    -1203223 
------------------------------------------------------------------------------ 
  diff = mean(INVESTASISPGPre) - mean(INVESTASISPGPa~a)       t =  -6.2557 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =        9 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0001         Pr(|T| > |t|) = 0.0001          Pr(T > t) = 0.9999 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai Investasi Kabupaten Sampang sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas 
sebesar 0.0001 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 
sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat investasi di Kabupaten Sampang terjadi 
perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu yakni 




Tabel 5.11  
Hasil Uji Beda IPM Kabupaten Sampang Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
IPMSPG~e |      10      52.942    1.186267    3.751305    50.25848    55.62552 
IPMSPG~a |      10      53.572    4.121113     13.0321     44.2494    62.89461 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |         20      53.257    2.088286    9.339099    48.88617    57.62783 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                       -.6299999     4.28845                     -10.08905    8.829045 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(IPMSPGPre) - mean(IPMSPGPasca)                    t =  -0.1469 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  10.8105 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.4430         Pr(|T| > |t|) = 0.8859          Pr(T > t) = 0.5570 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai IPM Kabupaten Sampang sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas adalah 
sebesar 0.8859 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 
sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat IPM di Kabupaten Sampang tidak terjadi 











5.3.1.3 Hasil Uji Beda Kabupaten Pamekasan 
 
Tabel 5.12  
Hasil Uji Beda PDRB Kabupaten Pamekasan Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |         Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBPM~e |      10    2255.832    285.3279    902.2861    1610.375    2901.289 
PDRBPM~a |      10    10557.02    1146.748    3626.336    7962.896    13151.15 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |          20    6406.426    1112.404    4974.824    4078.137    8734.716 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                      -8301.189    1181.712                      -10921.96   -5680.414 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBPMKPre) - mean(PDRBPMKPasca)                  t =  -7.0247 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  10.3568 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                        Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai PDRB Kabupaten Pamekasan sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas 
adalah sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan 
yaitu sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat PDRB di Kabupaten Pamekasan 
terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu. 
Akan tetapi perbedaanya tidak terlihat karena berdasarkan hasil olahan data 







Tabel 5.13  
Hasil Uji Beda Investasi Kabupaten Pamekasan Sebelum dan Sesudah 
Adanya Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |      Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
INV~KPre |      10      150000      150000    474341.6   -189323.6    489323.6 
INVEST.. |       10     1064643    578186.2   1828385   -243305.1     2372591 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |       20    607321.4    309051.1  1382119   -39530.03     1254173 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                   -914642.9    597326.7                      -2237450    408164.3 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(INVESTASIPMKPre) - mean(INVESTASIPMKPa~a)     t =  -1.5312 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =   10.474 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                              Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0777         Pr(|T| > |t|) = 0.1553          Pr(T > t) = 0.9223 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai investasi Kabupaten Pamekasan sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas 
adalah sebesar 0.1553 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan 
yaitu sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat investasi di Kabupaten Pamekasan 











Tabel 5.14  
Hasil Uji Beda IPM Kabupaten Pamekasan Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
IPMPMK~e |      10      60.342    .7256842    2.294815    58.70039    61.98361 
IPMPMK~a |      10      62.716    .6149876    1.944762     61.3248     64.1072 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |      20      61.529    .5370824    2.401905    60.40487    62.65313 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |              -2.374    .9512241                  -4.362   -.3860004 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(IPMPMKPre) - mean(IPMPMKPasca)                    t =  -2.4957 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  19.4237 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0109         Pr(|T| > |t|) = 0.0217          Pr(T > t) = 0.9891 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai IPM Kabupaten Pamekasan sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas adalah 
sebesar 0.0217 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 
sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat IPM di Kabupaten Pamekasan terjadi 











5.3.1.4 Hasil Uji Beda Kabupaten Sumenep 
 
Tabel 5.15  
Hasil Uji Beda PDRB Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |          Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBSM~e |      10    5349.171    725.4908    2294.203    3707.997    6990.345 
PDRBSM~a |      10    23612.57    2345.487    7417.082    18306.71    28918.43 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |         20    14480.87    2411.729    10785.58    9433.062    19528.68 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                       -18263.4     2455.127                        -23662   -12864.79 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBSMPPre) - mean(PDRBSMPPasca)                  t =  -7.4389 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  11.0858 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai PDRB Kabupaten Sumenep sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas sebesar 
0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 
0,1. Yang artinya bahwa tingkat PDRB di Kabupaten Sumenep terjadi perbedaan 
antara sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu. Akan tetapi 









Tabel 5.16  
Hasil Uji Beda Investasi Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah 
Adanya Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
INV~PPre |      10      445755    298534.1    944047.7   -229576.1     1121086 
INVEST.. |       10     1588871   383260.1    1211975      721876.6     2455866 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |      20     1017313    270353.3     1209057      451457     1583169 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                   -1143116   485809.5                       -2160821   -125411.1 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(INVESTASISMPPre) - mean(INVESTASISMPPa~a)     t =  -2.3530 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  18.7565 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0148         Pr(|T| > |t|) = 0.0297          Pr(T > t) = 0.9852 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai investasi Kabupaten Sumenep sebelum dan 
sesudah adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas 
adalah sebesar 0.0297 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan 
yaitu sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat investasi di Kabupaten Sumenep 
terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu 










Tabel 5.17  
Hasil Uji Beda IPM Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya 
Jembatan Suramadu 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
IPMSMP~e |      10      59.712    1.045757    3.306975    57.34633    62.07767 
IPMSMP~a |      10      61.847    .8449838    2.672073    59.93551    63.75849 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |         20     60.7795   .6986371    3.1244        59.31724    62.24176 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -2.135001    1.344472               -4.948307    .6783063 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(IPMSMPPre) - mean(IPMSMPPasca)                    t =  -1.5880 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  19.0707 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                        Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0644         Pr(|T| > |t|) = 0.1287          Pr(T > t) = 0.9356 
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil uji T mengenai IPM Kabupaten Sumenep sebelum dan sesudah 
adanya Jembatan Suramadu dapat diketahui bahwa Nilai Probabilitas adalah 
sebesar 0.1287 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 
sebesar 0,1. Yang artinya bahwa tingkat IPM di Kabupaten Sumenep tidak terjadi 
perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu.  
5.3.2 Uji Granger Causality 
Uji Granger Causality digunakan untuk menganalisis mengenai hubungan 
sebab akibat anatar kegiatan ekonomi sebuah daerah dengan daerah lain. Dalam 
penelitian ini ditujukan untuk melihat kausalitas/hubungan aktivitas ekonomi Kota 





5.3.2.1 Hasil Uji Granger Kabupaten Bangkalan  
  
Tabel 5.18  
Hasil Uji Granger PDRB Kota Surabaya Terhadap Sektor Ekonomi Di 
Kabupaten Bangkalan 
Granger causality Wald tests  
Equation                   ExcludedF   df df_r Prob > F  
      
PDRBSBY    sektorindustriBKL 1.3519 3 4 0.8895  
PDRBSBY    sektorpertanian~L 2.6523 3 4 0.7384 
PDRBSBY    sektorperdagang~L 1.0804 3 4 0.2843  
    
sektorindustriBKL            PDRBSBY  .57809 3 4 0.9659  
  
sektorpertanian~L            PDRBSBY  .26258 3 4 0.0403  
     
sektorperdagang~L          PDRBSBY  6.2343 3 4 0.5727 
Sumber: Data Diolah 
 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor industri Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 
0,8895 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel 
PDRB Kota Surabaya terhadap sektor industri di Kabupaten Bangkalan. Begitu 
pula sebaliknya probabilitas variabel sektor industri di Kabupaten Bangkalan 
terhadap PDRB Kota Surabaya adalah sebesar 0,9659 atau lebih besar dari 
nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor industri di Kabupaten 
Bangkalan terhadap PDRB Kota Surabaya.  
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor pertanian Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 
0,7384 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel 
variabel PDRB di Kota Surabaya terhadap sektor pertanian di Kabupaten 
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Bangkalan. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor pertanian di 
Kabupaten Bangkalan PDRB terhadap Kota Surabaya adalah sebesar 0.0403 
atau kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari sektor pertanian di 
Kabupaten Bangkalan terhadap variabel PDRB Kota Surabaya.  
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor perdagangan Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 
0.2843 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas  dari variabel 
PDRB di Kota Surabaya terhadap sektor perdagangan di Kabupaten Bangkalan 
Madura. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor perdagangan di 
Kabupaten Bangkalan terhadap PDRB Kota Surabaya adalah sebesar 0.5727 
atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas satu arah dari 





5.3.2.2 Hasil Uji Granger Kabupaten Sampang 
 
Tabel 5.19  
Hasil Uji Granger PDRB Kota Surabaya Terhadap Sektor Ekonomi Di 
Kabupaten Sampang 
Granger causality Wald tests  
Equation               ExcludedF     df  df_r Prob > F  
      
PDRBSBY    sektorindustriSPG .07473  4 0.1368  
PDRBSBY    sektorpertanian~G .40114 3 4 0.5553  
PDRBSBY    sektorperdagang~G .27973 3 4 0.3490  
     
sektorindustriSPG            PDRBSBY  12.509 3 4 0.0022  
    
sektorpertanian~G            PDRBSBY 3.4202 3 4 0.9109  
    
sektorperdagang~G          PDRBSBY 4.1401 3 4 0.0543  
Sumber: Data Diolah 
 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor industri Kabupaten Sampang adalah sebesar 0.1368 
atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel PDRB 
Kota Surabaya terhadap sektor industri di Kabupaten Sampang. Begitu pula 
sebaliknya probabilitas Variabel sektor industri di Kabupaten Sampang 
terhadap PDRB Kota Surabaya adalah sebesar 0.0022 atau lebih kecil dari nilai 
signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel sektor industri di 
Kabupaten Sampang terhadap PDRB Kota Surabaya. 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor pertanian Kabupaten Sampang adalah sebesar 
0.5553 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel 
PDRB di Kota Surabaya terhadap variabel sektor pertanian di Kabupaten 
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Sampang. Begitu pula sebaliknya probabilitas Variabel sektor pertanian di 
Kabupaten Sampang terhadap PDRB Kota Surabaya adalah sebesar 0.9109 
atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor 
pertanian di Kabupaten Sampang terhadap PDRB Kota Surabaya. 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor perdagangan Kabupaten Sampang adalah sebesar 
0.3490 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kaualitas dari variabel 
PDRB di Kota Surabaya terhadap variabel sektor perdagangan di Kabupaten 
Sampang. Begitu pula sebaliknya probabilitas Variabel sektor perdagangan di 
Kabupaten Sampang terhadap PDRB Kota Surabaya adalah sebesar 0.0543 
atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor 



















5.3.2.3 Hasil Uji Granger Kabupaten Pamekasan 
  
Tabel 5.20  
Hasil Uji Granger PDRB Kota Surabaya Terhadap Sektor Ekonomi Di 
Kabupaten Pamekasan 
Granger causality Wald tests   
Equation               ExcludedF      df           df_r Prob > F  
      
PDRBSBY    sektorindustriPMK .78455 3 4 0.8486  
PDRBSBY    sektorpertanian~K .05087 3 4 0.6430  
PDRBSBY    sektorperdagang~K .26406 3 4 0.9656  
      
sektorindustriPMK            PDRBSBY  5.2945 3 4 0.0071  
     
sektorpertanian~K            PDRBSBY  2.9424 3 4 0.9311  
 
sektorperdagang~K           PDRBSBY 3.1441 3 4 0.0756  
Sumber: Data Diolah 
 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor industri Kabupaten Pamekasan adalah sebesar 
0.8486 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas variabel 
PDRB di Kota Surabaya terhadap variabel sektor industri di Kabupaten 
Pamekasan. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor industri di 
Kabupaten Pamekasan terhadap PDRB Kota Surabaya adalah 0.0071 atau 
lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel 
sektor industri di Kabupaten Pamekasan terhadap PDRB Kota Surabaya. 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor pertanian Kabupaten Pamekasan adalah sebesar 
0.6430 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kaualitas dari variabel 
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variabel PDRB di Kota Surabaya terhadap sektor pertanian di Kabupaten 
Pamekasan. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor pertanian di 
Kabupaten Pamekasan terhadap PDRB Kota Surabaya adalah 0.9311 atau 
lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor 
pertanian di Kabupaten Pamekasan terhadap PDRB Kota Surabaya.  
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor perdagangan Kabupaten Pamekasan adalah 
sebesar 0.9656 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 
0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kaualitas dari 
variabel PDRB di Kota Surabaya terhadap variabel sektor perdagangan di 
Kabupaten Pamekasan. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor 
perdagangan di Kabupaten Pamekasan terhadap PDRB Kota Surabaya adalah 
0.0756 atau lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari variabel 










5.3.2.4 Hasil Uji Granger Kabupaten Sumenep 
  
Tabel 5.21  
Hasil Uji Granger PDRB Kota Surabaya Terhadap Sektor Ekonomi Di 
Kabupaten Sumenep 
Granger causality Wald tests    
Equation             ExcludedF  df    df_r Prob > F  
PDRBSBY        sektorindustriSMP 1.567 2 9 0.7534  
PDRBSBY        sektorpertanian~P .10398 2 9 0.5626  
PDRBSBY        sektorperdagang~P 1.3918 2 9 0.2084   
sektorindustriSMP            PDRBSBY  .51905 2 9 0.3556   
sektorpertanian~P            PDRBSBY  .33363 2 9 0.6182   
sektorperdagang~P            PDRBSBY 2.1966 2 9 0.0541  
Sumber: Data Diolah 
 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor industri Kabupaten Sumenep adalah sebesar 0.7534 
atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kaualitas dari variabel PDRB di 
Kota Surabaya terhadap variabel sektor industri di Kabupaten Sumenep. Begitu 
pula sebaliknya probabilitas variabel sektor industri di Kabupaten Sumenep 
terhadap PDRB Kota Surabaya adalah 0.3556 atau lebih besar dari nilai 
signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor industri di Kabupaten 
Sumenep terhadap PDRB Kota Surabaya. 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor pertanian Kabupaten Sumenep adalah sebesar 
0.5626 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas variabel 
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PDRB di Kota Surabaya terhadap variabel sektor pertanian di Kabupaten 
Sumenep. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor pertanian di 
Kabupaten Sumenep terhadap PDRB Kota Surabaya adalah 0.6128 atau lebih 
besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor 
pertanian di Kabupaten Sumenep terhadap PDRB Kota Surabaya. 
• Dari hasil uji Granger diketahui bahwa nilai probabilitas variabel PDRB Kota 
Surabaya terhadap sektor perdagangan Kabupaten Sumenep adalah sebesar 
0.2084 atau lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kaualitas dari variabel 
PDRB di Kota Surabaya terhadap variabel sektor perdagangan di Kabupaten 
Sumenep. Begitu pula sebaliknya probabilitas variabel sektor perdagangan di 
Kabupaten Sumenep terhadap PDRB Kota Surabaya adalah 0.0541 atau lebih 
kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,1. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari variabel sektor 
perdagangan di Kabupaten Sumenep terhadap PDRB Kota Surabaya. 
5.3.3 Uji Struktural 
Pengujian model struktural menyajikan hubungan antar variabel penelitian. 
Koefisien model menyatakan besaran hubungan antara variabel satu terhadap 
variabel lainnya. Menurut Solimun (2017), Model dikatakan baik apabila 
pengembangan hipotetik secara konseptual dan teoritis didukung oleh data 
empirik. Penelitian ini menggunakan pendekatan PLS yang merupakan 
pengembangan dari metode SEM untuk menguji hipotesis penelitian.  
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5.3.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model 
Uji kelayakan model atau goodness of fit pengujian kecocokan/kesesuaian 
model dengan data penelitian yang dimiliki. Goodness of fit yang dimaksud 
merupakan indeks atau ukuran kebaikan hubungan antar variabel laten (inner 
model) terkait dengan asumsi-asumsinya. Penelitian ini memiliki kriteria dalam 
menentukan kebaikan/kelayakan model yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 5.22  
Hasil Uji Kelayakan Model  
No. 
Model Fit/ Indeks 
Kualitas 




APC = 0.366 
P = 0.037 
P < 0,05 Signifikan 
2 Average R-squared 
ARS = 0.545 
P = 0.006 




AARS = 0.378 
P = 0.033 
P < 0.05 Signifikan 
4 Average block VIF AVIF = 1.592 
acceptable jika 
AVIF ≤ 5 
ideal jika AVIF 
≤ 3.3 
Ideal 
5 Tenenhaus GoF GoF = 0.669 
kecil jika GoF ≥ 
0.1 
medium jika 
GoF ≥ 0.25 






SPR = 0.600 
acceptable jika 
SPR ≥ 0.7 






RSCR = 0.882 
acceptable jika 
RSCR ≥ 0.9 





SSR = 0.800 
acceptable jika 








NLBCDR ≥ 0.7 
Acceptable 




Tabel diatas merupakan ringkasan hasil yang diperoleh dalam analisis dan 
nilai yang direkomendasikan untuk mengukur kelayakan model. Berdasarkan hasil 
pengujian kelayakan model secara keseluruhan seluruh kriteria sudah mencapai 
batas nilai yang diharapkan atau sudah memenuhi batas kritis Goodness of fit 
indices yang direkomendasikan, sehingga hasil pemodelan ini dapat diterima atau 
layak analisis. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pengujian ini menghasilkan 
konfirmasi yang baik atas variabel serta hubungan kausalitas antar variabel. 
Dengan demikian hasil uji model secara keseluruhan memperlihatkan hasil yang 
baik atau sesuai dengan harapan, artinya data empiris (data lapangan) telah 
mendukung model teoritis yang dikembangkan. 
1. Average path coefficient memiliki nilai APC sebesar 0,285 dengan P-Value 
sebesar 0,002. Nilai P yang kurang dari 0.05 mengindikasikan bahwa 
Average path coefficient signifikan.  
2. Nilai Average R-Squared diperoleh nilai ARS sebesar 0,394 dengan P-
Value sebesar <0,001 yang mengindikasikan signifikan.  
3. Average Adjusted R-Squared diperoleh nilai 0,364 dengan P-Value 
sebesar <0,001 yang mengindikasikan signifikan.  
4. Average block VIF dengan kriteria acceptable jika AVIF <= 5 dan ideal jika 
AVIF <=3.3. Penelitian ini diperoleh nilai AVIF sebesar 1,947, dimana nilai 
tersebut <=3,3 sehingga tergolong dalam kategori ideal.  
5. Tenenhaus GoF dengan kriteria kecil jika GoF >= 0.1, medium jika GoF >= 
0.25 dan besar jika GoF>= 0.36. Dalam penelitian ini diperoleh nilai GoF 
sebesar 0,546 mengindikasikan bahwa nilai Gof Besar.  
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6. Sympson’s paradox ratio de ngan kriteria acceptable jika SPR <= 0.7 dan 
ideal jika SPR = 1. Dalam penelitian ini diperoleh nilai SPR sebesar 0,857 
sehingga tergolong dalam kategori acceptable.  
7. R-squared contribution ratio dengan kriteria acceptable jika RSCR <= 0.9 
dan ideal jika RSCR = 1. Dalam penelitian ini diperoleh nilai RSCR sebesar 
0,810 sehingga tergolong dalam kategori acceptable.  
8. Statistical suppression ratio dengan kriteria acceptable jika SSR <= 0.7. 
Diperoleh nilai SSR sebesar 1 yang tergolong dalam kategori acceptable. 
Statistical suppression ratio dengan kriteria acceptable jika SSR <= 0.7. 
Dalam penelitian ini diperoleh nilai SSR sebesar 1 sehingga tergolong 
dalam kategori acceptable.  
9. Nonlinear bicariate causality direction ratio dengan kriteria acceptable jika 
NLCDR <= 0.7. Dalam penelitian ini diperoleh nilai NLCDR sebesar 0,786 
sehingga tergolong dalam kategori acceptable. Kriteria yang tercantum 
pada tabel 5.11. adalah bersifat sebagai rule of thumb, sehingga 
selayaknya tidak berlaku secara kaku dan mutlak. Bilamana terdapat satu 
atau dua indikator Fit Model and Quality Indices tentunya model masih bisa 
digunakan (Solimun, et. al. 2017) 
5.3.3.2 Hasil Pengujian Struktural 
Model pengujian struktural menyajikan hubungan antar variabel penelitian 
koefisien model menyatakan besaran hubungan antara variabel satu terhadap 
variabel lainnya. Adanya pengaruh yang signifikan antar variabel satu terhadap 
variabel lainnya jika nilai p-value < 0,05. Dalam pengujian struktural ini terdapat 2 
hasil pengujian yakni hasil pengaruh langsung antar variabel dan pengaruh tidak 
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langsung antar variabel. Untuk hasil pengaruh langsung antar variabel dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.23  
Hasil Analisis Pengaruh Langsung Antar Variabel 
Hubungan Variabel Koefisien  p-value Kesimpulan 
Penduduk terhadap Investasi 0,661 <0,001 Signifikan 
Penduduk terhadap 
Pembangunan Ekonomi 
0,004 0,487 Tidak Signifikan 
Belanja Daerah terhadap 
Investasi. 
0,019 0,431 Tidak Signifikan 
Belanja Daerah terhadap 
Pembangunan Ekonomi  
-0,333 <0,001 Signifikan 
Infrastruktur terhadap 
Investasi  
-0,312 0,001 Signifikan 
Infrastruktur terhadap 
Pembangunan Ekonomi 
0,370 <0,001 Signifikan 
Investasi terhadap 
Pembangunan Ekonomi 
0,294 0,003 Signifikan 
*** Signifikan pada taraf nyata (alpha) 1%, ** Signifikan pada taraf nyata (alpha) 
5% 
Sumber: Data Diolah 
 
Berdasarkan data yang telah diolah tersebut, terdapat lima hipotesis yang 
signifikan diantaranya adalah hubungan antara Penduduk terhadap Investasi, 
hubungan antara Belanja Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi, hubungan 
antara Infrastruktur terhadap Investasi, hubungan antara Infrastruktur terhadap 
Belanja Daerah dan hubungan antara Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi. 
Sementara itu, terdapat dua hipotesis yang tidak signifikan yaitu hubungan antara 
Penduduk terhadap Pembangunan Ekonomi dan hubungan antara Belanja 
Daerah terhadap Investasi. 
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1. Penduduk terhadap investasi memiliki koefisien 0,661 dengan taraf <0,001 
dimana p-value tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Yang memiliki arti 
bahwasannya semakin meningkatnya penduduk maka akan meningkatkan 
pula investasi yang ada di Pulau Madura. 
2. Belanja daerah terhadap pembangunan ekonomi memiliki koefisien -0,333 
dengan taraf <0,001 dimana p-value tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Yang 
memiliki arti bahwasannya semakin meningkatnya belanja daerah justru akan 
menurunkan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Madura. 
3. Infrastruktur terhadap investasi memiliki koefisien -0,312 dengan taraf 0,001 
dimana p-value tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Yang memiliki arti 
bahwasannya semakin meningkatnya infrastruktur maka akan menurunkan 
tingkat investasi yang ada di Pulau Madura. 
4. Infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi memiliki koefisien 0,370 
dengan taraf <0,001 dimana p-value tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Yang 
memiliki arti bahwasannya semakin meningkatnya infrastruktur akan 
meningkatkan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Madura. 
5. Investasi terhadap pembangunan ekonomi memiliki koefisien 0,294 dengan 
taraf 0,003 dimana p-value tersebut kurang dari 0,05 atau 5%. Yang memiliki 
arti bahwasannya semakin meningkatnya investasi akan meningkatkan 
pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Madura. 
Selain diperoleh hasil pengujian pengaruh langsung, juga diperoleh hasil 
pengujian pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung merupakan 
pengaruh yang terjadi melaui satu atau lebih variabel mediasi. Hasil pengujian 
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pengaruh tidak langsung dengan satu variabel mediasi tersaji pada tabel berikut 
ini: 
Tabel 5.24  
Hasil Analisis Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel 




















-0,092 ns 0,118 Tidak Signifikan 
*** Signifikan pada taraf nyata (alpha) 1%, ** Signifikan pada taraf nyata (alpha) 
5% 
Sumber: Data Diolah 
 
Merujuk tabel diatas, pengaruh tidak langsung antara penduduk terhadap 
pembangunan ekonomi yang dimediasi oleh variabel Investasi diperoleh koefisien 
dari pengaruh tidak langsung tersebut sebesar 0,1955 dengan p-value = 0,005. 
Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh tidak langsung dari hubungan 
Penduduk terhadap Pembangunan Ekonomi yang dimediasi melalui Investasi. 
Artinya, variabel Penduduk disamping memiliki pengaruh secara langsung 
terhadap Pembangunan Ekonomi, juga berpengaruh tidak langsung melalui 
Investasi, yang memiliki arti bahwa Penduduk dapat meningkatkan Pembangunan 
Ekonomi dengan meningkatkan Investasi. Dengan demikian, Investasi merupakan 
variabel mediasi dalam hubungan antara Penduduk terhadap Pembangunan 
Ekonomi dan layak dimasukkan dalam model. 
Pengaruh tidak langsung antara Belanja Daerah terhadap Pembangunan 
Ekonomi yang dimediasi oleh variabel Investasi diperoleh koefisien dari pengaruh 
tidak langsung tersebut sebesar 0,006 dengan p-value = 0,471. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh tidak langsung dari hubungan 
Belanja Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi yang dimediasi melalui 
Investasi. Selanjutnya pada pengaruh tidak langsung antara Infrastruktur terhadap 
Pembangunan Ekonomi yang dimediasi oleh variabel Investasi diperoleh koefisien 
dari pengaruh tidak langsung tersebut sebesar -0.092 dengan p-value = 0,118. Hal 
ini mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh tidak langsung dari hubungan 
Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi yang dimediasi melalui Investasi.  
5.3.3.3 Model Pengujian Struktural 
Dalam analisis struktural ada dua hal yang dilakukan. Pertama, menilai inner 
model atau structural model. Pengujian inner model atau structural model 
dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square 
dari model penelitian. Kedua, menilai outer model atau measurement model 
adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. 
Berdasarkan dari pengujian inner dan outer dalam analisa struktural maka 






Gambar 5.2  





















































5.3.3.4 Outer Model  
 Selain dalam uji struktural terdapat inner model, dalam penelitian ini dapat 
dilihat juga dalam bentuk outer model seperti pada gambar 5.6 diatas yang mana 
penjelasan lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel 5.28. Pada analisa struktural 
untuk outer model menunjukan bahwasannya indikator jumlah penduduk (X1.1) 
signifikan sebagai pengukur Penduduk (X1). Tinggi rendahnya Penduduk (X1) 
ditentukan oleh tinggi rendahnya Jumlah Penduduk (X1.1). Indikator kedua pada 
pengukuran variabel penduduk (X1) adalah rasio penduduk yang berpendidikan 
menengah keatas (X1.2), diperoleh outer weight sebesar 0,620, dan p-value 
sebesar <0.001 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator rasio penduduk 
yang berpendidikan menengah keatas (X1.2) signifikan sebagai pengukur 
Penduduk (X1). Artinya, tinggi rendahnya penduduk (X1) ditentukan oleh tinggi 
rendahnya rasio penduduk yang berpendidikan menengah keatas (X1.2). Kedua 
indikator yaitu Jumlah Penduduk (X1.1) dan rasio penduduk yang berpendidikan 
menengah keatas (X1.2) signifikan sebagai pengukur variabel Penduduk (X1). 
Berdasarkan besarnya koefisien outer weight diperoleh bahwa jumlah penduduk 
(X1.1) dan rasio penduduk yang berpendidikan menengah keatas (X1.2) sebagai 
pengukur utama penduduk (X1) karena memiliki nilai outer weight terbesar.  
Variabel belanja daerah (X2) terdiri atas empat indikator yaitu realisasi 
belanja DAU (X21), realisasi belanja DAK (X22), belanja bantuan keuangan (X23), 
dan belanja bantuan hibah bansos (X24). indikator pertama pada pengukuran 
variabel Belanja Daerah (X2) adalah Realisasi belanja Dana Alokasi Umum (X2.1), 
diperoleh outer weight sebesar 0,348, dan p-value sebesar <0.001 (signifikan). 




signifikan sebagai pengukur Belanja Daerah (X2). Tinggi rendahnya Belanja 
Daerah (X2) ditentukan oleh tinggi rendahnya Realisasi belanja Dana Alokasi 
Umum (X2.1). 
Indikator kedua pada pengukuran variabel Belanja Daerah (X2) adalah 
realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (X2.2), diperoleh outer weight sebesar 
0,355 dan p-value sebesar <0.001 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indilator 
realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (X2.2) signifikan sebagai pengukur Belanja 
Daerah (X2). Artinya, tinggi rendahnya Belanja Daerah (X2) ditentukan oleh tinggi 
rendahnya realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (X2.2). 
Indikator ketiga pada pengukuran variabel Belanja Daerah (X2) adalah 
Belanja bantuan hibah bansos (X2.3), diperoleh outer weight sebesar 0,204, dan 
p-value sebesar 0,028 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator Belanja 
bantuan hibah bansos (X2.3), signifikan sebagai pengukur Belanja Daerah (X2). 
Artinya, tinggi rendahnya Belanja Daerah (X2) ditentukan oleh tinggi rendahnya 
Belanja bantuan hibah bansos (X2.3). 
Indikator keempat pada pengukuran variabel Belanja Daerah (X2) adalah 
Belanja bantuan hibah keuangan (X2.4), diperoleh outer loading sebesar 0,348, 
dan p-value sebesar <0.001 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator 
Belanja bantuan hibah keuangan (X2.4), signifikan sebagai pengukur Belanja 
Daerah (X2). Artinya, tinggi rendahnya Belanja Daerah (X2) ditentukan oleh tinggi 
rendahnya Belanja bantuan hibah keuangan (X2.4). 
Keempat indikator yaitu Realisasi belanja Dana Alokasi Umum (X2.1), 
Realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (X2.2), Belanja bantuan hibah bansos 




variabel Belanja Daerah (X2). Berdasarkan dari besarnya koefisien outer weight 
diperoleh bahwa Realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (X2.2) sebagai pengukur 
utama Belanja Daerah (X2) karena memiliki nilai outer weight terbesar.  
Variabel infrastruktur (X3) terdiri atas indikator pengeluaran infrastruktur 
(X31) yang diperoleh outer weight sebesar 1,000, dan p-value sebesar <0.001 
(signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator Pengeluaran Infrastruktur (X31) 
signifikan sebagai pengukur Infrastruktur (X3). Tinggi rendahnya Infrastruktur (X3) 
ditentukan oleh tinggi rendahnya Pengeluaran Infrastruktur (X31). 
Variabel Investasi (Y1) terdiri atas dua indikator yakni PMTB (Y11) dan 
kapasistas fiskal (Y12). Dari indikator pertama pada pengukuran variabel Investasi 
(Y1) adalah PMTB (Y1.1), diperoleh outer weight sebesar 0,678 dan p-value 
sebesar <0.001 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator PMTB (Y1.1) 
signifikan sebagai pengukur Investasi (Y1). Tinggi rendahnya Investasi (Y1) 
ditentukan oleh tinggi rendahnya PMTB (Y1.1). Indikator kedua pada pengukuran 
variabel Investasi (Y1) adalah Kapasitas fiskal (Y1.2), diperoleh outer weight 
sebesar 0,678, dan p-value sebesar <0.001 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa 
indikator Kapasitas fiskal (Y1.2) signifikan sebagai pengukur Investasi (Y1). 
Artinya, tinggi rendahnya Investasi (Y1) ditentukan oleh tinggi rendahnya 
Kapasitas fiskal (Y1.2). Kedua indikator yaitu PMTB (Y1.1) dan Kapasitas fiskal 
(Y1.2) signifikan sebagai pengukur variabel Investasi (Y1).  
Variabel pembangunan ekonomi (Y2) terdiri atas dua indikator yakni PDRB 
Perkapita (Y21) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Y22). indikator pertama 
pada pengukuran variabel Pembangunan Ekonomi (Y2) adalah PDRB perkapita 




(signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator PDRB perkapita (Y2.1) signifikan 
sebagai pengukur Pembangunan Ekonomi (Y2). Tinggi rendahnya Pembangunan 
Ekonomi (Y2) ditentukan oleh tinggi rendahnya PDRB perkapita (Y2.1).  
Indikator kedua pada pengukuran variabel Pembangunan Ekonomi (Y2) 
adalah PDRB atas dasar harga berlaku (Y2.2), diperoleh outer loading sebesar 
0,508, dan p-value sebesar <0.001 (signifikan). Dapat disimpulkan bahwa indikator 
PDRB atas dasar harga berlaku (Y2.2) signifikan sebagai pengukur Pembangunan 
Ekonomi (Y2). Artinya, tinggi rendahnya Pembangunan Ekonomi (Y2) ditentukan 
oleh tinggi rendahnya PDRB atas dasar harga berlaku (Y2.2). Kedua indikator 
yaitu PDRB perkapita (Y2.1) dan PDRB atas dasar harga berlaku (Y2.2) signifikan 
sebagai pengukur variabel Pembangunan Ekonomi (Y2).  
Tabel 5.25  




P value Kesimpulan 
1 
Jumlah penduduk (X11) 
→ Penduduk 
0,620 <0,001 Signifikan 
2 
Rasio penduduk yang berpendidikan 
menengah keatas (X12) 
→ Penduduk 
0,620 <0,001 Signifikan 
3 
Realisasi belanja DAU (X21) 
→ Belanja daerah 
0,348 <0,001 Signifikan 
4 
Realisasi belanja DAK (X22) 
→ Belanja daerah 
0,355 <0,001 Signifikan 
5 
Belanja bantuan keuangan (X23) 
→ Belanja daerah 
0,204 0,028 Signifikan 
6 
Belanja bantuan hibah (X24) 
→ Belanja daerah 
0,348 <0,001 Signifikan 
7 
Pengeluaran Infrastruktur (X31) 
→ Infrastruktur 
1,000 <0.001 Signifikan 
8 PMTB (Y11) → Investasi 0,678 <0,001 Signifikan 
9 
Kapasitas Fiskal (Y12) 
→ Investasi 
0,678 <0,001 Signifikan 
10 
PDRB perkapita (Y21) 
→ Pembangunan ekonomi 
0,508 <0,001 Signifikan 
11 
PDRB ADHB (Y22) 
→ Pembangunan ekonomi 







5.3.3.5 Inner Model  
Inner model adalah model hubungan antar variabel laten. Dimana hasil dari 
inner model dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini: 
Tabel 5.26  




P value Kesimpulan 
1 
Penduduk (X1) 
→ Investasi (Y1) 
0,66 <0,001 Signfikan 
Belanja daerah (X2) 
→ Investasi (Y1) 
0,02 0,431 Tidak Signfikan 
Infrastruktur (X3) 
→ Investasi (Y1) 
-0,312 0,001 Signfikan 
Investasi (Y1) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
0,294 0,003 Signfikan 
2 
Penduduk (X1) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
0,004 0,467 Tidak Signfikan 
Belanja daerah (X2) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
-0,33 <0,001 Signfikan 
Infrastruktur (X3) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
0,370 <0,001 Signfikan Positif 
Sumber: Data Diolah 
 
Berdasar atas uraian tabel diatas, pada analisa struktural untuk inner model 
didapatkan hasil variabel pembangunan ekonomi (Y2) dipengaruhi oleh variabel 
penduduk (X1), belanja daerah (X2) dan infrastruktur (X3) yang dapat 
berpengaruh langsung dan tidak berpengaruh langsung melalui variabel investasi 
(Y1). Dari model pengukuran diatas, faktor yang paling berpengaruh terhadap 
pembangunan ekonomi daerah di Pulau Madura (Y2) melalui variabel investasi 
(Y1) adalah penduduk dengan inner weight sebesar 0,66 Sedangkan faktor yang 






Dari hasil pengujian yang telah dilakukan baik uji beda, granger causality 
dan uji struktural didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Uji Beda 
Pengujian terhadap ada tidaknya perbedaan yang signifikan kondisi di 
wilayah Madura sebelum dan sesudah adanya Jembatan Suramadu dari kondisi 
PDRB, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukan bahwasannya 
terdapat kondisi yang berbeda-beda seperti terangkum pada tabel berikut: 
Tabel 5.27  
Kesimpulan Hasil Uji Beda 
No Variabel  Hasil  
1 PDRB 
Terjadi perbedaan di Kabupaten Sumenep dan 
Pamekasan 
2 Investasi  
Terjadi perbedaan di Kabupaten Bangkalan dan 
Sampang 
3 IPM Terjadi Perubahan di Kabupaten Pamekasan 
Kesimpulan 
Belum menunjukan perubahan yang secara 
signifikan disetiap kabupaten di Pulau Madura 
baik sebelum dan sesudah adanya Jembatan 
Suramadu  
Sumber: Data Diolah 
 
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam 
penyediaan infrastruktur berupa Jembatan Suramadu ini tidak selalu berdampak 
pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kondisi struktur ekonomi 
secara menyeluruh pada wilayah Madura. 
Hal ini bertolak belakang dengan penelitian  Álvarez & Barbero (2016) yang 
mengemukakan investasi pemerintah dalam modal fisik, pendapatan perkapita, 
dan investasi modal manusia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
disuatu wilayah. Yang mana menurutnya jika ketika pemerintah juga mengontrol 




akan diprediksi meningkat sebesar 4% pertahun. Prapti et al., (2015)  juga  
menyatakan bahwa adanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah 
khususnya infrastruktur jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
manfaat ekonomi di wilayah tersebut dikarenakan infrastruktur sebagai pendorong 
perekonomian yang mempunyai efek limpahan atau eksternalitas terutama yang 
tampak dalam kegiatan produksi. Eksternalitas infrastruktur mempengaruhi 
kegiatan produksi dengan memberikan aksesibilitas kemudahan dan 
kemungkinan kegiatan produksi menjadi lebih produktif. Sumadiasa et al., (2016) 
dalam penelitiannya menyatakan pembangunan jalan memiliki hubungan korelasi 
positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur listrik, pembangunan 
jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PMA, pembangunan jalan 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, PMA 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.  
Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu pada 
pengamatan 10 tahun semenjak diresmikannya Jembatan Suramadu 
perkembangan ekonomi dilihat dengan dari perkembangan PDRB dan Investasi 
diwilayah Madura belum menujukan perbedaan yang signifkan secara menyeluruh 
di Madura. Pembangunan Suramadu selama 10 tahun ini belum memberikan 
dampak signifikan terhadap produktivitas sektor-sektor ekonomi di Madura 
sehingga dapat meningkatkan PDRB. Masih kurang berkembangnya 
perekonomian di Madura terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih cukup 
berfluktuasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura sebagaian besar 
masih cukup rendah hanya Kabupaten Pamekasan yang memiliki rata-rata 




pertumbuhan mulai tahun 2014-2019 hanya sebesar 2,33%, sedangkan 
Kabupaten Sumenep 2,79%, Kabupaten Sampang 3,17% 
Gambar 5.3  
Laju Pertumbuhan PDRB Di Wilayah Madura Tahun 2014-2019 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,2019 
 
Pada laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 
5,52% sedangkan kabupaten di Pulau Madura hanya sebesar 1,88% yang artinya 
jika dibandingkan antara rata-rata laju pertumbuhan PDRB dikabupaten di Pulau 
Madura dengan Provinsi Jawa Timur maka laju pertumbuhan PDRB kabupaten di 
Pulau Madura lebih rendah. Sejalan dengan hasil tersebut maka diharapkan pihak 
pemerintah baik pemerintah provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Daerah 
Kabupaten di Pulau Madura harus membuat kajian strategi prioritas ulang terkait 
dalam pengembangan Pulau Madura. 
Berdasarkan kondisi investasi perkembangan investasi di wilayah Madura 
selama 10 tahun semenjak jembatan Suramadu diresmikan juga masih kurang 
signifkan dirasakan merata. Hanya Kabupaten Bangkalan dan Sampang yang 
signifikan sedangkan Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tidak signifikan. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
rata-
rata kab
Bangkalan 7,19 -2,66 0,66 3,53 4,22 1,03 2,33
Sampang 0,08 2,08 6,17 4,69 4,56 1,42 3,17
Pamekasan 5,62 5,32 5,35 5,04 5,46 4,92 5,29
Sumenep 6,23 1,27 2,58 2,86 3,63 0,14 2,79
Rata-rata Pulau Madura 4,78 1,5 3,69 4,63 4,47 1,88











Perkembangan Jumlah Investasi di Kabupaten Madura dapat diperhatikan pada 
gambar berikut:  
Gambar 5.4  
Jumlah Investasi Di Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 1999-2018 
 
Sumber: Data Diolah 
 
Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu dikarenakan 
kondisi tipologi yang ada di semua kabupaten di Madura kurang strategis dalam 
pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga tingkat investasi 
yang ada disemua kabupaten di Pulau Madura masih minim dan belum begitu 
diminati oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data 
diatas terlihat bahwasannya sebelum adanya Jembatan Suramadu pada tahun 
1999-2009 dan sesudah adanya Jembatan Suramadu pada tahun 2010-2018, 
tingkat investasi yang ada diseluruh kabupaten di Pulau Madura memiliki 
perubahan akan tetapi masih berfluktuatif. Beberapa hal yang dapat menjadi 
penghambat dalam pengembangan investasi di Madura diantaranya: 
1. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik dan air,  
2. Efektivitas administrasi memulai investasi atau bisnis,  
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4. Kultur budaya. 
Wilayah Bangkalan dalam masterplan pada Badan pengembangan Wilayah 
Suramadu (BPWS) sebenarnya telah dibuat untuk pengembangan kawasan 
industri dikawasan kaki suramadu, bahkan telah ditetapkan untuk kawasan 
pelabuhan di Bulupandan untuk pendukung tanjung perak yang telah banyak 
mengalami sendimentasi. Namun karena infrastruktur akhirnya sampai sekarang 
belum dapat terealisasi salah satunya karena masih minimnya infrastruktur 
pendukung.  
Berdasarkan analisa indeks daya saing daerah terlhat wilayah Madura 
terlihat bahwasannya kondisi nilai indeks diwilayah Madura cenderung rendah 
disamping Kabupaten Bondowoso, Ngawi, dan Nganjuk.untuk wilayah Madura 
kondisi indeks daya saing yang cukup bagus adalah wilayah Kabupaten Sumene 
yang menduduki peringkat kesebelas pada tahun 2018. Daya saing daerah 
berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah 
kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan 
kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun 
internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) 
mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau 
perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta 
tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya (Abdullah, 2002). 
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Abdullah (2002), indikator penentu 
daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, 
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber 




Manajemen dan Ekonomi Makro. Indikator makro daya saing merupakan jaringan 
antar indikator dan sub-sub indikator yang saling intercorect, saling hubungan 
secara terikat dan terkait (inheren dan cohern) antar dan lintas indikator dan sub 
indikator, yang pada implementasinya memerlukan pengelolaan yang terintegratif, 
terencana dan konsisten serta berkesinambungan diantara sembilan indikator 
penentu daya saing. Berikut ini adalah indeks daya saing kabupaten/kota di 


























Tabel 5.28   
Indeks Daya Saing Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 
Berdasarkan IPM, PDRB, Panjang Jalan, Luas Wilayah, Ketersediaan 
Infrastruktur Air 
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah 
 
 
No Kabupaten 2015 2016 2017 2018 
1 Gresik 80499 85229 92666 100918 
2 Sidoarjo 70835 76264 81675 87262 
3 Pasuruan 66549 72409 78192 84463 
4 Mojokerto 55042 60009 64735 69539 
5 Bojonegoro 39833 45357 52719 59827 
6 Tuban 42395 45807 49217 52749 
7 Banyuwangi 37966 41695 45248 48721 
8 Malang 29683 32608 35288 38107 
9 Tulungagung 29917 32431 34836 37485 
10 Lamongan 24609 27100 29340 31827 
11 Sumenep 25511 27091 28471 30366 
12 Jember 24470 26898 28825 30692 
13 Jombang 24258 26418 28664 31046 
14 Lumajang 24467 26556 28461 30376 
15 Blitar 23547 25689 27613 29732 
16 Probolinggo 23157 25089 26607 28227 
17 Magetan 22291 24372 26176 28284 
18 Situbondo 22263 24357 26108 28025 
19 Pacitan 21192 23278 25122 27248 
20 Madiun 20724 22626 24320 26122 
21 Bondowoso 20106 21814 23398 25080 
22 Trenggalek 19925 21723 23404 25189 
23 Kediri 19874 21530 23140 24865 
24 Bangkalan 21000 21800 23218 23303 
25 Nganjuk 19454 21300 22934 24764 
26 Ngawi 18248 20089 21626 23350 
27 Ponorogo 17950 19656 21179 22883 
28 Sampang 15830 17292 18634 20009 




Pada kondisi perkembangan Indeks Pembangunan manusia hanya 
Kabupaten Pamekasan yang terlihat terdapat perbedaan signifikan sebelum dan 
setelah adanya jembatan Suramadu. Salah satu komosit IPM adalah indeks 
pendidikan. Pada kondisi pendidikan di Madura salah satu kondisi digambarkan 
melalui rata lama sekolah. Kondisi rata lama sekolah di Wilayah Madura masih 
cukup rendah dan tertinggi adalah di Kabupaten Pamekasan.  
Gambar 5.5  
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,2018 
 
Pada gambar diatas, terkait rata-rata lama sekolah kabupaten di Pulau 
Madura menunjukkan angka rata-rata lama sekolah yang paling tinggi pada tahun 
2018 berada di Kabupaten Pamekasan sebesar 6,35. Kemudian Kabupaten 
Bangkalan sebesar 5,33, ketiga Kabupaten Sumenep sebesar 5,23 dan yang 
terendah berada di Kabupaten Sampang sebesar 4,36. Dilihat dari keseluruhan 
pada empat kabupaten di Pulau Madura angka tersebut menunjukkan rata-rata 
lama sekolah sebesar 5,32. Pada rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur 
2014 2015 2016 2017 2018
Bangkalan 5,07 5,08 5,13 5,14 5,33
Sampang 3,49 3,65 3,79 4,12 4,36
Pamekasan 5,72 5,73 6,08 6,25 6,35
Sumenep 4,77 4,89 5,08 5,22 5,23
Rata-rata 4,76 4,84 5,02 5,18 5,32













di tahun 2018 sebesar 7,39 sedangkan kabupaten di Pulau Madura hanya sebesar 
5,32 yang artinya rata-rata lama sekolah kabupaten di Pulau Madura relatif lebih 
rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. 
Pendidikan masyarakat Pulau Madura tersebut masih rendah dikarenakan 
pula faktor budaya yang beranggapan bahwa sekolah tidak begitu dibutuhkan 
sehingga meskipun dengan adanya pembangunan infrastruktur Jembatan 
Suramadu ini tidak bisa berdampak pada perubahan tingkat IPM di seluruh wilayah 
Madura. Komposit IPM lain adalah dari sisi kesehatan yang diukur dari Angka 
Harapan Hidup dimana angka tersebut di Pulau Madura meskipun meningkat 
setipa tahunnya, akan tetapi masih rendah dibawah angka harapan hidup Provinsi 
Jawa Timur. 
Gambar 5.6  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2010-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018 
 
Dari data diatas terlihat bahwasannya angka harapan hidup di Provinsi Jawa 
Timur dari tahun 2010 sebesar 69,89 yang nilai tersebut masih lebih tinggi 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bangkalan 69,46 69,51 69,56 69,6 69,62 69,72 69,77 69,82 69,94
Sampang 67,35 67,4 67,43 67,46 67,48 67,58 67,62 67,67 67,79
Pamekasan 66,38 66,43 66,48 66,53 66,56 66,86 66,95 67,05 67,22
Sumenep 69,72 69,81 69,9 69,98 70,02 70,42 70,56 70,71 70,94













dibandingkan kabupaten di Pulau Madura hingga sampai tahun 2018 sebesar 
70,97. Yang menandakan angka harapan hidup di Pulau Madura masih rendah. 
Disamping itu dilihat dari PDRB perkapita di Pulau Madura juga setiap tahun 
meningkat akan tetapi juga masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur.  
Gambar 5.7  
PDRB Perkapita Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2010-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,2018 
 
Berdasarkan data PDRB perkapita Badan Pusat Statistik Indonesia 
menunjukkan bahwa pada tahun 2010 diantara empat kabupaten di Pulau Madura, 
Kabupaten Sampang menjadi kabupaten dengan tingkat PDRB perkapita tertinggi 
di Pulau Madura. Pada tahun 2010, PDRB perkapita Kabupaten Sampang sebesar 
6952,48 juta. Sementara PDRB perkapita terendah di Kabupaten Pulau Madura 
yaitu Kabupaten Sumenep sebesar 5745,99 juta. Sementara itu jika dibandingkan 
dengan PDRB Perkapita Jawa Timur di tahun yang sama yaitu sebesar 9002,02 
juta. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bangkalan 6708,78 7006,22 7315,93 7433,51 7458,74 7667,19 8030 8192 8393
Sampang 6952,48 7336,64 7691,64 7769,25 7797,85 7826,56 8096 8352 8569
Pamekasan 6531,72 6921,79 7260,28 7445,21 7477,62 7678,96 7975 8311 8536
Sumenep 5745,99 6523,8 6834 7092,74 7143,08 7577,27 7846 8316 8722

















Sampai pada tahun 2017, Kabupaten Sampang masih menjadi kabupaten 
dengan tingkat PDRB perkapita tertinggi di empat kabupaten di Pulau Madura 
dengan nilai sebesar 8352 juta. Sedangkan Kabupaten Bangkalan menjadi 
kabupaten dengan tingkat PDRB perkapita terendah di Pulau Madura yaitu 
sebesar 8192 juta. Sementara itu tingkat PDRB perkapita di Provinsi Jawa Timur 
pada tahun 2017 sebesar 10973 juta. Di tahun 2018 ada perubahan tingkat PDRB 
perkapita di empat kabupaten di Pulau Madura dimana pada tahun 2018 tingkat 
PDRB perkapita tertinggi berada di Kabupaten Sumenep sebesar 8722 juta, 
sedangkan Kabupaten Bangkalan menjadi kabupaten dengan tingkat PDRB 
perkapita terendah sebesar 8393 juta. Sementara itu jika dilihat dari tingkat PDRB 
perkapita Provinsi Jawa Timur, empat kabupaten di Pulau Madura masih  berada 
dibawah nilai tingkat PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur yang sebesar 11380 
miliar.  
Berdasar atas komponen IPM baik dari segi pendidikan dan kesehatan serta 
PDRB perkapita menujukkan bahwasannya tingkat pembangunan manusia di 
Pulau Madura masih sangat rendah. Maka karena itu tingkat investasi juga masih 
relatif rendah dan akan berdampak pula pada pertumbuhan dan pembangunan 
yang masih rendah pula seperti apa yang telah dikemukakan oleh Schultz (1961). 
Adanya jembatan Suramadu ini yang belum dapat memberikan perubahan 
terhadap Pulau madura dapat dilihat pula dari sisi laju PDRB Pulau Madura 






Gambar 5.8  
Laju PDRB Menurut Pengeluaran Berdasarkan Konsumsi Rumah Tangga 
Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2015-2019 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,2015-2019 
Berdasarkan data PDRB menurut pengeluaran di Pulau Madura, untuk 
konsumsi rumah tangga menunjukkan fluktuatif dari tahun 2015-2019 terutama 
pada Kabupaten Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwasannya dengan adanya 
Jembatan Suramadu, konsumsi masyarakat di Pulau Madura tidak menunjukkan 
adanya perubahan yang signifikan. Padahal dengan adanya jembatan Suramadu 
sebagai sarana penghubung ke Kota Surabaya diharapkan selain dapat 
meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah, juga dapat mensejahterakan 
masyarakat Pulau Madura yang mana tolok ukur dari kesejahteraan masyarakat 
ialah peningkatan laju dari konsumsi rumah tangga dikarenakan akses mobilitas 
barang dan jasa yang lancar.  
2. Uji Granger Causality 
Hasil uji granger pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya 
pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya tidak mempunyai dampak pada sektor 
ekonomi disetiap kabupaten di Pulau Madura baik sektor industri, pertanian 
maupun perdagangan.Yang artinya dalam hal ini  pusat pertumbuhan ekonomi di 
Kota Surabaya ternyata tidak memberikan efek tetesan (spread effect) kepada 





Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep




sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan, sektor industri di Kabupaten Sampang 
dan Pamekasan serta sektor perdagangan di Kabupaten Sampang, Pamekasan 
dan Sumenep.  
Tabel 5.29  
Kesimpulan Hasil Uji Granger 
No Variabel  Hasil  
1 PDRB Surabaya »Sektor 
147ndustry Bangkalan: Pr(|F| > |F|) 
= 0.8895 
 
PDRB Surabaya » Sektor pertanian 
Bangkalan: Pr(|F| > |F|) = 0.7384 
 
PDRB Surabaya » Sektor 
perdagangan Bangkalan: Pr(|F| > 
|F|) = 0.2843 
 
Sektor 147ndustry Bangkalan » 
PDRB Surabaya: Pr(|F| > |F|) = 
0.9659 
 
Sektor pertanian Bangkalan » 
PDRB Surabaya: Pr(|F| > |F|) = 
0.0403 
 
Sektor perdagangan Bangkalan » 









Menimbulkan backwash effect dikarenakan 
∑ 𝛼𝑖log (𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1
≠ 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ 𝛽𝑗
𝑛
𝑗=1







2 PDRB Surabaya »Sektor industri 
Sampang: Pr(|F| > |F|) = 0.1368 
 
PDRB Surabaya » Sektor pertanian 
Sampang: Pr(|F| > |F|) = 0.5553 
 
PDRB Surabaya » Sektor 
perdagangan Sampang: Pr(|F| > 
|F|) = 0.3490 
 
Sektor 147ndustry Sampang » 
PDRB Surabaya: Pr(|F| > |F|) = 
0.0022 
 
Sektor pertanian Sampang » PDRB 
Surabaya: Pr(|F| > |F|) = 0.9109 
 
Sektor perdagangan Sampang » 









Menimbulkan backwash effect dikarenakan 
∑ 𝛼𝑖log (𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1
≠ 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ 𝛽𝑗
𝑛
𝑗=1




No Variabel  Hasil  
3 PDRB Surabaya »Sektor 
industri Pamekasan: Pr(|F| > 
|F|) = 0.8486 
 
PDRB Surabaya » Sektor 
pertanian Pamekasan: Pr(|F| 
> |F|) = 0.6430 
 
PDRB Surabaya » Sektor 
perdagangan Pamekasan: 
Pr(|F| > |F|) = 0.9656 
 
Sektor industri Pamekasan » 
PDRB Surabaya: Pr(|F| > |F|) 
= 0.0071 
 
Sektor pertanian Pamekasan 
» PDRB Surabaya: Pr(|F| > 
|F|) = 0.9311 
 
Sektor perdagangan 
Pamekasan » PDRB 










Menimbulkan backwash effect dikarenakan 
∑ 𝛼𝑖log (𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1
≠ 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ 𝛽𝑗
𝑛
𝑗=1












4 PDRB Surabaya »Sektor 
industri Sumenep: Pr(|F| > 
|F|) = 0.7534 
 
PDRB Surabaya » Sektor 
pertanian Sumenep: Pr(|F| > 
|F|) = 0.5628 
 
PDRB Surabaya » Sektor 
perdagangan Sumenep: 
Pr(|F| > |F|) = 0.2084 
 
Sektor industri Sumenep » 
PDRB Surabaya: Pr(|F| > |F|) 
= 0.3556 
 
Sektor pertanian Sumenep » 




Sumenep » PDRB Surabaya: 









Menimbulkan backwash effect dikarenakan 
∑ 𝛼𝑖log (𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1
≠ 0 𝑑𝑎𝑛 ∑ 𝛽𝑗
𝑛
𝑗=1
















Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti terdahulu seperti 
Pasaribu et al., (2014) yang membuktikan pertumbuhan output, pertumbuhan 
tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi yang terjadi pada pusat-pusat 
pertumbuhan secara signifikan memberikan dampak backwash effect terhadap 
wilayah sekitarnya di Kalimantan. Menurutnya pusat-pusat pertumbuhan secara 
signifikan berdampak spread effect terhadap wilayah sekitarnya apabila 
pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi pada 
pusat-pusat pertumbuhan disertai dengan aliran ekonomi ke wilayah sekitarnya.  
Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan dimasa mendatang harus diarahkan 
pada upaya peningkatan transaksi perdagangan antarwilayah agar berdampak 
spread effect.  Benedek & Christea (2014) dan  Chiang (2018) pun meneliti jika 
pemusatan ekonomi (growth pole) memiliki dampak negatif yang akan berdampak 
pada peningkatan kesenjangan terhadap daerah sekitar pusat pertumbuhan dan 
meningkatkan ketimpangan disekitar daerah metropolitan di Rumania dan 
Shanghai China.  Peneliti Álvarez & Barbero (2016) menyebutkan bahwa ketika 
ketergantungan spasial dikontrol, konvergensi pertumbuhan ekonomi regional 
diprediksi akan terjadi dengan peningkatan 4% per tahun. 
Backwash effect yang terjadi di Pulau Madura ini diakibatkan karena pangsa 
ekonomi lebih maju diwilayah Kota Surabaya yang mana menjadi sentra di 
Provinsi Jawa Timur. Masyarakat dirasa lebih tertarik untuk melakukan aktivitas 
ekonomi di Kota Surabaya dibandingkan di Pulau Madura karena dari sisi 
aksesibilitas lebih mudah dan tidak perlu untuk menyebrang pulau yang akan 




setiap kabupaten di Pulau Madura bermobilisasi ke Kota Surabaya untuk 
melakukan kegiatan ekonomi (Aji, 2014). 
Gambar 5.9  
Jumlah Mobilitas Penduduk Pulau Madura Di Kota Surabaya 
 
Sumber: Riyanta & Muertedjo (2017) 
 
Dari data diatas terbukti bahwa mobilitas penduduk Pulau Madura dari tahun 
2011 hingga tahun 2015 terus meningkat disetiap tahunnya. Hal ini menandakan 
bahwasannya terjadi peningkatan setiap tahunnya penduduk Pulau Madura 
melakukan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya. Penduduk Pulau Madura yang 
melakukan mobilisasi ke Kota Surabaya paling banyak bekerja sebagai karyawan 
swasta sebesar 51,06%, pedagang sebesar 30,85%, dan buruh pabrik/bangunan 
sebesar 7,45% (Riyanta & Muertedjo, 2017).  
Pada penelitian ini terjadinya backwash effect dikarenakan kondisi yang 
terjadi di Pulau Madura juga tidak memenuhi kriteria terjadinya spread effect. 
Menurut Myrdal (1956) suatu pusat pertumbuhan memiliki dampak spread effect 
bagi daerah disekitarnya apabila 1) terjadi perpindahan permukiman penduduk 
















pekerjaan bagi penduduk disekitar pusat, 3) mengurangi angka pengangguran 
penduduk, 4) meningkatkan pendapatan penduduk. Berdasarkan gambar 5.19 
menunjukkan bahwasanya justru terjadi perpindahan/mobilisasi penduduk dari 
Pulau Madura ke Kota Surabaya untuk mencari pekerjaan dan kegiatan mobilisasi 
tersebut meningkat disetiap tahunnya dikarenakan juga karena mereka 
menganggap bahwasannya pendapatan di Pulau Madura kurang dapat memenuhi 
kebutuhan mereka dibandingkan. Hal ini terlihat pada jumlah pendapatan 
penduduk perkapita di Pulau Madura dari tahun 2010-2018. 
Gambar 5.10  
PDRB Perkapita ADHB Wilayah Madura Tahun 2010-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,2018 
 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai Jumlah Pendapatan 
Perkapita tahun 2010 hingga 2018 diatas, diketahui bahwa tingkat pendapatan 
perkapita 4 Kabupaten di Pulau Madura dan tingkat pendapatan di Kota Surabaya 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bangkalan 17.463 19.279 19.436 20.841 22.952 20.118 20.912 22.324 24.362
Sampang 11.427 12.460 13.490 15.301 15.798 16.747 17.035 19.195 19.727
Pamekasan 8.758. 9.812. 10.886 11.976 13.234 14.549 15.837 16.964 18.261
Sumenep 14.490 16.615 19.007 23.897 26.528 25.329 26.904 28.282 30.135





















mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jika dilihat pada grafik diatas, terlihat jelas 
sekali perbedaan antara jumlah pendapatan perkapita antara empat kabupaten 
yang ada di Pulau Madura dengan tingkat pendapatan perkapita kota Surabaya. 
Dimana tingkat pendapatan empat kabupaten di Pulau Madura jauh lebih rendah 
daripada tingkat pendapatan perkapita di Kota Surabaya. Misalnya pada tahun 
2010, Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten dengan tingkat pendapatan 
perkapita terendah diantara 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura dengan nilai 
sebesar 8.758.022 miliar. Sementara itu Kabupaten Sampang sebesar 11.427.326 
miliar, Kabupaten Sumenep sebesar 14.490.402 miliar, dan Kabupaten Bangkalan 
menjadi kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi di Pulau Madura 
yaitu sebesar 17.463.641 miliar. Masih di tahun 2010, di Kota Surabaya 
pendapatan perkapitanya sebesar 83.418.765 miliar.  
Pada tahun 2010 merupakan tahun awal awal Jembatan Suramadu berdiri 
sebagai akses termudah untuk melintas ke Pulau Madura maupun sebaliknya ke 
Surabaya. Terlihat bahwa pada tahun 2010 juga Kabupaten Bangkalan menjadi 
Kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi di Pulau Madura bisa 
dikarenakan oleh Bangkalan sebagai kabupaten pertama yang disinggahi ketika 
setelah melintasi Jembatan Suramadu, sehingga Kabupaten Bangkalan menjadi 
daerah yang pertama kali terkena dampak ekonomi dari wilayah Madura. Bisa 
pariwisatanya, sosial ekonominya, dan sebagainya. Namun pada tahun tahun 
setelahnya, tepatnya pada tahun 2013, tingkat pendapatan perkapita tertinggi di 
Pulau Madura telah bergeser ke Kabupaten Sumenep hingga tahun 2018. Hal ini 
bisa dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu membaiknya struktur ekonomi di 




angka harapan hidup, membaiknya sistem pemerintahan sehingga dapat merubah 
pola ekonomi masyarakatnya,  dan lain sebagainya. Sementara Kabupaten 
Bangkalan menjadi kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi 
kedua di Pulau Madura. Sedangkan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 
Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita 
terendah di Pulau Madura. Meskipun setiap tahun tingkat pendapatan perkapita 
empat kabupaten di Pulau Madura meningkat, namun secara empiris dengan 
adanya Jembatan Suramadu, pola distribusi ekonomi dari Surabaya ke empat 
kabupaten yang ada di Pulau Madura masih belum begitu terasa. Justru dampak 
dengan adanya Jembatan Suramadu malah makin meningkatkan perekonomian 
Kota Surabaya dikarenakan banyak dari masyarakat Madura yang berurbanisasi 
ke Kota Surabaya atau sekedar melakukan aktivitias yang mengakibatkan 
perputaran ekonomi justru berada di Kota Surabaya.  
Disamping itu pula, angka pengangguran di Pulau Madura juga masih relatif 
tinggi yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini: 
Gambar 5.11  
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,2018 
2014 2015 2016 2017 2018
Bangkalan 5,68 5 5,35 4,48 4,73
Sampang 2,2 2,51 3,2 2,48 3,14
Pamekasan 2,14 4,26 3,05 3,91 3,57
Sumenep 1,01 2,07 1,71 1,83 1,75
Rata-rata 2,76 3,46 3,33 3,18 3,3












Pada tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2014-2018 menunjukkan 
angka yang berfluktuatif disetiap tahunnya dengan tingkat pengangguran terbuka 
tertinggi di Pulau Madura ada pada Kabupaten Bangkalan sebesar 4,73% dan 
yang terendah ada pada Kabupaten Sumenep sebesar 1,75% di tahun 2018. 
Disamping itu, dilihat dari rata-rata tingkat pengangguran di Pulau Madura 
menunjukkan juga angka yang terus berfluktuatif dari tahun 2014 yang sebesar 
2,76% meningkat menjadi 3,3% di tahun 2018. Tingginya tingkat pengangguran 
terbuka ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau tidak 
sesuai dengan lowongan kerja dan latar pendidikan penduduk seperti yang telah 
disampaikan oleh teori kependudukan Malthus. Malthus berpendapat penduduk 
cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan 
makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin 
kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan 
persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu 
lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa 
semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang 
semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja 
yang ada karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka penduduk saling 
bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan 






Gambar 5.12  
Presentase Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Di Pulau 
Madura Tahun 2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Menurut 
Kabupaten/Kota,2018 
 
Dari gambar diatas mengindikasikan bahwasannya penduduk Pulau Madura 
lebih banyak bekerja pada bidang pertanian, padahal dalam teori Malthus 
mengungkapkan jumlah penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur 
sedangkan bidang pertanian cenderung tumbuh secara deret hitung, yang artinya 
jumlah penduduk Pulau Madura terus mengalami peningkatan akan tetapi tidak 
bisa diimbangi akan hasil produktivitas pertanian. Yang mana hal ini akan 
berdampak pada tingkat penghasilan penduduk Pulau Madura yang rendah 
karena karena dalam bidang pertanian juga berlaku hukum diminishing return. 
Dimana hukum diminishing return menjelaskan peningkatan tenaga kerja (L) yang 
terus menerus tanpa diimbangi dengan adanya peningkatan stok modal (K) akan 












3. Uji Struktural 
Pada pengujian struktural ini baik secara langsung maupun tidak langsung, 
didapatkan hasil bahwa variabel penduduk berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat investasi dan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi 
melalui variabel investasi. Dalam penelitian ini kondisi penduduk di Pulau Madura 
digambarkan dengan rasio penduduk berpendidikan menengah keatas yang dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini:  
Tabel 5.30  
Rasio Penduduk Yang Berpendidikan Menengah Keatas Di Pulau Madura 
Kabupaten 
Tahun Rata-rata 
2015 2016 2017 2018 
Bangkalan 0.024 0.024 0.039 0.035 0.030 
Sampang 0.021 0.021 0.036 0.033 0.028 
Pamekasan 0.026 0.026 0.040 0.052 0.036 
Sumenep 0.018 0.018 0.031 0.037 0.026 
Sumber: Data Diolah 
 
Kondisi rasio penduduk berpendidikan menengah keatas yang paling tinggi 
memang terdapat pada Kabupaten Pamekasan dengan nilai sebesar 0,036 artinya 
dari setiap 1000 penduduk yang ada di Kabupaten Pamekasan hanya sebanyak 
0,036% yang berpendidikan menengah keatas. Meskipun jika dilihat secara 
keseluruhan terlihat cukup rendah di masing-masing kabupaten di Pulau Madura, 
akan tetapi ada peningkatan disetiap tahunnya ditiap kabupatennya. Hal ini dapat 








Tabel 5.31  
Rata-Rata Lama Sekolah Di Pulau Madura Tahun 2015-2019 
Kabupaten 
Tahun 
2015 2016 2017 2018 2019 
Bangkalan 5.08 5.13 5.14 5.33 5.66 
Sampang 3.65 3.79 4.12 4.36 4.55 
Pamekasan 5.73 6.08 6.25 6.35 6.4 
Sumenep 4.89 5.08 5.22 5.23 5.46 
Rata-rata 4.84 5.02 5.18 5.32 5.52 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 
 
Rata-rata lama sekolah di Pulau Madura berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik Tahun 2015-2019 disetiap tahunnya sudah mulai menunjukkan adanya 
peningkatan. Yang artinya bahwa masyarakat Pulau Madura kini sudah 
memperhatikan kualitas pendidikannya yang meskipun secara keseluruhan masih 
berada pada rentang SD-SMP.  Berdasarkan data presentase penduduk 10 tahun 
ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari tahun 2011-
2015, menunjukkan proporsi masyarakat Pulau Madura untuk menempuh 
pendidikan tinggi sudah mulai meningkat terutama pada Kabupaten Pamekasan 
yang berada pada presentase tertinggi dalam presentase penduduk yang 











Tabel 5.32  
Presentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan 
Tertinggi Di Pulau Madura Tahun 2012-2015 
Kabupaten 
SMA/Sederajat 
2011 2012 2013 2014 2015 
Bangkalan 8.05 8.71 8.77 10.21 7.91 
Sampang 5.71 5.97 7.42 8.59 7.51 
Pamekasan 12.5 12.13 14.85 16.2 13.7 
Sumenep 8.51 9.46 9.88 11.95 11.23 
Rata-rata 8.69 9.07 10.23 11.74 10.09 
Kabupaten 
Perguruan Tinggi 
2011 2012 2013 2014 2015 
Bangkalan 2.33 2.96 3.02 4.6 2.69 
Sampang 2.21 1.36 1.89 2.11 2.83 
Pamekasan 3.64 3.16 4.04 3.74 5.58 
Sumenep 1.96 2.54 2.89 3.09 3.39 
Rata-rata 2.54 2.51 2.96 3.39 3.62 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 
 
Hal ini bila ditinjau dari teori human investment, modal manusia merupakan 
faktor ekonomi penting bagi suatu negara. Dengan penduduk yang memiliki 
pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan tinggi akan meningkatkan 
produktivitas dan menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian daerah. 
Dimana untuk kondisi penduduk di Pulau Madura meskipun saat ini masih rendah, 
akan tetapi diyakini akan dapat setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dalam 
menempuh pendidikan. Dari hal ini maka secara langsung pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki akan meningkatkan produktivitas yang akan 
berpengaruh terhadap peningkatan investasi.   
Dalam hasil penelitian ini, melalui adanya peranan investasi maka akan 




Domar terkait teori investasi, investasi memang memiliki posisi yang sangat 
strategis dalam tataran pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertama, investasi 
menciptakan pendapatan dan Kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi 
perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital.  
Gambar 5.13  
Laju Investasi Pulau Madura 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Berdasarkan data laju investasi terlihat bahwa tren dari tiap kabupaten di 
Pulau Madura kecenderungannya masih stagnan dalam kurun waktu 2015-2017, 
akan tetapi di tahun 2018 terjadi peningkatan. Hasil ini memiliki kesamaan dengan 
peneliti Astuti et al., (2017) dalam penelitiannya menjelaskan investasi sebagai 
penentu utama pembangunan ekonomi yang mana jika persediaan 
modal/investasi meningkat dalam jangka waktu tertentu maka akan dikatakan 
bahwa terjadi pembentukan modal pada waktu tersebut. Dari akumulasi 
modal/investasi inilah yang memegang peranan penting dalam menunjang 
pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dan terlepas dari lingkaran setan 









kemiskinan. Sari et al., (2016) pula menyatakan baik pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi bergantung pada perkembangan modal. Penanaman 
modal (investasi) disatu pihak mencerminkan permintaan efektif dan dipihak lain 
investasi mencerminkan kemampuan penawaran menciptakan efesiensi produktif 
bagi produksi di masa depan. 
Kontribusi Investasi dalam hal ini digambarkan dari Pembentukan Modal 
Tetap bruto. Pada data distribusi PMTB terhadap PDRB ADHK menurut 
pengeluaran di Pulau Madura menunjukkan peningkatan di tahun 2015-2019 
terutama pada Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.  
Tabel 5.33  
Distribusi PMTB terhadap PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Pulau 
Madura Tahun 2015 - 2019 
Kabupaten 2015 2016 2017 2018 2019 
Bangkalan 28,94 29,8 31,11 31,81 32,57 
Sampang 27,71 28,15 28,77 28,76 29,63 
Pamekasan 30,12 30,5 31,26 31,68 32,09 
Sumenep 22,61 23,1 24,02 24,3 25,62 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Jika diperhatikan dari sisi laju pertumbuhan PMTB di Madura menunjukan 










Tabel 5.34  
Laju Pertumbuhan PMTB PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Pulau 
Madura Tahun 2016 - 2018 
Kabupaten 2016 2017 2018 
Bangkalan 6,02 6,35 6,13 
Sampang 6,78 5,89 6,84 
Pamekasan 5,58 6,71 6,51 
Sumenep 6,08 6,03 5,92 
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 
Investasi yang ada di Madura akan dapat lebih meningkatkan pembangunan 
ekonomi jika investasi yang ada lebih diarahkan pada sektor laju pertumbuhannya 
yang cenderung mengalami peningkatan atau paling tidak dalam kondisi stabil 
terutama investasi yang ada di Kabupaten Sampang. Realisasi dari penanaman 
modal di Kabupaten Sampang selama ini cenderung lebih banyak pada sektor-
sektor yang justru laju pertumbuhannya menunjukkan fluktuatif disetiap tahunnya.  
Tabel 5.35  
Realisasi Penanamam Modal Menurut Sektor di Kabupaten Sampang 
No Uraian 2014 2015 
1 Pertanian - - 
2 Pertambangan  2000000000 - 
3 Industri Pengolahan 21000000000 - 
4 Listrik, gas dan air bersih - - 
5 Bangunan/konstruksi - - 
6 Restoran/rumah makan - - 
7 Perumahan/ruko   - 
8 Perkantoran, supermarket, mall - - 
9 Pergudangan  - - 
10 Perdagangan, hotel, restoran 144825000000 169618000000 
11 Pengangkutan dan komunikasi - 593000000 
12 Keuangan, Persewaan dan 
jasa perusahaan 
- 132788000000 
13 Jasa lainnya 200000000000 155288000000 
Jumlah 444975000000 543915000000 





Tabel 5.36  
Laju PDRB Kabupaten Sampang Menurut Lapangan Usaha 
Kategori Uraian 2014 2015 
A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 3.40 4,94 
B Pertambangan dan Penggalian -13.46 -8.12 
C Industri Pengolahan 6.24 5.36 
D Pengadaan Listrik dan Gas 3.19 0.98 
E Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. 
Limbah dan Daur Ulang 
3.25 3.90 
F Konstruksi 5.91 1.76 
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 
7.99 6.81 
H Transportasi dan Pergudangan 9.43 7.19 
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8.28 8.28 
J Informasi dan Komunikasi 8.53 6.75 
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7.69 6.79 
L Real Estate 7.08 4.45 
M.N Jasa Perusahaan 6.63 5.10 
O Administrasi Pemerintahan. Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 
0.89 6.88 
P Jasa Pendidikan 7.28 6.66 
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.18 3.20 
R.S.T.U Jasa lainnya 5.22 4.17 
PDRB 0.08 2.08 
PDRB Tanpa Migas 5.07 5.13 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang Tahun 2014-2015 
Investasi di Kabupaten Sampang tersebut hanya bertumpu pada sektor-
sektor tertentu yang dalam sektor tersebut tidak terlalu membutuhkan penyerapan 
tenaga kerja yang banyak seperti pada tabel dibawah ini: 
Tabel 5.37  










Sampang 279455 65861 126114 471430 287856 55315 127531 470702 
Sumber: Badan Pusat Statistik  
 
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa tiga sektor utama tersebut terutama 
di sektor manufaktur dan jasa tidak terlalu membutuhkan penyerapan tenaga kerja 




karena itu Jika hal tersebut dilakukan maka peningkatan investasi yang ada di 
Pulau Madura secara keseluruhan akan dapat meningkatkan pembangunan di 
Pulau Madura. Dengan ukuran pasar domestik yang besar akan menarik banyak 
investasi di daerah tersebut. Investasi ini diperlukan bagi setiap daerah 
dikarenakan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan dapat meningkatkan 
pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 2014). 
Pada variabel belanja daerah, belanja daerah menunjukkan hasil tidak 
signifikan terhadap investasi di Pulau Madura, akan tetapi berpengaruh signifikan 
negatif terhadap pembangunan ekonomi. Hasil dari penelitian ini berlawanan 
dengan Wardhana et al., (2013) yang meneliti belanja daerah seperti DAU, DAK, 
infrastruktur jalan akan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan dan akan 
meningkatkan tingkat investasi di suatu daerah. Begitu juga Endaryanto et al., 
(2018) yang dalam penelitiannya menghasilkan belanja modal daerah, 
kemandirian fiskal, kontribusi sektor pemerintah akan berdampak baik pada 
kinerja ekonomi dan keuangan daerah yang akan mengurangi kemiskinan 
sehingga dari sanalah akan tercipta investasi daerah yang baik. Menurut Taher & 
Tuasela (2019), pengeluaran pemerintah berupa belanja daerah, akan memiliki 
peran dalam pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi dengan asumsi 
implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif. Belanja daerah 
yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan 
dapat menstimulus perekonomian. Namun pada kenyataannya pengeluaran 
pemerintah daerah Pulau Madura lebih banyak digunakan untuk tujuan-tujuan 




mampu secara signifikan positif mendorong investasi maupun pembangunan 
ekonomi di Pulau Madura. 
Berdasarkan data rata-rata proxy belanja daerah ditiap kabupaten di Pulau 
Madura, lebih dari 50% - 69% terpakai untuk keperluan belanja pegawai, dan 
sisanya terbagi untuk belanja subsidi, hibah bansos, belanja bagi hasil, bantuan 
keuangan dan belanja tidak terduga. 
Gambar 5.14  
Rata-Rata Proxy Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016-2018 
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Gambar 5.15  
Rata-Rata Proxy Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 
 
Gambar 5.16  
Rata-Rata Proxy Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2018 
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Gambar 5.17  
Rata-Rata Proxy Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2018 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 
 
Disisi lain, variabel infrastruktur berdasarkan hasil pengujian secara tidak 
langsung memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap investasi maupun 
pembangunan ekonomi Pulau Madura. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik pada 
hasil pengujian secara langsung yang menunjukkan justru secara signifikan 
infrastruktur akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat investasi di Pulau 
Madura akan tetapi akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang dalam hal 
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Tabel 5.38  
Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Jalan 











1 Bangkalan 1,586 1,35 0,72 
2 Sampang 1,818 1,31 0,49 
3 Pamekasan 1,591 1,39 0,64 
4 Sumenep 1,779 1,52 0,77 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
 
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio ketersediaan fasilitas 
infrastruktur pendidikan, terendah ada pada Kabupaten Bangkalan sebesar 1,586 
yang menampung 1000 penduduk, sedangkan rasio ketersediaan fasilitas 
pendidikan tertinggi ada pada Kabupaten Sampang sebesar 1,818 yang 
menampung 1000 penduduk. Untuk rasio ketersediaan fasilitas kesehatan 
terendah ada pada Kabupaten Sampang sebesar 1,31 yang dapat menampung 
1000 penduduk sedangkan rasio ketersediaan fasilitas kesehatan tertinggi ada 
pada Kabupaten Sumenep sebesar 1,52 yang dapat menampung 1000 penduduk. 
Untuk infrastruktur jalan yang paling rendah ada pada Kabupaten Sampang 
sebesar 0,49 yang artinya per satu kilometer persegi luas wilayah Kabupaten 
Sampang memiliki akses jalan sepanjang 0,49 kilometer, sedangkan infrastruktur 
jalan yang paling tinggi ada pada Kabupaten Sumenep sebesar 0,77 yang artinya 
per satu kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Sumenep memiliki akses jalan 
sepanjang 0,77 kilometer. Dari secara keseluruhan, dapat disimpulkan 
bahwasannya rasio ketersediaan infrastruktur di Pulau Madura masih sangat 
rendah sehingga dalam hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi investasi di 




Meskipun infrastruktur dalam hal ini berpengaruh negatif terhadap investasi, 
akan tetapi berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi di Pulau Madura 
terutama infrastruktur berupa jalan maupun jembatan. Dimana meskipun 
ketersediaan infrastruktur memberikan dampak backwash effect dalam penelitian 
ini, akan tetapi keberadaan infrastruktur yang ada telah memberikan konstribusi 
kelancaran dalam akses distribusi barang dan jasa di Pulau Madura yang dapat 
dilihat dari perkembangan konsumsi penduduk Pulau Madura. 
Tabel 5.39  
Presentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Pulau Madura  
Kabupaten Makanan Non Makanan 
2017 2018 2017 2018 
Bangkalan 64.91 62.50 35.09 37.50 
Sampang 61.60 65.43 38.40 34.57 
Pamekasan 61.95 58.43 38.05 41.57 
Sumenep 63.67 60.69 36.33 39.31 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Dari data tersebut menunjukkan presentase konsumsi non makanan di 
setiap kabupaten di Pulau Madura dari tahun 2017-2018 kecenderungannya 
mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun untuk konsumsi makanan 
cenderung menurun pada Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. 
Dalam hal ini jika dikaitkan pada teori Keynes, tingkat konsumsi merupakan 
komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dalam kata lain, 
dengan adanya peningkatan pada konsumsi akan meningkatkan pula 






Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pulau Madura 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
 
Pada data laju pertumbuhan PDRB ADHK disetiap Pulau Madura 
menunjukkan perkembangan kenaikan pertumbuhan terutama pada Kabupaten 
Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Yang mana hal ini memiliki kesamaan 
peneliti terdahulu seperti Atmaja & Mahalli (2015) yang dalam peneltiannya 
mengungkap infrastruktur memberikan dampak positif terhadap pembangunan 
ekonomi suatu wilayah. Serta Permana & Darma (2009) yang mengungkap 
infrastruktur belum dapt memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan 
investasi.  
5.4.1 Kesimpulan Hasil Penelitian  
Berdasar atas ketiga tahap pengujian baik uji beda, granger causality, dan 
uji struktural didapatkan hasil bahwa selama ini dampak dari adanya pusat 
pertumbuhan menimbulkan backwash effect terhadap Pulau Madura. Yang dalam 
hal ini meskipun sesudah di bangunnya Jembatan Suramadu, masih belum 
memberikan dampak perubuhan yang signifikan baik dari IPM, investasi maupun 













faktor yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Pulau Madura adalah 
penduduk dan investasi meskipun investasi yang ada lajunya masih relatif lambat. 
Pendidikan penduduk Pulau Madura yang ditiap tahunnya sudah mengalami 
kenaikan diharapkan akan dapat mendorong investasi dan pembangunan 
ekonomi di Pulau Madura.  
Oleh karena itu, berdasarkan hal ini maka langkah yang dapat dilakukan 
untuk pengoptimalan adanya pembangunan infrastruktur berupa Jembatan 
Suramadu agar dapat menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi daerah 
sekaligus pendorong investasi ini akan terwujud jika diiringi dengan pemenuhan 
kebutuhan penunjang masyarakat lainnya seperti yang diungkapkan oleh 
Prasetyantoko et al., (2012) dengan ilustrasi skema sebagai berikut: 
Gambar 5.19  










Dari sisi kewenangan, arah makro desentralisasi pelayanan publik tidak 
terlepas dari klasifikasi isi kebutuhan masyarakat (kebutuhan pokok dan 
pengembangan potensi unggulan) dan jenis urusan pemerintah daerah (wajib dan 
penunjang). Arah dan keterkaitan semacam itu merupakan misi utama 
Klasifikasi Pelayanan Publik 
• Pelayanan hak dasar 
• Pelayanan Penunjang 
Kebutuhan Masyarakat 
• Pemenuhan Kebutuhan Pokok 
• Pengembangan Potensi Unggulan 
 
Urusan Pemerintahan 
• Urusan Wajib  




desentralisasi yang mendekatkan ranah urusan negara dengan basis aspirasi dan 
kebutuhan riil masyarakat. Segala yang esensial bagi kehidupan masyarakat mesti 
masuk skala prioritas yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui 
instrumen pelayanan. Pengelolaan yang terdesentralisasi tersebut pada gilirannya 
akan mendorong tumbuhnya pemerintahan yang akuntabel dan keberdayaan 
masyarakat yang sebagaimana digambarkan pada skema diatas. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Pulau Madura selain dari sisi 
pembangunan infrastruktur harusnya didukung pula akses pengembangan yang 
berlandaskan atas potensi unggulan yang dimiliki baik dari sisi ketersediaan 
sarana maupun investasi. 
Potensi unggulan yang dimiliki Pulau Madura tak lain adalah di sektor 
industri, pertanian dan perdagangan yang merupakan basis penyumbang PDRB 
Pulau Madura.  
Tabel 5.40  
Rata-Rata Nilai LQ Sub Sektor Di Pulau Madura Tahun 1999-2018 
Sub sektor Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep 
Industri 4.4 4.1 5.7 6.4 
Pertanian 2.2 2.4 3.5 6.2 
Perdagangan 7.6 6.8 6.8 9.5 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Pada tabel diatas didapatkan rata-rata hasil untuk nilai LQ di ketiga sektor 
unggulan di Pulau Madura masih sangat minim terutama untuk sektor pertanian 
dan industri di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Hal ini terjadi dikarenakan 
infrastruktur selama ini yang dibangun oleh pemerintah daerah masih sebatas 




akses pertanian dan industri antar kabupaten di Pulau Madura kurang diperhatikan 
sehingga mobilitas hasil pertanian dan industri relatif lebih didistribusikan ke Kota 
Surabaya dibandingkan di Pulau Madura karena disisi lain meskipun harga barang 
yang didapatkan akan relatif lebih murah di Pulau Madura, tetapi masyarakat 
enggan untuk melakukan aktivitas kegiatan ekonomi di Pulau Madura sebab 
pengorbanan aksesibilitas ke Pulau Madura dianggap lebih mahal (Aji, 2014).  
Investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat 
berupa sumber nafkah atau pendapatan untuk membeli barang atau jasa yang 
diperlukan. Investasi akan menghasilkan nilai tambah yang merupakan balas jasa 
produksi sekaligus sebagai sumber pendapatan.  
Gambar 5.20  









Sumber: Buku Ekonomi Publik  
 
Menurut Noor (2015) berdasarkan skema diatas, investasi dapat dilakukan 
oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan oleh swasta yang 
keduanya ini akan saling melengkapi. Hal ini dimulai oleh investasi pemerintah 
berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi di sektor 



















ini akan mendorong pengembangan investasi oleh swasta. Bila investasi oleh 
swasta maju dan berkembang hal ini akan mendorong pengembangan investasi 
oleh negara dan begitu sebaliknya.  
Gambar 5.21  










Sumber: Buku Ekonomi Publik  
 
 
Peranan pemerintah dengan penyediaan sarana dan prasarana dalam 
menunjang aktivitas ekonomi di sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah maka 
secara tidak langsung akan menciptakan iklim usaha masyarakar yang menarik 
sehingga akan mendorong peningkatan investasi di usaha tersebut. Peningkatan 
investasi akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan adanya 
lapangan pekerjaan di masyarakat maka pengangguran terbuka yang ada akan 
berkurang dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena adanya 
peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat yang meningkat 
maka akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah 
tersebut (Noor, 2015).  



























5.4.2 Implikasi Pada Kajian Teoritis 
Pada hasil pengujian yang telah dilakukan dari aspek pengujian uji beda, uji 
granger causality maupun uji struktural ini didapatkan bahwasannya infrastruktur 
yang ada berupa Jembatan Suramadu belum dapat sepenuhnya menjadi faktor 
pendorong investasi maupun pembangunan ekonomi di wilayah Madura. Yang 
berperan dalam hal untuk peningkatan pembangunan wilayah Madura dan  
investasi ialah penduduk. Pada hasil pengujian ini menandakan adanya 
keberlawanan teori antara yang dikemukakan Keynes dengan teori yang 
dikemukakan oleh Myrdal.  
Keynes mengatakan komponen pengeluaran pemerintah berupa 
infrastruktur termasuk dalam pengeluaran konsumsi yang akan mampu 
mendorong peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah 
yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada 
saat yang sama pula infrastruktur diharapkan dapat mengurangi kemiskinan 
(Musgrave, 1989). Pada kenyataannya, pendapat Keynes tidak dapat 
diimplikasikan dengan hasil pengujian pada penelitian ini yang mana 
pembangunan Jembatan Suramadu tidak dapat menimbulkan dampak pada 
pembangunan ekonomi Madura. Menurut Myrdal ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi dampak dari pembangunan ekonomi suatu daerah yakni adanya 
pusat pertumbuhan daerah lain yang lebih maju. Pusat pertumbuhan ekonomi 
daerah lain akan dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif ke daerah 
yang kurang berkembang yang dapat beruupa spread effect maupun backwash 
effect. Dalam konsep penelitian ini, Kota Surabaya yang menjadi pusat 




Menurut Myrdal, meskipun suatu daerah yang berkembang (hinterland) 
memiliki akses yang cukup mudah untuk menjangkau pusat pertumbuhan 
dikarenakan adanya ketersediaan infrastruktur, hal ini akan menimbulkan spread 
effect atau backwash effect tergantung dari strategi kebijaksanaan pembangunan 
daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika 
strategi kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah lebih 
banyak diarahkan pada wilayah perkotaan, maka akbitanya kota yang relatif sudah 
besar itu semakin banyak ditumpuki oleh investasi prasarana perkotaan, utilitas 
perkotaan, dan fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial. Dengan adanya hal 
tersebut, wilayah yang masih berkembang (hinterland) menjadi terabaikan dan 
tetap tertinggal. Akibatnya terjadi ketimpangan/kesenjangan yang semakin tajam 
antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya (Adisasmita, 2005a).  
Padahal salah satu sasaran utama dari adanya pembangunan wilayah 
berupa infrastruktur adalah mengurangi kesenjangan yang terjadi. Menurut 
Pasaribu et al., (2014a) ketersediaan infrastruktur dapat menjadi penggerak 
pembangunan jika diiringi dengan pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja 
dan pertumbuhan investasi. Begitu pula Adisasmita, (2005b) memiliki pendapat 
yang sama dengan beberapa dasar pemikirannya yakni: 
1. Keterkaitan ekonomi dan pembangunan antara kota sebagai pusat 
pertumbuhan dan wilayah pengaruh disekitarnya harus ditingkatkan. 
Pembangunan wilayah pengaruh yang dilakukan harus berorientasi pada 
penawaran (supply side) yaitu tersedianya sumber daya yang cukup potensial 
dan harus pula berorientasi pada permintaan (demand side) agar menjadi lebih 




memiliki sumber daya yang potensial dan prospek pasar yang kuat agar 
dibangun proyek-proyek (investasi fisik) yang mampu menciptakan 
comparative advantage, marketability, dan sustainability.  
2. Suntikan kepada wilayah pengaruh selain dalam bentuk investasi fisik, perlu 
didukung pula oleh pengembangan, penguatan dan tumbuhnya “motivasi 
masyarakat lokal” sebagai kekuatan pendukungnya. Dengan pengembangan 
partisipasi dan penguatan motivasi masyarakat lokal tersebut, diharapkan 
dapat menjamin terimplikasikannya program dengan baik. Dengan 
memperhatikan program tersebut, diharapkan produksi dan produktivitasnya 
dapat mencapai tingkat keunggulan komparatif, pemasaran menjadi terjamin 
dan cukup besar sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah pengaruh dan 
pusat pertumbuhannya akan berlangsung secara timbal balik dan akan menjadi 
lebih interaktif dan responsif.  
Berlandaskan atas hal tersebut diatas, agar timbul spread effect di Pulau 
Madura harus memperhatikan aspek penyediaan infrastruktur sarana di sektor 
potensial yang dimiliki dan kondisi tingkat pendidikan masyarakat madura agar 
lebih berdaya dalam peran keikutsertaan pembangunan daerah. Selama ini 
meskipun pemerintah menyediakan penghubung ke pusat pertumbuhan dengan 
penyediaan Jembatan Suramadu akan tetapi tidak memiliki efek karena sarana 
infrastruktur untuk sektor potensial seperti industri, pertanian dan perdagangan 
kurang begitu diperhatikan sehingga menimbulkan daya tarik investasi rendah. 
Dilain sisi, meskipun penduduk masyarakat Pulau Madura memiliki rata-rata lama 
sekolah yang masih relatif rendah seperti yang telah diulas disub sebelumnya akan 




dikemukan Sollow Swan bahwasannya tenaga kerja yang terdidik akan 
berdampak positif terhadap investasi dan akan berdampak pula pada 
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi didaerah tersebut. Sehingga dari hasil 
penelitian ini meskipun pendidikan penduduk Pulau Madura masih terbilang 
rendah akan tetapi ada harapan dapat terus mendorong peningkatan investasi dan 
pembangunan ekonomi Pulau Madura karena selama ini terjadi peningkatan 
dalam menempuh tingkat pendidikan. Disamping itu, tak heran dalam hal ini jika 
infrastruktur berupa Jembatan Suramadu belum dapat menjadi penggerak yang 
signifikan dalam investasi maupun pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini juga tak heran kegiatan ekonomi selalu berfokus di 
pusat pertumbuhan Kota Surabaya  karena di Kota Surabaya terdapat corak aliran 
modal yang lebih terjamin serta adanya jaringan transportasi yang lebih baik 
daripada daerah yang relatif berkembang seperti kabupaten di Pulau Madura 
(Pasaribu et al., 2014). 
 
5.4 Kontribusi Penelitian 
5.5.1 Kontribusi Teoritis 
Dari keseluruhan hasil yang diolah dapat disimpulkan bahwasannya adanya 
Jembatan Suramadu belum dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi di 
Pulau Madura dan menimbulkan backwash effect dari pusat pertumbuhan Kota 
Surabaya. Serta selama ini adanya pembangunan Jembatan Suramadu belum 
dapat secara signifikan menjadi pemicu faktor-faktor pendorong investasi. 
Investasi yang ada di Pulau Madura selama ini juga turut mendorong 




disetiap tahunnya. Hal ini menjadi suatu penelitian yang menarik dikarenakan jika 
bertumpu pada teori pusat pertumbuhan (growth pole) dan teori pengeluaran 
pemerintah maka seharusnya keberadaan Jembatan Suramadu sebagai 
penghubung antara Kota Surabaya dan Pulau Madura memiliki pengruh spread 
effect sehingga dapat mendukung perekonomian dan pembangunan ekonomi 
yang ada di Pulau Madura. Akan tetapi berdasarkan hasilnya, pada penelitian ini 
bertolak belakang dengan teori tersebut. Bahkan harusnya infrastruktur dapat 
menjadi pemicu adanya investasi, justru adanya infrastruktur memberikan efek 
negatif terhadap pembangunan ekonomi di Pulau madura sehingga investasi yang 
ada di Pulau Madura lajunya sangat lambat ditiap tahunnya yang hal ini akan 
berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.  
Berdasarkan hal tersebut maka dari segi teoritis adanya Jembatan 
Suramadu akan memiliki dampak yang siginifikan terhadap investasi maupun 
pembangunan ekonomi Pulau Madura, jika pada awalnya memperhatikan 
beberapa aspek seperti aspek kebutuhan masyarakat dan potensi sektor unggulan 
apa yang dimiliki dan cocok untuk dikembangkan atau linkage dengan arah 
perkembangan daerah Kota Surabaya karena dalam hal ini Kota Surabaya 
merupakan pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur dan lokasinya berdekatan 
dengan Pulau Madura. Jika adanya pemberian fasilitas/infrastruktur juga terhadap 
tiap sektor potensial tersebut maka pembangunan ekonomi di Pulau Madura juga 
akan berkembang. Dilain sisi, pembangunan infrastruktur juga harus diiringi oleh 
peningkatan pengembangan kemampuan/kualitas dari sumber daya manusia di 
Pulau Madura. Berdasarkan atas penyajian data sebelumnya bahwasanya 




peningkatan akan tetapi mayoritas masih berada pada tingkat tidak SD sampai 
SMP sehingga kategori pendidikannya masih sangat rendah. 
Kemampuan/kualitas yang dimiliki penduduk itu penting bagi pendukung 
pengembangan ekonomi wilayah dikarenakan penduduk merupakan subyek dari 
penggerak pembangunan. Jika kualitas penduduknya rendah maka 
kecenderungannya akan mengakibatkan pembangunan wilayah tersebut juga 
rendah.  Oleh karena itu jika pembangunan infrastruktur diiringi oleh 
perkembangan sektor potensial dan SDM di Pulau Madura maka akan ada 
pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi 
sehingga Pulau Madura akan lebih maju.   
 
5.5.2 Kontribusi Praktis 
Berdasarkan ulasan pada konstribusi secara teoritis tersebut maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwasannya dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan 
arah potensi pengembangan daerah yang disesuaikan dengan lingkungan dan 
kondisi dari masyarakat daerah tersebut. Dalam hal ini memang keberadaan 
Jembatan Suramadu diharapkan dapat menjadi penghubung Kota Surabaya dan 
Pulau Madura yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi di Pulau 
Madura akan tetapi pemerintah daerah dalam hal ini juga harus berfokus pada 
pengembangan potensi yang ada di daerahnya. Tak lain halnya harus 
memperbaiki kualitas pendidikan masyarakat, pegembangan sektor potensial 
yang disesuaikan atau linkage dengan daerah pusat pertumbuhan agar mobilitas 




iklim investasi yang baik seperti kemudahan perizinan investasi dan kajian terkait 
sektor potensial yang menjanjikan agar para investor tertarik untuk berinvestasi.   
5.5 Keterbatasan Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa keterbatasan 
diantaranya pertama, terkait data yang bisa digunakan dalam analisa ini ialah 10 
tahun sebelum dan 10 tahun sesudah adanya Jembatan Suramadu. Kedua, dalam 
melakukan analisa uji beda, penulis hanya menggunakan variabel makroekonomi 
terkait pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia (IPM). 
Ketiga, dalam melakukan analisa uji granger penulis hanya menggunakan tiga 
sektor utama penyumbang besaran PDRB yang ada di Provinsi Jawa Timur yakni 
variabel industri, perdagangan dan pertanian. Keempat, dalam analisa stuktural 
penulis hanya menggunakan variabel demografi, belanja daerah serta infrastruktur 
yang menjadi faktor meningkatnya investasi dan pembangunan ekonomi.  
Berdasarkan hal ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat memasukkan lebih 
jumlah observasi penelitian dampak dari Jembatan Suramadu dan Pusat 
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Disamping itu, peneliti selanjutnya dapat 
memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan 
investasi di Pulau Madura selain penduduk, belanja daerah dan infrastruktur agar 











1) Pembangunan Jembatan Suramadu belum dapat menjadi driven 
pembangunan di wilayah kabupaten Madura. Hal tersebut dikarenakan 
belum terlihat perubahan signifikan secara menyeluruh dalam kurun waktu 
10 tahun sebelum dan sesudah pembangunan Jembatan Surmadu pada 
tingkat PDRB, investasi dan IPM.  
2) Jembatan Suramadu yang diharapkan dapat menunjang mobilitas ekonomi 
dan spillover effect keberadaan Kota Surabaya sebagai pusat 
pertumbuhan memberikan spread effect ke daerah wilayah Madura 
sebagai peripheral tidak terjadi. Efek pusat pertumbuhan ke wilayah 
Madura menghasilkan dampak efek pengurasan sumberdaya (backwash 
effect) 
3) faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di Pulau Madura 
yang secara signifikan hanyalah penduduk yang berdampak pada tingkat 
investasi dan pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Akan tetapi disisi 
lain tingkat laju investasi yang cenderung lambat justru masih memberikan 
pengaruh konstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang ada.  Hal ini 
harus terus diupayakan peningkatan terhadap kualitas pendidikan 
penduduk yang tinggi serta kondisi infrastruktur di setiap kabupaten di 
Pulau Madura yang ada merata terutama terkait pada akses potensial di 





Analisa penelitian ini menghasilkan gambaran bahwasannya selama 10 
tahun adanya Jembatan Suramadu memperlihatkan kondisi yang belum dapat 
sepenuhnya menjadi penggerak pembangunan terhadap wilayah Madura yang 
mana juga masih belum bisa meningkatkan investasi yang ada. Hal ini terlihat dari 
beberapa variabel penelitian yang belum memperlihatkan perkembangan 
signifikan yang positif maka saran kedepan dalam pembangunan di Wilayah 
Madura adalah sebagai berikut: 
1. Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sumberdaya manusia di 
wilayah Madura sebab manusia merupakan faktor produksi sehingga 
dengan meningkatnya kualitas diharapkan akan meningkatkan 
produktivitas masyarakat pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat 
dilakukan melalui beberapa kebijakan: 
a. Peningkatan rata lama sekolah penduduk melalui optimalisasi 
kejar paket A, B dan C 
b. Peningkatan harapan lama sekolah melalui penanggulangan 
anak putus sekolah, meningkatkan angka melanjutkan sekolah 
dengan bantuan beasiswa. 
c. Optimalisasi dan akselerasi pelatihan dan peningkatan sertifikasi 
kompetensi angkatan kerja. 
d. Selain itu untuk bidang pendidikan, diantaranya melakukan 
sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi kepada masyarakat, 




pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, 
pengembangan model pendidikan, pengembangan kurikulum, 
metode pembelajaran dan sistem penilaian pendidikan, 
perbaikan sarana dan bahan ajar, dan pengembangan EMIS 
(Education Management Information System) 
e. Memberikan tambahan kurikulum vokasi yang berorientasi  
kebutuhan akan keterampilan khusus, sehingga tercipta link and 
match dunia pendidikan dan dunia kerja di wilayah madura. 
2. Peningkatan dan pemerataan program kesehatan masyarakat melalui 
program: 
a. Optimalisasi dan akselerasi penanggulangan kematian anak 
lahir dengan meningkatkan sosialisasi pertolongan melahirkan 
dengan tenaga medis, peningkatan kerjasama dengan sekolah 
kesehatan untuk pendampingan ibu hamil peningkatan 
pemberian gizi tambahan, peningkatan fasilitas kesehatan 
sampai tingkat desa.  
b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan 
peningkatan infrastruktur kesehatan ditingkat desa 
c. Peningkatan kesehatan lingkungan di masyarakat  
d. Peningkaan jaminan kesehatan masyarakat 
3. Pemerintah perlu memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya 
terhadap aspek spesifik nilai-nilai budaya seperti, etos kerja, kepatuhan, 




pendidikan   dapat menjadi berpengaruh terhadap pembentukan modal 
sosial (social capital) sebuah negara. Dalam penelitian yang mengambil 
objek di Amerika Latin dan China (jurnal Role of Cultural in Economic 
Development: Study of China and Latin America, tahun 2008) 
menunjukkan bahwa peran budaya khususnya budaya confucianism di 
China sangat berperan dalam mendukung kemajuan pertumbuhan 
ekonomi di negara tersebut, hal tersebut tentunya tidak serta merta 
faktor budaya menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi 
harus didukung pula olen kebijakan ekonomi yang efektif didukung oleh 
lembaga-lembaga yang mumpuni, kondisi perekonomian yang 
berkembang serta stabilitas dan penegakan hukum yang optimal. 
4. Peningkatan dan pengembangan investasi yang lebih bersifat padat 
karya kepada sektor potensial yang mampu menyerap tenaga kerja, 
meningkatkan output dan nilai tambah yang pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan pembangunan ekonomi di Madura yang dapat dilakukan 
melalui beberapa sasaran diantaranya: 
a. Peningkatan investasi dan pengembangan pada sektor industri 
potensial seperti industri batik, industri berbasis perikanan, 
pertanian, dan peternakan dengan peningkatan teknologi tepat 
guna, optimalisasi pelatihan peningkatan ketrampilan industri, 
sampai kepada penguatan konektivitas lembaga keuangan.  
b. Peningkatan sektor pertanian, perikanan dan peternakan 
potensial dengan optimalisasi penerapan teknologi tepat guna 




pengembangan infrastruktur pertanian, serta konektivitas jalan 
produksi pertanian ke sentra pertanian. 
c. Pengembangan investasi ke industri pariwisata melalui upaya 
peningkatan promosi wisata potensial, optimalisasi peran 
pokdarwis, pelatihan dan pengembangan keterampilan jasa 
pemandu wisata, peningkatan aksesibilitas kelokasi wisata 
potensial, peningkatan atraksi wisata. 
d. kolaborasi penta helix atau ABCG (Academic, Bussines sector, 
Community, Government) serta peran media. 
e. Pelatihan pemasaran, pengembangan sentra perdagangan 
produk potensial, sampai pengembangan atase dagang untuk 
meningkatkan pemasaran produk unggulan di wilayah Madura. 
f. Pengembangan pemetaan dan pembinaan industri kreatif 
diwilayah Madura, serta melakukan pembinaan aktif bagi pelaku-
pelaku industri mulai dari tahapan ide, produksi sampai dengan 
pemasaran. 
5. Pemerintah daerah di Pulau Madura perlu memperhatikan alokasi 
belanja daerah yang digunakan selama ini agar lebih banyak fokus pada 
pengeluaran untuk upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan 
mengurangi untuk belanja yang sifatnya konsumtif. Alokasi belanja 
daerah khususnya belanja modal yang harus dikeluarkan Pemerintah 
Daerah harus tetap mempertimbangkan dampak positifnya terhadap 
PAD, melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu 




pembangunan fasilitas pelayanan publik yang dapat memberikan 
peningkatan PAD seperti pengembangan Puskesmas, Rumah Sakit, 
dan fasilitas publik lainya. Selain itu belanja modal untuk pembangunan 
sebaiknya tidak hanya diperuntukkan di dalam akses jalan utama kota 
tetapi juga jalan-jalan terpencil menuju sektor potensial yang dimiliki. 
6. Peningkatan peran serta pendanaan non APBD melalui peran serta 
CSR khusunya untuk mendukung pengembangan sentra-sentra potensi 
ekonomi di wilayah Madura. 
7. Pengembangan dan konektivitas lembaga keuangan mikro baik bank 
maupun non bank. 
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pendukung seperti 
infrastuktur jalan, air, listrik dan infrastuktur pendukung lainnya terutama 
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PDRB per kapita 
Bangkalan IPM Bangkalan 
jumlah investasi 
di Sampang 
PDRB per kapita 
Sampang IPM Sampang 
1999 0 9748.9 52.4 0 16972.5 47.3 
2000 0 10107.1 59.3 0 18473 48.6 
2001 0 24285.8 59.6 0 21164.95 49.9 
2002 0 24617.7 59.11 0 23344.02 49.7 
2003 0 24576 59.35 0 25569.01 53.86 
2004 0 29071.1 59.69 0 27723.908 54.16 
2005 0 29686.2 60.24 0 29930.312 54.98 
2006 4000 30845.5 62.72 0 32136.716 56.27 
2007 237000 30135.2 62.97 0 34343.12 56.99 
2008 0 32818 63.4 0 36549.524 57.66 
2009 725000 34017.9 64 2000000 38755.928 58.68 
2010 0 17463.7 57.23 0 11427.3 54.49 
2011 2520000 17856.2 58.63 3608000 11560.3 55.17 
2012 789000 17428.5 59.65 1114290 12075 55.78 
2013 3109933 17824.3 60.19 1500000 12724.5 56.45 
2014 0 18346.6 60.71 1503250 12563.9 16.98 
2015 1467489 17716.5 61.49 2047426 12675.6 58.18 
2016 1589384 17676.2 62.06 2202876 13303.9 59.09 
2017 1711279 22324.2 62.3 2358327 13775.9 59.9 








Pamekasan PDRB per kapita Pamekasan IPM Pamekasan 
jumlah investasi 
di Sumenep 
PDRB per kapita 
Sumenep IPM Sumenep 
1999 0 1564.73 55.5 0 2836.68 54.7 
2000 0 1998.82 59.17 0 3157.68 57.1 
2001 0 2279.92 59.59 0 3672.14 58.0 
2002 0 2440.21 58.3 0 3302.99 56.5 
2003 0 2666.42 60.3 0 3661.36 58.1 
2004 0 2894.17 61.18 2420000 5087.41 60.5 
2005 0 3360 61.78 0 5617.66 61.19 
2006 0 3787.51 61.98 0 4074.55 63.08 
2007 0 4197.47 62.49 0 4443.74 63.71 
2008 1500000 4711.61 63.13 2037550 4603.28 64.24 
2009 0 5199.7 63.81 0 4771.62 64.82 
2010 6000000 8758 59.37 1000000 14490.4 57.27 
2011 0 9193.5 60.42 4250000 15289.9 58.7 
2012 0 9653.9 61.21 0 16721.9 60.08 
2013 0 10122.3 62.27 1613000 19052.1 60.84 
2014 0 10579 62.66 1212600 20124.6 61.43 
2015 1057142.86 11022 63.1 1776793 20287.8 62.38 
2016 1126785.71 11491 63.98 1894450 20720.4 63.42 
2017 1196428.57 11947.1 64.93 2012106 20407.2 64.28 











































1999 46954.35 3.21 1.02 9.53 5.17 1.03 3.89 
2000 410703 3.53 1.02 9.69 1.15 -1.59 8.49 
2001 473267 3.84 1.05 10 3.33 1.22 4.65 
2002 473267 3.91 1.05 10.1 3.22 1.78 4.3 
2003 540503 3.99 5.93 5.74 2.63 3.31 4.52 
2004 608785 4.09 4.82 6.20 2.197 3.53 4.29 
2005 289411.2 4.1 1.02 8.38 1.896 4.32 4.00 
2006 112926.9 4.1 1.05 9.16 1.595 5.12 3.71 
2007 128198.1 4.02 0.97 4.48 1.294 5.91 3.41 
2008 149792.6 3.86 1.00 4.73 5.3 0.33 10.84 
2009 166868.8 3.82 1.00 4.75 5.75 2.15 7.43 
2010 231204.7 3.07 2.55 9.18 4.95 1.67 8.67 
2011 261772.3 5.26 2.99 8.98 5.69 2.17 9.72 
2012 293180.8 5.25 2.51 9.85 5.33 2.95 9.94 
2013 327802 5.48 4.91 8.98 4.26 1.16 11.18 
2014 365350.9 4.78 2.78 7.12 6.24 3.4 7.99 
2015 406231.7 4.86 4.09 4.65 5.36 4.94 6.81 
2016 451383.2 3.58 3.6 6.8 5.58 2.62 7.55 
2017 493026.3 6.32 0.67 6.96 4.74 3.22 6.8 







































1999 46954.35 6.91 2.13 3.33 1.25 6.37 21.55 
2000 410703 6.35 2.34 4.29 2.95 7.13 7.24 
2001 473267 5.78 2.56 5.25 12.21 9.40 8.43 
2002 473267 5.19 2.65 2.51 3.56 9.48 13.68 
2003 540503 6.44 3.32 4.88 6.15 7.64 5.02 
2004 608785 2.01 2.78 9.24 5.69 5.83 6.96 
2005 289411.2 3.18 3.41 7.52 6.52 6.92 13.83 
2006 112926.9 2.93 4.14 8.71 8.46 11.01 6.13 
2007 128198.1 3.12 3.53 7.27 6.17 5.84 4.55 
2008 149792.6 3.93 4.17 7.55 7.91 9.07 7.90 
2009 166868.8 6.91 4.58 5.37 5.77 5.69 7.35 
2010 231204.7 6.19 6.6 4.86 6.32 9.06 8.24 
2011 261772.3 5.12 4.78 9.07 5.69 3.09 13.52 
2012 293180.8 5.86 5.55 9.07 5.78 4.43 13.77 
2013 327802 5.9 3.89 8.97 7.45 5.9 13.38 
2014 365350.9 7.84 4.45 7.34 6.79 3.08 9.33 
2015 406231.7 7.81 3.79 7.67 6.76 4.32 6.67 
2016 451383.2 6.06 3.33 7.4 6.36 3.51 6.69 
2017 493026.3 7.47 0.43 7.57 6.67 3.3 6.87 











wilayah Tahun X11 X12 X21 X22 X23 X24 X31 Y11 Y12 Y21 Y22 
1 1999 5.86 0.009055 7.24 7.75 7.22 7.76 7.32 10.7 9.63 3.99 4.21 
1 2000 5.88 0.009686 7.15 7.78 7.65 7.74 7.23 10.5 9.7 4 4.26 
1 2001 5.91 0.002317 7.25 7.85 7.65 7.53 7.64 10.3 9.9 4.39 4.33 
1 2002 5.92 0.00976 7.3 6.85 7.57 7.74 7.73 10.1 10.15 4.39 4.38 
1 2003 5.92 0.010589 7.41 7.91 7.36 7.64 7.81 9.9 10.21 4.39 4.43 
1 2004 5.93 0.01062 7.39 7.93 7.5 7.62 7.89 9.7 10.29 4.46 4.54 
1 2005 5.93 0.012575 7.56 7.37 7.37 7.37 8.22 9.5 10.37 4.47 4.62 
1 2006 5.94 0.00782 7.58 7.47 7.94 7.28 8.3 9.2 10.37 4.49 4.67 
1 2007 5.94 0.013233 7.63 7.62 7.39 7.16 8.17 9 10.47 4.48 4.72 
1 2008 5.95 0.013502 7.67 7.74 7.53 7.13 8.29 8.8 10.48 4.52 4.78 
1 2009 5.95 0.016691 7.68 7.84 7.53 7.94 8.26 8.6 10.51 4.53 4.83 
1 2010 5.96 0.019529 7.7 7.85 7.43 7.8 8.26 8.4 10.55 4.24 4.2 
1 2011 5.96 0.009516 7.7 7.95 7.42 7.53 8.54 4.3 10.64 4.25 4.25 
1 2012 5.97 0.009421 7.85 7.85 7.44 7.82 8.48 15.77 10.8 4.24 4.26 
1 2013 5.97 0.020176 7.89 8.02 7.47 7.78 8.53 3.88 10.92 4.25 4.29 
1 2014 5.98 0.008794 7.93 8 7.47 7.83 8.62 4.52 11 4.26 4.34 
1 2015 5.98 0.024173 7.95 8.02 8.09 7.37 8.68 9.19 11.24 4.25 4.28 
1 2016 5.98 0.02396 8.01 7.68 7.23 7.23 8.67 6.02 11.22 4.25 4.3 
1 2017 5.99 0.038971 8.01 7.55 7.58 7.76 8.57 6.35 11.28 4.35 4.34 
1 2018 5.99 0.03482 8 7.49 8.05 7.75 8.53 6.13 11.32 4.39 4.38 
2 1999 5.85 0.004054 7.188 6.816 11.86 7.54 10.77 4.81 9.41 4.23 4.12 
2 2000 5.85 0.00492 7.194 6.842 11.72 7.58 10.78 4.88 9.4 4.267 4.16 




wilayah Tahun X11 X12 X21 X22 X23 X24 X31 Y11 Y12 Y21 Y22 
2 2002 5.89 0.0051 7.255 6.842 12.15 7.15 10.84 5.02 9.96 4.368 4.2 
2 2003 5.9 0.005189 7.898 7.332 12.3 7.18 12.02 5.09 10.08 4.408 4.25 
2 2004 5.9 0.005721 7.353 7.833 12.14 6.54 10.93 5.15 10.15 4.443 4.26 
2 2005 5.91 0.007841 7.492 7.155 11.96 6.96 10.83 5.22 10.15 4.476 4.29 
2 2006 5.92 0.014936 7.52 7.478 11.51 7.51 10.81 5.29 10.6 4.507 4.31 
2 2007 5.92 0.00772 7.569 7.642 11.68 7.38 11.2 5.36 10.4 4.536 4.33 
2 2008 5.93 0.007924 7.626 7.768 11.54 7.6 11.32 5.43 10.31 4.563 4.35 
2 2009 5.94 0.015134 7.646 7.893 11.74 7.63 11.36 5.29 10.48 4.588 4.37 
2 2010 5.94 0.012266 7.772 7.795 11.47 7.42 11.14 6.45 10.55 4.058 4 
2 2011 5.95 0.015448 7.698 7.836 11.49 7.07 11.15 4.72 10.61 4.063 4.05 
2 2012 5.96 0.015254 7.781 7.858 11.55 7.82 11.44 5.8 10.85 4.082 4.09 
2 2013 5.96 0.011099 7.835 8.023 11.55 7.86 11.46 5.69 10.8 4.105 4.15 
2 2014 5.97 0.016172 7.932 7.996 11.87 7.87 11.42 4.62 10.89 4.099 4.17 
2 2015 5.97 0.021197 7.897 8.013 11.99 7.09 11.8 5.63 11.15 4.103 4.2 
2 2016 5.98 0.020955 7.918 8.42 11.36 7.31 11.71 6.9 11.08 4.124 4.21 
2 2017 5.98 0.036245 7.948 8.298 11.44 7.55 11.56 6.34 11.18 4.139 4.26 
2 2018 5.99 0.032699 7.917 8.469 11.43 7.9 11.53 8.97 11.22 4.295 4.28 
3 1999 5.822 0.012339 7.08 6.823 5.853 7.7028 10.152 2 9.619 3.19 2.99 
3 2000 5.829 0.013787 7.166 6.853 5.81 7.7605 10.214 2.3 9.804 3.3 3.14 
3 2001 5.845 0.005349 8.302 7.448 7.737 7.7369 10.802 2.5 9.901 3.36 3.2 
3 2002 5.851 0.014502 8.307 7.448 7.212 8.0199 10.744 2.7 10.067 3.39 3.25 
3 2003 5.858 0.015188 8.054 7.343 7.14 8.0283 10.903 2.9 10.133 3.43 3.3 
3 2004 5.864 0.014068 8.364 7.941 7.238 8.0889 10.987 3.2 10.204 3.46 3.34 
3 2005 5.87 0.018202 8.521 7.348 7.252 8.2516 10.604 3.4 10.348 3.53 3.41 




wilayah Tahun X11 X12 X21 X22 X23 X24 X31 Y11 Y12 Y21 Y22 
3 2007 5.883 0.015466 8.614 7.63 7.252 8.3498 11.106 3.8 10.525 3.62 3.52 
3 2008 5.89 0.016448 8.651 7.745 7.708 8.2888 11.161 4.1 10.44 3.67 3.58 
3 2009 5.896 0.021888 8.657 7.32 7.431 8.7327 11.061 4.3 10.524 3.72 3.64 
3 2010 5.902 0.024543 8.677 7.728 7.53 8.6094 11.096 4.5 10.581 3.94 3.84 
3 2011 5.907 0.026898 8.71 7.805 7.549 8.5169 11.385 4.5 10.66 3.96 3.9 
3 2012 5.913 0.026583 8.796 7.786 7.574 8.6336 11.412 6.03 10.749 3.98 3.95 
3 2013 5.918 0.02177 8.847 7.987 7.595 8.107 11.28 4.8 10.831 4.01 4 
3 2014 5.922 0.024773 8.897 8.007 7.584 8.2035 11.261 4.96 10.923 4.02 4.04 
3 2015 5.927 0.02604 8.913 7.995 7.081 8.4695 11.651 5.39 11.231 4.04 4.09 
3 2016 5.932 0.025769 8.936 7.637 7.34 8.4909 11.732 5.58 11.155 4.06 4.13 
3 2017 5.936 0.040179 8.936 7.577 7.404 8.7381 11.63 6.71 11.235 4.08 4.17 
3 2018 5.94 0.052305 8.929 7.461 7.411 8.8933 11.582 6.51 11.214 4.26 4.2 
4 1999 5.981 0.006234 8.527 8.232 11.066 9.871 10.5796 8.03 10.465 3.453 3.43 
4 2000 5.985 0.007301 8.259 8.25 11.888 9.838 10.3195 7.92 10.477 3.499 3.51 
4 2001 5.996 0.001835 8.56 8.25 11.297 9.771 11.0792 7.82 10.203 3.565 3.49 
4 2002 5.999 0.006932 8.562 8.262 11.298 10.205 10.4962 7.71 10.537 3.519 3.53 
4 2003 6.001 0.00879 8.494 8.271 11.821 10.184 10.8595 7.6 10.444 3.564 3.71 
4 2004 6.004 0.010147 8.546 8.28 11.737 10.25 10.9046 7.49 10.447 3.706 3.75 
4 2005 6.006 0.012961 8.712 8.518 11.857 9.837 10.8238 7.39 10.518 3.75 3.79 
4 2006 6.009 0.018844 8.636 9.164 11.975 9.975 11.1922 7.28 10.464 3.61 3.82 
4 2007 6.011 0.012977 8.693 9.01 11.795 9.514 11.1109 7.17 10.612 3.648 3.92 
4 2008 6.014 0.013007 8.742 8.964 12.109 9.674 11.0487 7.94 10.582 3.663 3.97 
4 2009 6.016 0.016166 8.753 8.533 11.572 9.723 11.2239 7.71 10.583 3.679 4.02 
4 2010 6.019 0.018375 8.763 8.737 11.557 10.014 10.9651 8.35 10.579 4.161 4.18 




wilayah Tahun X11 X12 X21 X22 X23 X24 X31 Y11 Y12 Y21 Y22 
4 2012 6.024 0.022102 8.907 8.832 11.739 8.777 11.3808 9.36 10.844 4.223 4.3 
4 2013 6.026 0.017306 8.963 8.899 11.742 8.555 11.4211 7.21 10.96 4.28 4.4 
4 2014 6.028 0.019746 8.993 8.803 11.924 9.067 11.4709 5.37 11.063 4.304 4.45 
4 2015 6.03 0.017986 9.004 8.958 12.223 9.02 11.5684 4.25 11.237 4.307 4.43 
4 2016 6.032 0.017908 9.046 9.353 11.55 8.712 11.5305 6.08 11.228 4.316 4.46 
4 2017 6.034 0.031474 9.043 9.513 11.875 8.589 11.5813 7.42 11.283 4.31 4.49 














Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBBK~e |      10    34268.92    4871.966    15406.51    23247.77    45290.07 
PDRBBK~a |      10    24469.44    4775.859    15102.59     13665.7    35273.18 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |         20    29369.18     3505.33    15676.31    22032.44    36705.92 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                      9799.48    6822.381                      -4432.156    24031.12 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBBKLPre) - mean(PDRBBKLPasca)                  t =   1.4364 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  19.9913 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.9168         Pr(|T| > |t|) = 0.1664          Pr(T > t) = 0.0832 
 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBSP~e |      10    17797.26    1032.967    3266.527    15460.53       20134 
PDRBSP~a |      10    15500.55    1298.669    4106.753    12562.76    18438.34 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |          20    16648.91    849.4504    3798.858    14870.99    18426.83 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                       2296.715    1659.386                      -1177.165    5770.594 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBSPGPre) - mean(PDRBSPGPasca)                  t =   1.3841 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =    18.94 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 
















Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |         Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBPM~e |      10    2255.832    285.3279    902.2861    1610.375    2901.289 
PDRBPM~a |      10    10557.02    1146.748    3626.336    7962.896    13151.15 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |          20    6406.426    1112.404    4974.824    4078.137    8734.716 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                      -8301.189    1181.712                      -10921.96   -5680.414 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBPMKPre) - mean(PDRBPMKPasca)                  t =  -7.0247 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  10.3568 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                        Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000 
 
Two-sample t test with unequal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable |          Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
PDRBSM~e |      10    5349.171    725.4908    2294.203    3707.997    6990.345 
PDRBSM~a |      10    23612.57    2345.487    7417.082    18306.71    28918.43 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |         20    14480.87    2411.729    10785.58    9433.062    19528.68 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |                       -18263.4     2455.127                        -23662   -12864.79 
------------------------------------------------------------------------------ 
    diff = mean(PDRBSMPPre) - mean(PDRBSMPPasca)                  t =  -7.4389 
Ho: diff = 0                             Welch's degrees of freedom =  11.0858 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                             Ha: diff > 0 

















Granger causality Wald tests  
Equation                   ExcludedF   df df_r Prob > F  
      
PDRBSBY    sektorindustriBKL 1.3519 3 4 0.8895  
PDRBSBY    sektorpertanian~L 2.6523 3 4 0.7384 
PDRBSBY    sektorperdagang~L 1.0804 3 4 0.2843  
    
sektorindustriBKL            PDRBSBY  .57809 3 4 0.9659  
  
sektorpertanian~L            PDRBSBY  .26258 3 4 0.0403  
     
sektorperdagang~L          PDRBSBY  6.2343 3 4 0.5727 
 
Granger causality Wald tests  
Equation               ExcludedF     df  df_r Prob > F  
      
PDRBSBY    sektorindustriSPG .07473  4 0.1368  
PDRBSBY    sektorpertanian~G .40114 3 4 0.5553  
PDRBSBY    sektorperdagang~G .27973 3 4 0.3490  
     
sektorindustriSPG            PDRBSBY  12.509 3 4 0.0022  
    
sektorpertanian~G            PDRBSBY 3.4202 3 4 0.9109  
    
sektorperdagang~G          PDRBSBY 4.1401 3 4 0.0543  
 
Granger causality Wald tests   
Equation               ExcludedF      df           df_r Prob > F  
      
PDRBSBY    sektorindustriPMK .78455 3 4 0.8486  
PDRBSBY    sektorpertanian~K .05087 3 4 0.6430  
PDRBSBY    sektorperdagang~K .26406 3 4 0.9656  
      
sektorindustriPMK            PDRBSBY  5.2945 3 4 0.0071  
     
sektorpertanian~K            PDRBSBY  2.9424 3 4 0.9311  
 













Granger causality Wald tests    
Equation             ExcludedF  df    df_r Prob > F 
   
PDRBSBY        sektorindustriSMP 1.567 2 9 0.7534  
PDRBSBY        sektorpertanian~P .10398 2 9 0.5626  
PDRBSBY        sektorperdagang~P 1.3918 2 9 0.2084  
   
sektorindustriSMP            PDRBSBY  .51905 2 9 0.3556   
sektorpertanian~P            PDRBSBY  .33363 2 9 0.6182   
sektorperdagang~P            PDRBSBY 2.1966 2 9 0.0541  
 
 


































































→ Investasi (Y1) 
Formatif 0,66 <0,001 
Belanja daerah (X2) 
→ Investasi (Y1) 
Formatif 0,02 0,431 
Infrastruktur (X3) 
→ Investasi (Y1) 
Formatif -0,312 0,001 
Investasi (Y1) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
Formatif 0,294 0,003 
2 
Penduduk (X1) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
Formatif 0,004 0,467 
Belanja daerah (X2) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 
Formatif -0,33 <0,001 
Infrastruktur (X3) 
→ Pembangunan ekonomi (Y2) 










Jumlah penduduk (X11)  
→ Penduduk 
Formatif 0,620 <0,001 
2 
Rasio penduduk yang 
berpendidikan menengah keatas 
(X12)  
→ Penduduk 
Formatif 0,620 <0,001 
3 
Realisasi belanja DAU (X21)  
→ Belanja daerah 
Formatif 0,348 <0,001 
4 
Realisasi belanja DAK (X22)  
→ Belanja daerah 
Formatif 0,355 <0,001 
5 
Belanja bantuan keuangan (X23)  
→ Belanja daerah 
Formatif 0,204 0,028 
6 
Belanja bantuan hibah (X24)  
→ Belanja daerah 
Formatif 0,348 <0,001 
7 
Pengeluaran Infrastruktur (X31)  
→ Infrastruktur 
Formatif  1,000 <0.001 
8 PMTB (Y11) → Investasi Formatif 0,678 <0,001 
9 
Kapasitas Fiskal (Y12)  
→ Investasi 
Formatif 0,678 <0,001 
10 
PDRB perkapita (Y21)  
→ Pembangunan ekonomi 
Formatif 0,508 <0,001 
11 
PDRB ADHB (Y22)  
→ Pembangunan ekonomi 
Formatif  0,508 <0,001 
 
